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KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala

limpahan rahmat, hidayah, karurilya serta pengetahuan yang telah diberikan,
sehingga Kelompok Kar (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat
menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapptt Pokja,focus group
discussiordan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan
analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelsamm
(Pokja) di masa pande@ovid19ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Orgaatizasi T
Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi
yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi
hukum terhadap peraturan perundawogdangan dilakukan tidak hanya
terhadap materi hukum yang adex{ging), tetapi juga terhadap sistem hukum
yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan
pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Unddhgdang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Undafgndang Nmor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundamgdangan, maka kegiatan analisis dan
evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal
ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa
pemantauan dan peniajlan terhadap peraturan perundangdangan sebagai
satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan
perundangundangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap
peraturan perundangindangan berupa rekomendasi apakah peratura
tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundamgdangan dilakukan dengan
menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundad@ngan (Pedoman 6
Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan
kaidahkaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang
dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6
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Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah
peraturan perundangindangan tesebut tumpang tindih, disharmoni,
kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta
tidak selaras dengan niailai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan
bagian dari usaha untukelakukan penataan peraturan perundamngdangan
dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi
berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan
perundangundangan dengan dilengkapi berbagai rekomeindilsususnya
usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya
untuk bersamaama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkaasukan dan kontribusi pemikiran
dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi
yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.HDIN.,
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah

Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum tahun
2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional membentuk 12 (duelas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan
Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses
Pelayanan Bantuan HukurRokja melakukan analisis dan evaluasi hukum
terhadap25 (dua puluh delapanperaturan perundangndangan, yaa terdiri

dari: 13 (tiga belay UndangUndang,7 (tujuh) Peraturan Pemerintali, (satu)
Peraturan Presiden3 (tiga) Peraturan Menteri, dan 1 (satu) Peraturan
Mahkamah Agung. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap
peraturan perundangindanganyang terkait dengan Bantuan Hukum di
Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19
yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang
berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Nigmikian,

Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa
penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nom
PHN40.HN.01.01 Tahun 202@ntang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis
dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, selama 9
(sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan
Oktober 2019, dengan susunan keanggotadoagai berikut:

Pengarah . Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,
(Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Penanggung Jawa . Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua . Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
Sekretaris . Dwi Agustine Kurniasih
Anggota : 1. Asfinawati
2. Totok Yulianto
3. Aisyah Lailiyah
4. Joko Winarso
5. Indah Rahayu
6. Viona Wijaya
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7. Gunardi SA Lumbantoruan
8. Odie Faiz Guslan
9. Diana Puji Ratna KF

Sekretariat . lis Trisnawati

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang
kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam
analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil
kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu
dianalisis dan dievaluasi seg lebih mendalam untuk menghasilkan
rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini.
Ucapan terima kasih juga kasaimpaikan kepada para narasumber/pakar yang
telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan
kompetensi dan bidang kepakarannigaususnya kepada:
1. Prof. Dr. HR. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., Ciepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional;

2. Maman Usman Rasjidi, S.H., MHCentre for Regulatory Research
(CRR);

3. Renata ArianingtyasChief of Party Empowering Acces to Justice (The
Asian Foundation).

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran
dari semua pihak dalam rgka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum
ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna
bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang
Bantuan Hukum.

Jakarta,Oktober 2020
Ketua Kelompok Kerja

Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.|
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribAdegium hukum
alam tersebut apabila diterjemahkan berarto SNJ F GF £ F K & y3 2
merugikan (menyakiti) orang lain, dan berikan orang lain yang merupakan hak
y & I Sekiranya hal tersebut yang dapat menjadi prinsip dasar bagi para
penegak hukum dan para sarjana hukum pada umumnya dalam menjalankan
kewajbannya sehafK I NA = RIy LISR2Yly dzyiddzl YS)
Kdzl dzY @ty3 FtRAf¢é¢ aSadz A RSy3IlLy YLyl
Tujuan akhir dari hal ini, adalah terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera,
adil, makmur, serta bahagia. Pada maascp reformasi tahun 1998, salah satu
agenda penting yang di gaungkan pada saat itu adalah menyejahterakan
masyarakat terutama di bidang pengakan hukum. Orientasi penegakan hukum di
Indonesia yang menitikberatkan pada pengadilan, kepolisan, kejaksaan,
terutama lembaga bantuan hukum masih perlu optimalfsasi.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin oleh
The International Covenant on Civil and Political Rights jl@@PERrcantum
pada Pasal 16 dan 26 di mana pasal tersefeijamin semua orang berhak
memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk
diskriminasi. Di Indonesia sendiri, telah dibentuk Undamdang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai UU Bankum). Sudah
seltar 9 (sembilan) tahun usia UU Bankum, cukup banyak manfaat yang
diperoleh dari lahirnya undangidang ini. Di samping hal tersebut, terdapat
juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris terhadap
UU Bankum ini. Menurut Indah Rahagtdapat beberapa masalah yang dapat
diungkapkan terkait UU Bankum ini sepeérti:

! Satjipto Rahardjdimu Hukunt, Cetakan ke3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), him.274

2Diding Rahmat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
di Kabupaten Kuningadurnal Unifikasi Vol. 04 No. 01 Januari 20ilm.3536, di jelaskan juga
bahwa masyarakat pada Kabupaten Kuningan sangat merindukan bantuan bratis untuk
masyarakat tidak mampu.

3 Indah Rahayq Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan HulReuhtsvinding Online 31 Desember
2019 him. 24
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1. Beberapa provinsi di Indonesia, memiliki jumlah Pemberi Bantuan
Hukum (PBH) yang minim di bandingkan dengan provinsi lainya, dan
mayoritas PBH tersebut hanya terkonsentrasbalkota pada tiagiap
provinsi, sehingga tidak dapat menjangkau sampai pada tingkat
kabupaten/ kota;

2. Bantuan hukum dinilai belum dapat memberikan akses keadilan yang
sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Pada
dasarnya setiap warga ree@ kedudukannya sama di hadapan hukum
(Equality before the lavdlan negara bertanggungjawab atas fakir miskin
salah satunya dana dalam APBN untuk bantuan hukum, sehingga segala
kalangan dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum
menjadi salah a&u bentuk pelaksanaan kewajiban Negara yaitu
menjamin system hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan Hak asasi
warga negaranya, dalam hal ini adalah keadiangss to Justice)

3. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini lebih menitikberatkan pada
pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk
pendampingan bagi pelaku. Sedangkan bagi korban, sementara ini
bantuan hukum yang diberikan berbentuk kegidtagiatan noditigasi
seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan yang
besaran biayanya tidak cukup besar. Maka dukungan bantuan hukum
bagi korban seringkali hanya melingkupi sampai tahap pelaporan atau
pemeriksaan di tingkat kepolisian, padahal seftaya bisa melingkupi
sampai masalah non penanganan perkara seperti tahap pemulihan dan
akses kebutuhan khusus untuk beberapa kasus tertentu, seperti
rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman, dan lain sebagainya.
Belum lagi jika kelompok rentan ini iftsn didalam memperoleh Surat

4 Lihat Pasal 1 angka 2 UU Bankum bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin. Lebilanjut dikatakan dalam Pasal 5 bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap
orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri
yang mana hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandandkdaghatan,

layanan Pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/ atau perumahan. Lihat juga H. Andi Ferry
Mulyanuddin, Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang
mampu untuk menjamin hak konstitusi warga Negara bagi keadilan sketadean dimuka hukum,

Jawa Barat: 2017, Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar
(https://jabar.kemenkumham.go.id/pusatformasi/artikel/undangindangno-16-tahun-2011-
tentangbantuanhukumbagimasyarakakurangmampuuntuk-menamin-hakkonstitusiwarga
negarabagikeadilandankesetaraardimukahukum diakses pada 15 Januari 2020)
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Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat memperoleh
bantuan hukum, maka perlu dipikirkan kembali penyederhanaan
prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan;

4. Ruang lingkup kegiatan bantuan hukum.d&hgUndang Bantuan

Hukum membagi ruang lingkup kegiatan meliputi masalah hukum
keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitigasi®

5. Dalam hal lainnya, akses keadilan bagi masyarakat miskin atau kelompok

rentan juga dibutuhkan padsaat hakhak konstitusionalnya dilanggar
oleh suatu peraturan perundanmdangan. Bantuan hukum dalam
litigasi saat ini memang sudah meliputi masalah hukum keperdataan,
pidana, dan tata usaha, namun tidak untuk judicial review, hak uji
materiil. Terhadap pengujian sebuah aturan sudah seharusnya
masyarakat miskin dan kelompok rentan juga memiliki kesempatan yang
sama untuk memperjuangkan haknya, apalagi hal ini juga terkait dengan
beban biaya administrasidicial revievitu sendiri.

Berdasarkan beberapa lngang telah disampaikan di atas, dan mengingat
dalam rangka menyejahterakan masyarakat di bidang penegakkan hukum, maka
sekiranya perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap
peraturan perundangindangan terkait akses pelayanan bantuan hukum
Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap
hukum, dalam hal ini peraturan perundamgdangan sebagai hukum positif,
yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok
kerja ini, analisis dan evaluasi hukuifakukan terhadap setiap peraturan
perundangundangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode
6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

5 Adapun lebih lanjut di dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dgmalBem Dana Bantuan Hukum disebutkan
bahwa pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan: (1) penyuluhan hukum; (2)
konsultasi hukum; (3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; (4)
penelitian hukum; (5) mediagb) negosiasi; (7) pemberdayaan masyarakat; (8) pendampingan di
luar pengadilan; dan/atau (9) drafting dokumen hukum.
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Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Peraturan
Presilen Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditugaskan untuk
melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi hukum sedmantau dan
mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
dilaksanakan oleh Pusat Asmlidan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan
evaluasi hukum tersebut dapat dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan
dan peninjauan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Wwldagg 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Unddndang Nomor 12 Tahun 2D1
Tentang Pembentukan Peraturan Perundbmglangan.

Analisis dan evaluasi hukum yang akan dilakukan pada peraturan
perundangundangan yang terkait dengan akses pelayanan bantuan hukum.
Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi tprhada
persoalanpersoalan yang terdapat pada peraturan perundandangan terkait
akses pelayanan bantuan hukum baik pada tataran normatif maupun efektivitas
implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan
perbaikan yang objektif terhapa peraturan perundangndangan yang
dianalisis dan evaluasi dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan
masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan

evaluasi hukum iidalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan dari Undlardang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum?

2. Bagaimana dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang
Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

3. Bagaimana analisis dan evaluasi terhddiagangUndang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukynjika ditinjau dari dimensinilainilai
Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundandangan; potensi
disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan; kesesuaias ldang
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hukum peraturan perundangndangan yang bersangkutadan
efektivitas pelaksanaan peraturan perundamglangan?

4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap peraturan perurdadgngan yang
terkait dengan Undangndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum?

C. Metode

Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja mengacu pada
Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional tahun 2019. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam
beberapa tahap kerja sebagai batik

1.

Inventarisasi
Analisis dan evaluasi hukum diawali dengan menginventarisasi Peraturan
Perundangundangan, termasuk juga peraturan perundamgangan
yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang terkait dengan Hukum
Acara Perdata.
Evaluasi
Setelah diinvetarisasi seluruh peraturan perundangdangan serta
data dukungnya, langkah berikutnya adalah melakekatuasdengan
menggunakamenamdimensi yang meliputi:
a. DimensiPancasila
Penilaian terhadap dimensi Pancasila merupakan analisis yang
bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan
perundangundangan mengakomodasi nitdlai yang
terkandung dalam sisila Pancasila.
b. Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang
Undangan
Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa peraturan perundangndangan dimaksud sudah
sesuai dengan hierarki peraturan perundamglangan.
Norma hukum itu berjenjang dalam suahierarki tata
susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, nhorma yang lebih
tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi
lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak
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dapat ditdusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar
(grundnorn).

c. DimensDisharmoni
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif,
terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan
mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3)
perlindungan, dad) penegakan hukum.

d. DimensKejelasan Rumusan
Penyusunan peraturan perundangdangan dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundamgdangan
sebagaimana diatur dalam Lampiran Il Unddngang
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubahgdn
UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundadgdangan.
Hathal yang perlu diperhatikan adalah: sistematika dari
pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik yisan,
menggunakan bahasa peraturan perundangangan yang
bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan
rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau
istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi
atau batasan penggan secara cermat. Analisis terhadap
kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi
pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya;

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan
PerundangJndangan yang Bersangkutan
Penilaan ini dilakukan untuk memastikan peraturan
perundangundangan dimaksud sudah sesuai dengan asas
materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan UndaAgndang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undafiéndang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunddngangan.
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f. Dimensi [Eektivitas Pelaksanaan dpaturan Perundang
Undangan.
Setiap pembentukan peraturan perundamgdangan harus
mempunyai kejelasan tujuan yang hendakapai serta
berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam
asas pembentukan peraturan perundaumgdangan yang baik
yang tercantum dalam Pasal 5 Undéahgdang Nomor 12
Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat
sejauh mana manfaat dapembentukan suatu peraturan
perundangundangan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Perumusan Rekomendasi
Rekomendasi terdiri atas umum dan khusus. Rekomendasi umum berisi
saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum. Rekomendadihusus berisi saran terhadap ketentuan yang
bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum.

D. Inventarisasi Peraturan Perundddgdangan

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan
perundangundangan yang terkait aksgslayanan bantuan hukum yang terdiri
dari UndangJndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Menteri, dan peraturan perundargndangan lainnya yang diakui
keberadaannya menurut Pasal 8 Undalmglang Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diah dengan Undargndang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undabgdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundadgdangan, serta peraturan kebijakan yang
terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi telah didap&ti(dua puluhlima)
peraturan perundangindangan yang terkait dengan akses layanan bantuan
hukum yang kami susun dengan tabel sebagai berikut:

No Nama Peraturan Perundatindangan

UndangUndang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
UndangUndang No. 49 Tahun 200@ntang Peradilan Umym
UndangUndang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
UndangUndang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

gir|w v e
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No Nama Peraturan Perundatindangan
6. | UndangUndang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahtdraajut Usia;
7 UndangUndang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberd
" | Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Pelambak Garam;
8. | UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana An
9 UndangUndang No. 18 Tahun 2017 TentdRgrlindungan Pekerja Migra
" | Indonesia;
10. | UndangUndang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
11 UndangUndang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
"| Rumah Tangga,;
12. | UndangUndang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Undarg-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Unddndang No. 35 Tahun 201
13. .
Tentang Perlindungan Anak
14 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tat
| Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
15 Peraturan Pemerintah No. 83 Tah2®08 Tentang Persyaratan Dan Tata C
"| Pemberian Bantuan Hukum Secara G@uma;
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mek
16. | Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perd
Orang;
17 Peraturan Pemerintah N@ Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga
"| Indonesia Di Luar Negeri;
18 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaks
" | Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun;
19 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Rerggdraan
| Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
20 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendam
"| Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Porno
21 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 TentdPgrlindungan Dal
"| Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial
22 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Penmn
| Bantuan Hukum
Permenkumham No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan N
23 Hukum Dan Hak Asasi Manusia N@. Tahun 2015 Tentang Peratur
| Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat O
Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
24 Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan AK
"| Lembag@antuan Hkum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
o5, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pen

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
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BAB II
HASIL EVALUASI UNDANBANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undamdgang Dasar Republik
Indonesiarahun 1945 bahwa bantuan hukum diberikan kepada fakir miskin yang
merupakan tanggung jawab negara untuk memperoleh persamaan dihadapan
hukum serta hak untuk dibela advoRaRalam sd kedua dan sila kelima,
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses
keadilan serta dijamin kesetaraan dihadapan hukum sehingga mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukDalam pasal 3 ayat
(1) UndangJndangDasar Republik Indonesia yang mengatur mengenai status
Indonesia merupakan negara hukum sehingga meskipun bantuan hukum tidak
diatur secara eksplisit dalam Unddogdang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, negara wajib untuk memenuhi hak atas akses lkeadatas
masyarakatnya. Oleh karenanya setiap warga negara wajib untuk dibela,
diberlakukan sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh keadilan.

Pada dasarnya Bantuan Hukum di Indonesia telah berkembang sejak abad
ke-20, pada masa pemerintahan HinBelanda, melalui pendirian sekolah tinggi
hukum pada 1924&Rechtshoogeschoalauh sebelum adanya UU Bankum dan
diamanatkan UUD 1945, amanat untuk memberikan bantuan hukum sudah
G§SNOFylddzy RFEFY tFalf wmmd |Lw YSy3ri
membeil nasihat dan bantuan kepada pengugat atau wakilnya dalam hal
mengajukan tuntutad.Meskipun ini bukan bantuan hukum dari advokat tetapi
esensinya adalah memberikan bantuan hukum di pengadilan. Setelah itu
tercantum juga dalam terdapat Peraturan Mentef#&dman No. 1 Tahun 1965
tentang Pokrol. Berdasarkan Pasal 1, Pokrol berkewajiban menegakkan hukum

8 Frans Hendra Winat&8antuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Rekiksan, cet. 1.,
(Jakarta: Elex Media Komputindo), him. vii.

7 Redaksi Sinar Grafik&JUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara
Lengkap (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him. 3.

8 Pasal 250 HIR mengatur juga tentang adanya pemberian bantuan hukum bagi seseorang yang
didakwa dengan pasal yang ancamakumannya adalah hukuman mati. Ketua Pengadilan dalam
ketetapnya dapat menunjuk seorang ahli hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan,
dalam MaPPI FH Ul dan Yayasan HfABono: Prinsip dan Praktik di Indonedepok: Badan
Penerbit Fakultas Hum¢ Universitas Indonesia, 2019), him.19
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dengan jalan memberi nasihat, mewakili, danatau membantu seseorang,
sesuatu badan, atau sesuatu pihak di luar maupun di dalam pengadilan.
Sedangkan syaratt NI G LJ21 NPt GSNESO6dzi RAL (0 dzNJ
melaksanakan pekerjaan, Pokrol harus memenuhi sysmiat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia; 2. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan
Negeri tentang hukum acara perdata, hukumaracpidana, pokcegokok
perdata, dan hukum pidana; 3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum
mencapai umur 60 tahun; 4. Bukan pegawai negeri atau yang disamakan dengan
pegawai negeri. Pokrol tidak hanya harus memenuhi syarat tersebut tetapi untuk
melakukarpekerjaan pokrol di dalam suatu pengadilan diperlukan pendaftaran
pada Kepaniteraan Pengadilan. Panitera pengadilan kemudian akan memberi
surat pendaftaran pokrol kepada pokrol yang telah didaftar dan mencatatnya
dalam buku catat pokrol. Surat pendaftapakrol tersebut memberi hak untuk
memberi bantuan hukum dalam daerah wewenang pengadilan tempat
pendaftaran.

Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami
secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam
batas konvasional semcam bantuan hukum dimana pemberi bantuan hukum
dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum
tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan
hukum yang disediakan kepada masyarakat tangda pdanya verifikasi terkait
dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu. Dalam
kenyataannya-courtsisten? dapat menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum
dapat diberikan dalam bentuk dan mekanisme yang berbeda dimasa yang akan
datang. Maka model bantuan hukum yang berkembang seiring perkembangan
jaman menjadi tuntutan atas pendefinisian kembali konsep baiuieum yang
ada sekarang ini.

Politik hukum pembentukan undagdang Bantuan Hukum pada dasarnya
merupakan bentuleffirmative actiordari pemerintah untuk dapat memberikan
layanan atas akses ke keadilaocgss to justigeyang lebih luas pada seluruh
laporan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Unoat@ng Dasar
1945, maka akses pada keadilan adalah prinsip dasar dari negara hukum.
Dengan tidak adanya akses terhadap keadilan, maka dikhawatirkan warga

° Dory Realinglechnology for Justidéeiden: Leiden University Press, 2009), him. 47
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masyarakat baik orang perorangan maupun kelmmptidak dapat
memperdengakan suaranya, menggunakan haknya, dalam menentang
kesewenangvenangan, diskriminasi atau meminta pertanggungjawaban
pembuat keputusan. Norma ini selaras dengé&hPrinciples and Guidelines on
Access to Legal Aid in Criminal dasiiystems 20k#imana:
Delivery of justice should be impartial and-d@@criminatory. The
independence of the judicial system, together with its impartiality
and integrity, as an essential prerequisite for upholding the rule of
law and ensuring that ther is no discrimination in the
administration of justice!® (Penyampaian akses ke keadilan harus
tidak memihak dan tidak diskriminatif. Kemandirian sistem
peradilan, bersama dengan ketidakberpihakan dan integritasnya,
sebagai prasyarat penting untuk mendgak supremasi hukum
dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam
penyelenggaraan peradildh)

Konsep pengaturan dan gagasan bantuan hukum sebelum adanya Undang
Undang Nomor @ Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur dalam
beberapa peraturan, namu dirasa masih belum dapat menjamin tujuan
sebagaimana disebutkan diatas, yaitu:

1. UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang
dijamin atas akses terhadap keadilan sehingga mendapatkaaluan.
Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adli terhadap hak
mereka. Dalam Pasal 28 H ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapaapaan dan
keadilan. Kemudian dalam Pasal 28 | ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa
negara merupakan penanggungjawab serta penjamin atas terlaksananya
hak setiap orang atas kemudahan serta perlakuan khusus terhadap
kemudahan akses untuk memperoleh keadilan;

10pasal 13N Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice2®jgtems
terjemahan bebas dari penulis.
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2. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Unddinglang Hukum
Acara Pidana)
Pasal 54 memberikan dasar yuridis perlunya dibentuk Urdadgng
tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum selain merupakan hak asasi
dari korban juga hak asasi tersangka mauggudakwa. Pasal 55 juga
memberikan dasar pengakuan hak seseorang (Tersangka atau Terdakwa)
untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Pada kondisi khusus seperti
dalam hal Terasangka atau Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidanatimtau ancaman pidana lima belas tahun
atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan
dalam proses peraldn wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
Setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuanya dengan
CumaCuma (Pasal 56 KUHABgIlain itu, dalam penjelasan Pasal 56
KUHAP dinyatakan bahwa bagi tersangka yang ancaman masa pidananya
lebih dar lima tahun tetapi kurang dari lima belas tahun, maka akan
ditunjuk penasihat hukum untuk melakukan pembelaan dengan
penunjukan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan
tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat tersangka dilakukan
penahanan, terkeali pelanggarajpelanggaran tindak pidana yang
bertentangan dengan Pasal 282 ayat (3),Pasal 296, Pasal 335 ayat (1),
Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a
Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dadaHsisalb
Undangundang Hukum Pidana, tindakan pelanggaran Bea dan Cukai,
serta tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (4)
KUHAP.

3. Kitab UndangJndang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Dalam Pasal 1792, Pasal 1793, Pasal 1794 menegaskanpsaterima
kuasa dapat diberikan secara cumana. Oleh karenanya, bantuan
hukum selain dapat diberikan kepada masyarakat yang berkecukupan
juga dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu;
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4. UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 5 Undatindang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia juga memuat ketentuan yang menegaskan bantuan hukum
sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 Ubdaagg Nomor
39 Tahun 1999 menegaskan tiga poin mengenai pengakuan tetteadap
atas keadilan dalam konteks pemberian bantuan hukum, terdiri dari:

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut
dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan
martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2)aBetrang berhak
mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang
obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok
masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 18 memberikan penjelsan bahwa bantuakuimudibutuhkan
dalam setiap tahap acara pidalta;

5. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia
Ketentuan Pasal 34 memberikan pernyataan bahwa setiap orang yang
berada dalam proses pera bebas dari segala bentuk ancaman,
gangguan, terror, dan kekerasan. Oleh karenanya meskipun muatan
dalam pasal tersebut tidak langsung berkaitan dengan bantuan hukum,
tetapi menjadi dasar filosofis terbentuknya Undéhglang tentang
Bantuan Hukum;

6. Undarg-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa advokat memiliki
kewajiban pemberian bantuan hukum secara cumn@a kepada
masyarakat yang tidak mampu. Namun, tata cara yang diatur kurang jelas
dan tidak dinyatkan sebagai tujuan utama terbentuknya Undang
Undang tentang Advokat. Kemudian, dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2)

RgX{SOGAFILI 2N y3a &ly3a RAGIYI|TFIHLE RAGEKEYIS REY |
pidana berhak dianggatidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu
sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundamgdangan. Setiap orang yang diperiksa berhak
mendapakan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah
YSYLISNRE SK {S1dzt Gy Kdzl dzy GSGF LIXE D
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bentuk bantuan hukum hanya dibatasi dalam ruang lingkup dunia
pendidikan dan penelitian hukum bagi advokat asing. Selain itu, dalam
pasal 18 Ayta(l) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditegaskan
bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memperlakukan kliennya
secara setara, terlepas dari salah satunya latar belakang sosial dan
budaya dari klien tersebut. Ketentuan Pasal 34 memberikan pernyataan
bahwasetiap orang yang berada dalam proses perkara bebas dari segala
bentuk ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan. Oleh karenanya
meskipun muatan dalam pasal tersebut tidak langsung berkaitan dengan
bantuan hukum, tetapi menjadi dasar filosofis terbentukbymang
Undang tentang Bantuan Hukum.

. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
Ketentuan dalam Pasal 56 dan 57 menyatakan bahwa bantuan hukum
merupakan hak setiap orang yang berada dalam proses suatu perkara.
Dengandemikian, dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat mampu
maupun tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang tidak
dapat deikenakan tarif jasa tertentu walaupun terdapat bentuk
kesepakatan antara si pemberi bantuan hukum dengan penerima
bantuan hukum;

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/FUR004 tentang
Pengujian Undangndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat
Terhadap Undanndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan bantuan
hukum dalam Psal 31 Undang/ndang tentang Advokat dapat
menimbulkan interpretasi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang berakibat
pada sempit bahkan tertutupnya akses terhadap keadilan. padahal, akses
keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena hukum harus
trasnparan dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat;

. UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
tralf wmn Kdz2NHzZF R GY2NbBlEy o6SNKI]
pekerja seial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
dzy RFy 3t yeéT
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10.UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tanty Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
51fFY tlalf op YSyel 41 { peyyidikan;, K & I
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau
korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya
8ry3a RAOdzOdzK I YET
11.UndangUndang No. 13 Tahun 1998 tentang Kageraan Lanjut Usia
Pasal 5ayat (2) huruffményi I { 'y o Kgl a{ Sol 3l A
penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial yang meliputi kemudahan dalam layanan dan
ol yldzy Kdzl dzYé T
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Huelas
memuat afirnasi sebagaimana ditunjukkamaldm Pasal :5penerima bantuan
hukum merupakan orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan,
sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak
dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Kenmjdlalam Pasal 12 disebutkan
hak penerima bantuan hukum berupa bantuan hingga permasalahan hukum
selesai atau berkekuatan hukum tetap serta mendapatkan informasi dan
dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukummDaam bab
Penjelasan UndarAdndang tatang Bantuan Hukum dinyatakamila bahwa
pemberian bantuan hukum belum mencakup banyak kelompok renta sehingga
kesulitan untuk mengakses keadilan karena faktor ekonomi menjadi
penghambat untuk mewujudkan hakk konstitusional mereka.
Sesudaldisahkanny&U Bantuan Hukupmuncul pula berbagai ketentuan
yang memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan bantuan hukum
khususnya kepada masyarakat tertentu.
1. UndangUndang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran
Pasal 6 (1) huruf g menyatgka 6 F Kgl GaSGALF LI /| f 2
Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: memperoleh
pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat
merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di Indonesiaad di negara tujuan penempatan.
t I atl f HM OMO KdzNHzZF  F at SNI Ay Rd:
pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum
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berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Perwakilan Republik Indonesia serta pekwlaly” ¢ ©®

2. UndangUndang 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Urdang
Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 64 menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang
berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberian bantuan
hukum dan bantan lain secara efektif;

3. UndangUndang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
tlralrf ud at SYSNAYyGFEK RFEYy tSYSNAY
bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap
pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum daleain
keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangdzy Rl y 3l yé T

5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan
Perma No. 1/2014 merupakan perubahan &EMA 10/2010. Layanan
hukum bagi masyarakat tidak mampu cakupannya terdiri dari:

a. Layanan pembebasan biaya perkara
b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan
c. Penyediaan posbakum pengadilan

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Unddndang No. 16Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

UU Bankum secara ideal memiliki peran sebagai regulasi yang memayungi

seluruh ketentuan regulasi yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat miskin. Regutagjulasi yang memiliki peran sebagai regulasi
turunan dari Undangyndang Nomor 16 Tahun 2011 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakata; serta

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
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Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 63 Tahun 2016

4. PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Bantuan Hukum.
Peraturan turunan ini memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis dari
pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sesuai dengan
ketentuandari UndangJndang Nomor 16 Tahun 2011.

Berbagai Peraturan turunan ini memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis dari
pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sesuai dengan
ketentuan dari Undangyndang Nomor 16 Tahun 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM
memiliki peran strategis dalam pelaksanaan UU Bankum, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 6 jo Pasal 7 dimana Menteri Hukum dan HAM c.q. BPHN
diberi mandat sebagai penyelenggara bantuan hukwenurut UU Bankum ini.
Secara terinci penyelenggara bantuan hukum memiliki tugas meliputi: a.
menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; b.
menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarka@asasas
pemberian Bantuan Hukum;mmenyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d.
mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan
Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun
anggarant? Untuk melaksanakan tugasgas ini Menteri Hukum dan HAM
mempunyai wewenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan
bantuan hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan
tujuan yang ditetapkan dalam Undadgdang ini sertanelakukan verifikasi dan
akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Lebih lanjut untuk melaksanakan UU Bankum, pendanaan atau anggaran
menjadi titik sentral pelaksanadantuan hukum. Pemerintah setiap tahunnya
mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin yang dibebankan
kepada APBM.Setiap tahun anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk

3 Lihat Pasal 6 ayat (3) UU Bankum Tahun 2011
1 Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Bankum Tahun 2011
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bantuan hukumcenderung meningkat, seperti pada tahun 2017 totajuypa
anggaran bantuan hukum sebesar Rp. 41.145.310.00iGai pagu anggaran ini
meningkat pada tahun 2019 berjumlah Rp. 51.100.000.0f4n kembali
meningkat untuk tahun 202@imanaPemerintah menganggarkan dana sebesar
Rp. 53.679.000 untuk disalurkan dpada organisasi bantuan hukum
terakreditasi untuk membantu warga miskin penerima bantuan hukum.
Peningkatan anggaran imyatanya masih belum dapat secara proporsional
mengcoverriil biaya di lapangan, terlebih dengan luasnya wilayah geografis
IndonesiaHal ini yang dialami oleh beberapa OBH sepertiimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBEBH Jakarta, maupun LBH Apik yang
menyatakan bahwa dana yang disediakabaehim sesuai dengan kebutuhan riil
di lapangart?

Namun demikian dalam kurun waktu 9 tahun sejak diundangkannya UU
Bankum, telah banyak capaian program yang dilaksanakan oleh BPHN untuk
melaksanakan penyelenggaran bantuan hukum yang lebindaiam rangka
untuk mempermudahaccess tgusticebagi masyarakat miskin

PENERIMA BANTUAN HUKUM LITIGASI
TAHUN 2016 5.0. TAHUN 2019

BANTUAN HUKUM NON LITIGAS!I
TAHUN 2016 5.D. TAHUN 2019

Gambar PenerimaéBantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dari Tahun 22019

15 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaizantuanhukumbelum
sesuakebutuhanriil/ diakses tanggal 11 Desember 2020
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Tahun 2015 untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum serta
penyaluran dana bantuan hukum agar lebih transparan dan akuntabel serta
menjawab tuntutare-government BPHN membuat Sistem Informasi Database
Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang dapat diakses eattaeaintuk pencairan
dana, pengawasadan pelaporanbantuan hukum. Aplikasi ini kemudian
mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi pelayanan publik dari Kementerian
PANRB di tahun 2017 dan 2018.

Inovasi lainnya terkaWferifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum,
BPHN telah memiliki sebuah program untuk membantu dan memudahkan
proses verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum yang bernama aplikasi
VERSI pada Sistem Informasi Database Bantuan Hukum atau dikenal dengan SID
Bankumt® Sistem online melalui SID Bankumini berupaya untuk
menyederhanakan birokrasidlak hanya dalam proses verifikasi dan akreditasi
tetapi jugamempermudah proses reimbursememienjamin transparansi dan
profesionalisme pelaksanabantuan hukumOrganisasi bantuan hukum dapat
mengakseswebsite ini untuk mendaftarkan organisasi bantuan hukum nya
sebagai calon pemberi bantuan hukum pada saat pendaftaran telah diaata.
ini telah terdapat 4.300 Advokat dan 3.957 Paralegal yang tergabung dalam 524
Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi. Jumlah Penerima Bantuan Hukum
sampai dengan triwulan Il terdiri atas Bantuan Hukum litigasi sebanyak 9.577
Orang dan 2.660 Kegiatan Nonlitigas

Dalam halamawebsiteini juga dapat melihat berbagai macam info penting,
seperti jumlah penerima Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Liti&dgupun
dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukwyrarg dilaksanakan pada tanggal 11
13 September 2019 di Bdlkatakan bahwa SID Bankum belum dapat melakukan
penilaian secara kualitatif terhadap pemberian bantuan hukum pada masyarakat
miskin, namun paling tidak dengan adanya aplikasi ini sudah memudidrkan
menghemat biaya dan waktu dalam hal proses verifikasi dan akrebédsbih
aplikasiVERASI ini telah masdélam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun
2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, mengikuti jejak
SIDBANKUM

16 Dapat di akses di https://sidbankum.bphn.go.id/
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Program terobosan lainya yang cukup progresif adalah adanya portal
konsultasi hukum padaebsiteLegal Smart Chanel (LSC) yang diprakarsai juga
oleh BPHN? Dalam portal konsultasi ini seseorang yang memiliki permasalahan
hukum dapat berkonsultasi mengenasalah nya pada portal ini, yang nantinya
akan dijawab oleh para penyuluh hukum di BPHN yang berkompeten di bidang
nya.

Lebih lanjut, pda tahun 2020 irdua rancangan peraturan Menteri Hukum
dan HAM sebagai amanat UU Bankum ditargetkan dapat selekai, ya
Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Permenkumham
tentang Perubahan Permenkumham tentang Paraletghm Pemberian
Bantuan HukumSaat ini kedua rancangan peraturan terseblah selesai tahap
harmonisasidan selanjutnyaditargetkan dapat diundangkaoleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manugé&a akhir tahun ini.

Selain itu juga, Kementerian Hukum dan HAM telah menibeistorandum
of UnderstandindMoU) terkait program Bantuan Hukum ini. MoU ini sendiri
terbagi kedalam dudal yaitu, MoU antara Menteri Hukum dan HAM dengan
Kementerian/Lembaga, dan Perjanjian Kerjasama antara BPHN dengan
Kementerian/Lembaga terkait, seperti:

1. Mahkamah  Agung (NOMOR: PHN.HN.G363 NOMOR:
325/DJU/HK.00/2/2016; NOMOR: 0550/DJA/HK.00/02/20181 DR
192/DIMT/B/HK/2/2016)

Perjanjian Kerjasama ini disusun antara Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) dengan Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan
Peradilan Agama, dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN
Mahkamah Agung. Perjanjian Kerjaaami disusun dengan maksud
sebagai dasar bagi para pihak dalam berkoordinasi untuk menyusun
kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang
miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Serta memfasilitasi
pemberian bantuan hukum kepada orangskin atau kelompok orang
miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan melakukan
sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat serta instansi vertikal
masingmasing. Tidak terdapat daluwarsa terhadap Perjanjian Kerjasama
ini.

17 Dapat di akses pada https://Isc.bphn.go.id/
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2. Kejaksaan Republilndonesia (NOMOR: M.HH.HM.05.02 TAHUN
2016; NOMOR: KER1/A/JA/01/2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan
Jaksa Agung RI. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar
dalam berkoordinasi untuk menyusun kehldjakdan implementasi
pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang
miskin yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan para pihak dapat
memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin pada
tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukuentas eksekusi atau
hingga perkara hukum tetap.
Disamping itu kedua belah pihak juga melakukan penerangan dan
penyuluhan hukum tentang sosialisasi bantuan hukum kepada orang
miskin atau kelompok orang miskin. Tidak terdapat jangka waktu
daluwarsa terkait ota kesepakatan ini.
Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh Perjanjian Kerjasama antara Kepala
BPHN dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Bidang
Inteljen (NOMOR: PHN.HN.03IE NOMOR: B04/E/Ejp/02/2016;
NOMOR: Bl45/F/Fjp/02/2016; NOMOR:Z87/D/Ds/02/2016).

3. Kementerian Dalam Negeri (NOMOR: M4HHM.05.02 TAHUN 2016;
NOMOR: 180/285/SJ TAHUN 2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM dengan
Menteri Dalan Negeri. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk
Menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan, dan pembinaan
desa sadar hukum. Memberikan akses pemberian bantuan hukum
kepada masyarakat miskin serta meningkatkan komitmen pada para
pihak dalam mewjudkan masyarakat sadar hukum. Dijelaskan juga
dalam nota kesepakatan ini juga dalam rangka memaksimalkan peran
penyuluh hukum dan paralegal. Jangka waktu dari nota kesepakatan ini
adalah 3 (tiga) tahun.

4. Kementerian Desa (NOMOR: M-684HM.05.02 TAHUN 26 INOMOR:
01/M-DPDTT/KB/I/2016 TAHUN 2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM dengan
Menteri Desa. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar
dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi
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pembentukan dan pabinaan keluarga sadar hukum demi terwujudnya
desa sadar hukum dan akses pemberian bantuan hukum kepada orang
miskin atau kelompok orang miskin di desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, dan
mewujudkan desa sad hukum. Dalam nota kesepakatan ini juga di
amanatkan untuk memaksimalkan peran penyuluh hukum dan paralegal.
Tidak terdapat daluwarsa terhadap Nota Kesepakatan ini.
Hal ini kemudian ditindaklanuti dengan Perjanjian Kerjasama antara
Kepala BPHN dengan jBir Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Kepala Balitbang Pendidikan, Pelatihan dan
Informasi Kementerian Desa (NOMOR: PHN.HN:Q3;0NOMOR:
0675/DPPMD/11/2016; NOMOR: PK.01/BALILATFO/2/2016).

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia (NOMORHBBHHM.05.02
TAHUN 2016; NOMOR: B/7/1/2016 TAHUN 2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maksud dari nota
kesepakatan ini adalah untuk memberikan akses bantuan hukum
terhadap @ang miskin, dan memberikan sosialisasi (penyuluhan)
tentang akses bantuan hukum serta peraturan terkait. Nota Kesepakatan
ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

6. Perhimpunan Advokat Indonegj®?ERADI (NOMOR: PHN.HN.G31Q3
NOMOR: 413/DPN/PERADI/X/17)
Perjanian Kerjasama ini disusun antara Kepala BPHN dengan Ketua DPN
PERADI. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan kerjasama
memfasilitasi pemberian bantuan hukum untuk Penerima Bantuan
Hukum dan melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Bantuan Hukum
yang bertatus advokat serta melakukan sosialisasi program bantuan
hukum kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan aparatur penegak
hukum. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun.

Disamping berbagai capaian yang telalralkan sebelumnyadari hasil
analisis dan evaluasi ditemukan beberapa permasalahan galaksanan UU
Bankumbaik secara normatif maupun empjnskni:
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A.1l. Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam undawgpdang ini memiliki definisi sebagai jasa
hukum yang diberikaoleh pemberi bantuan hukum secara cutwema kepada
penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum dalam ketentuan undang
undang ini adalah orang atau kelompok orang miSk#edangkan Pemberi
Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemayarakatan yang memberi layanan bantuan hukianerima bantuan
hukum dan pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam ketentuan umum dalam
b . byldz2y 1dzldzyz aSREy3Al+FYy a2l al  Kdz
dalam ketentuan umum UU Bantuan Hukum. Haalgian batang tubuh dalam
h D bhylddzZly 1 dzl dzY 2dz3k GARI RA G SYdz
K dz]| dxVatadpun dalam UU Advokat memberikan definisi terkait jasa hukum
akan tetapi masih menimbulkan kegamangan dalam penerapannya. Secara
normatif pengertian tau definisi Bantuan Hukum terdapaddlamdua undang
undang, yaitu Undangndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang
Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IPerbandingan &finisi Bantuan Hukum

UU Advokat UU Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 2 Pasal 1 angka 1

Jasa Hukumadalah jasal Bantuan Hukunadalahjasa hukumyang diberikan ole
yang diberikan Advok{ Pemberi Bantuan Hukum secara cutoaa kepada
berupa memberikal Penerima Bantuan Hukum.
konsultasi hukumbantuan
hukum menjalankan kuas| Pasal 4
mewakili, = mendamping 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Barn
membela, dan melakukg Hukum yang menghadapi masalah hukum.
tindakan hukum lain unty 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ay
kepentingan hukum klien meliputi masalah hukum keperdataan, pidana,
tata usaha negara baik litigashapun nonlitigasi.
Pasal 1 angka 9 3. Bantuan Hukunsebagaimana dimaksud pada ayat
Bantuan Hukum adalah jaf  meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mew.
hukumyang diberikan olel membela, dan/atau melakukan tindakan hukum
Advokat secara curmaumal  untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Huk
kepada Klien yang tid
mampu.

8 pasal 1 angkalU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum
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Terlihat dari tabel perbandingan tersebut, apabila merujuk kepada UU
'R@211FG YFE{1lF YSYlFy3 G4SN} Saly olFKgl a
RFENR LISYoBoghtzye awl B RAfLF{dzlty 2fSK
Bantuan Hukum) kepada Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini klien atau
masyarakat tidak mampu. Namun sebaliknya, dalam ketentuan umum Pasal 1
UU Bankum, tidak terdapat definisi yuridis terkait jasa hukehih jauh, apabila
melihat dari formulasi Pasal 4 ayat (3) UU Bankum, dapat dikatakan pasal
tersebut memiliki formulasi yang mirip dengan Pasal 1 angka 2 UU Advokat.
Menjadi pertanyaan, apakah hal ini dapat juga dikatakan sebagai pengertian jasa
hukumdd Y | | by ldzyz aSREy3I{lFy tFalft n
wdzk Y3 [Ay3]dzLdd odzl 'y LI REF  &. | aefibisiY S S
yuridis dalam peraturan perundaugdangan itu.

Batasan ruang lingkumsa hukum menjadi penting dikarenakan dala
definisi bantuan hukum, jasa hukum dihubungkan dengan kata-cuma,
sehingga menjadi acuan bagi penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan
hukum dan penerima bantuan hukuAkibat definisi yang tidak jelas batasannya
maka dalanpraktik terdapat bebepa pemberi bantuan hukuyang kemudian
menafsirkarsendiribahwasanya yang bersifat cioiama hanya terbatas pada
jasa yang diberikan, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional seperti
biaya perkara, perbanyak dokumen, penggunaan ahli, penerjelratairlain
tidak termasuk jasa hukum sehingga tidak dapat dikategorikan secara cuma
cuma dan dapat dimintakan kepada pihak yang membutuhkan atau
berkepentingan dalam hal ini penerima bantuan hukum. Penafsiran ini didukung
dengan komponen anggaran yangediiakan oleh negara sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor N0ZJHHN.03.03 Tahun
2017 khususnya dalam kegiatan bantuan hukum litigasi yang hanya
menyebutkan besaran biaya litigasi sebesar Rp. 8.000.000 per kasus tanpa ada
kejeasan komponen anggaran apakah hanya untuk pergantian jasa hukum,
operasional maupun institusional.

Sementara disisi lainny@eberapa penerima bantuan hukum dapat juga
YSYIF FAAN] Y oF Kgl akOOEv éd DFSEANER ARFdz|idzY] SG
hanya jasanya semata namun seluruh tindakan dan pengeluaran yang dilakukan
oleh pemberi bantuan hukum termasuk dengan biaya operasionaitsbjaya
perkara, perbanyak dokumen, legalisir, ahli, penerjenddn sebagainya
Beberapa penerima bantuan hukum beranggapan dan berharap mereka tidak
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mengeluarkan biaya apapun ketika permasalahan hukumnya mendapatkan
bantuan hukum dari pemberi bantuankum.

t SNOBSRIFY LISNBRLS{TGAT RFEEFY YSylFFTaaN
RSy 3l y -Odadz¢l 6SNLI2GSyaAa Y Sy Apéidedaial | y
bantuan hukum keberatan ketiklemberibantuan hukum meminta sejumlah
dana kepada penerima bantuan hukum unkepentingan pembayaran biaya
perkara, penggunaan ahli, penerjemah, perbanyak/alan pengesahan
dokumen. Kanflik ini akan lebih diperparah ketika penerima bantuan hukum
menggunakan ketentuan Pasal 21 UU Bantuan Hukum untuk meminta
penghukuman kepada pdrari bantuan hukurkarenamenerima atau meminta
pembayaran yang terkait dengan perka¥dalaupun Permenkumham Nomor
63 Tahun 2016 mengatur secara rinci tata cara pemberian bantuan hukum dan
penyaluran dana bantuan hukum yang didalamnya mengatur kegfedgéatan
yang masuk dalam kategori bantuan hukum, namun ada kebutuhan biaya
operasional yang ditanggung oleh OBH tidak termasuk dalam kategori tersebut.
Hal ini juga bemtensi penolakan permohonan bantuan hukum dapat juga
terjadi ketika pemberi bantuan hukn menyadari untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut memerlukan biaya diluar jasa hukum yang tidak cukup
sebagaimana diberikan oleh negara, mengingat pemberi bantuan hukum juga
harus memikirkan pengeluaran institusional yang tidak ditanggung dalam
anggaan yang diberikan negar@ontohnya ketika OBH harus mendampingi
warga miskin di daerah terpencil atau kepulauan, biaya transportasi yang tinggi
dapat menjadi pertimbangan OBH ketika akan memberikan jasa hukumnya.

Oleh karena itbatasanyang jelas terka i a2 al Kdz] dzYé RI f
Hukumdiperlukan agajugadapat menjadi panduan atau pedomterutama
terkait dengankomponen anggaran yang disediakan dan diberikan negara
kepada pemberi bantuan hukunTerdapat konsekuensi ketersediaan dan
metode pengelaran anggaran yang harus disediakan negara terkait
LISYRSTAYAAAL yApabila Inggara ifgdzimeéngartiean bahwa jasa
hukum secara curmeuma yang diberikan pemberi bantuan tidak hanya terbatas
pada jasanya semata namun juga seluruh kegiatan dan Ipenge terkait
pemberian bantuan hukum, maka negara harus menyediakan komponen
anggaran tambahan terkait operasional dan bila memungkinkan juga terkait
kebutuhan institusional pemberi bantuan hukum, sehingga penerima bantuan
hukum tidak perlu mengeluarkatiana untuk menyelesaikan permasalahan
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hukum yang dihadapi. Namun apabila negara belum dapat menanggung seluruh
biaya yang harus dikeluarkan pemberi bantuan hukum dalam menjalankan kerja
pemberian bantuan hukum atau negara kesulitan dalam menentukan kompone
dan metode pengeluaran, maka negara juga harus secara jelas memberikan
definisi jasa hukum currmuma yang diberikan pemberi bantuan hukum kepada
penerima bantuan hukum hanya terbatas pada jasanya semata dan tidak
termasukkebutuhan lain yang harus dikatlian oleh pemberi bantuan hukum
dalam melaksanakan pemberian bantuan hukQieh sebab itu perlu dilakukan
kajian secara komprehensif terkait anggaran ideal dalam pemberian bantuan
hukum termasuk perlunya menghitung biaya riil yang dibutuhkan berdasarkan
wilayah geografi¥

Selain itubatasanjasa hukum cumauma dalam ketentuan UU Bantuan
Hukum akardapatY Sy dzii dzLJ H N&i#¢ &RHo/dzYSYOSNR T Y
penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan
hukum.Dalam perkembangenya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami
secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam
batas konvensional semcam bantuan hukum di mana pemberi bantuan hukum
dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum
tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan
hukum yang disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait
dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu.

Demikian pula aplikasi yang memu@&A (pertanyaan dan jawaban)
mengenai subyek/topik tertentu dalam masalah hukum khususnya yang
sederhana dapat menjadi terobosan pemberian bantuan hukum khususnya
sebagai pertolongan pertama.Dalam kenyataannya&-court sistem dapat
menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk dan
mekanisme yang berbeda dimasa yang akan datang. Maka model bantuan

19 Terkait hal ini Konferensi Nasional Bantuan Hukum | yang dilaksanakan di Jakarta tahun 2019
memberikan beberapa rekomendasi terkait anggaran, yakni merevisi SK Menteri Hukum dan HAM
tentang besaran biaya litigasi daonlitigasi sehingga mengcover keseluruhan biaya yang diperlukan
dalam pemberian bantuan hukum. Sebaiknya anggaran dihitung per kasus sehingga penerimaan jasa
bantuan hukum dimungkinkan lebih dari satu kali bagi satu orang klien untuk kasus yang sama tetap
layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan riil. Lihat
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggatsemtuanhukumbelum
sesuakebutuhanriil?page=2 diakses tanggal 11 Desember 2020
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hukum yang berkembang seiring perkembangan jaman menjadi tuntutan atas
menetapkan batasan atas kopdgantuan hukundengan lebih luas dan jelas.

A.2. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum daladl) Bankummemang ditujukan pada
masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada
kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2Zngmamuskan
bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin. Ketentuan Pasal 5 Undémipng Nomor 16 Tahun
2011 hanya memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak yang
tidak mampu untuk meenuhi hakhak dasar berupa hak atas pangan, sandang,
layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau
perumahan, tanpa uraian teknis yang memberikan petunjuk dan batasan secara
lebih rinci mengenai bagaimana pengukuran indikator pPadal 5 dilakukan.

Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan
parameter miskin disandarkan padekb dari pernyataan miskin bagi pihak
penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan
oleh kelurahan/desa. Hal ini ditengarai akan berpotensi menimbulkan kerancuan
terkait penetapan definisi dari golongan miskin tersebut, bghlesnya batasan
parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam Undamgdang Nomor 16
Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin
yangm disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan
berpotensi untuk menimidkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan
hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan
penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Hasil analisis kajian memberikan kualifikasi miskin dalam beberapa
pengertian yaitu:

1. SetiapOrang yang Berada dalam Proses Perkara;

2. Masyarakat Mampu; dan

3. Masyarakat Kurang mampu.
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Definisi ini tentunya tidak hanya berdasarkan pemahaman makna atau
gramatikal. Adapun definisi Masyarakat Kurang Mampu mencakup orang atau
kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan, sandang, papan, layanan
kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, stk dapat melakukan suatu
kegiatan usaha. Terkait dengan kriteria kurang mampu atau miskin, maka perlu
kiranya suatu penjelasan terkait dengan hal ini. Merujuk kepada perkembangan
beberapa undangndang seperti Rancangan Undardgndang tentang
MasyarakatAdat, UndandgJndang tentang Kelompok Disabilitas dan Undang
Undang perlindungan Anak serta Undahglang tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta perkembangan atas perkara pidana yang
ada, maka kelompekelompok ini (perempuan, anak atau iyamkat suku
terpencil) dapatkah dikatagorikan sebagai mereka yang dapat masuk kedalam
kriteria masyarakat kurang mamp@2berapa hal tersebut dapat dijelaskan
pada takel berikut ini:

Tabel 2Perbandingan Penerima Bantuan Hukum dalam beberapa Peraturan

PeundangUndangan
No. Judul Peraturan Pengaturan
1. |UU No. 8/1981 Pasal 56
tentangKUHAP Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka

didakwa melakukan tindak pidana yang diandg
dengan pidana mati atau ancaman pidana lima b
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mar
yang diancam dengan pidana lima tahun atau l¢
yang tidak mmpunyai penasihat hukum sendi
pejabat yang bersangkutapada semua tingka
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menuj
penasehat hukum bagi mereka

2. | UU No. 31/1997 Pasal 215

tentang Peradilar] (1) Untuk kepentingan pembelaan perkaran
Militer Tersagka atau Terdakwaberhak mendapal
bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan

20 Merujuk pada ketentuan Pasal 56 KUHAP, barttuknm juga wajib diberikan kepada Tersangka

atau Terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.
Pada prakteknya penyidik, penutut umum dan hakim sebelum dilakukannya proses pemeriksaan
akan menunjuk penasehat hukwntuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa bila mereka belum
memiliki penasehat hukum, ancaman hukuman yang tinggi menjadi faktor seseorang untuk wajib
didampingi penasehat hukum selain faktor ketidakmampuan. Pada prakteknya organisasi bantuan
hukum yanglitunjuk untuk melakukan pendampingan dapat menggunakan surat penunjukan dari
Penyidik, penutut umum dan hakim untuk menggantikan surat keterangan tidak mampu.
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No. Judul Peraturan Pengaturan
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
(1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yg
ada di lingkungan Angkatan Bersenjata.

3. | UU No. 13/1998 (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kej
tentang lanjut usia diberikan hak untuk meningkatk
Kesejahteraan Lanjy kesejahteraan sosial yang meliputi:

Usia a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dgelatihan;
e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sara
dan prasarana umum.
f.  kemudahan dalam layanan dan bantuan hukt
g. perlindungan sosial,
h.  bantuan sosial.

4. | UU No. 39/1999 Pasal 18 ayat (4)

tentang HAM Setiap orang yang diperiksa berhak mendapai
bantuan hukurnrsejak saat penyidikan sampai adar
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekug
hukum tetap.

5. | UU No. 18/2003 Pasal 22 ayat (1)
tentang Advokat Advokat wajib memberikan bantuan hukum sec

cumacuma kepada pencari keadilan yang tid
mampu.

6. | UU No. 23/2004 Pasal 10 huruf c
tentang PKDRT Korban berhak mendapatkan pendampingan ¢

pekerja sosial dan bantuan hukyrada setiap tingka
proses pemeriksaan sesuai dengan ketent
peraturan perundangindargan

7. | UU No. 48/2009 Pasal 56 ayat (1)
tentang Kekuasaal (1) Setiap orang yang tersangkut perkara ber
Kehakiman memperoleh bantuan hukum

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi per
keadilan yang tidak mampu.

8. | UU No. 49/2009 Pasal 68B
tentang Peradilar] (1) Setiap orang yang tersangkut perkara ber
Umum memperoleh bantuan hukum

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi per
keadilan yang tidak mampu.

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimal
pada ayat (1) harus melampirkan surat kateyan
tidak mampu dari kelurahan tempat domisili y4q
bersangkutan.
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No. Judul Peraturan Pengaturan
9. | UU No. 11/2012 Pasal 23
tentang SPPA Dalam setiap tingkat pemeriksaarAnak wajib
diberikan bantuan hukumdan didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda
undangan.
10.| UU No. 23/2002jo. | Setiap anakyang dirampas kebebasannyzerhak
UU No. 35/2014 untuk:
tentang Perlindungary 1. mendapatkan perlalan secara manusiawi dg
Anak penempatannyalipisahkan dari orang dewas
2. memperoleh bantuan hukum atau bantud
lainnya secaraefektif dalam setiap tahapal
upaya hukum yang berlaku; dan
3. 3. membela diri dan memperoleh keadilan
depan pengadilaanak yangbjektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutumtuk umum.
11.| UU No. 7/2016 Pasal 41
tentangPerlindungan| Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se
Dan Pemberdayaan | dengan kewenangannya berkewajibanelakukan
Nelayan, Pembudi fasilitasi dan memberikan bantuan hukukepada
Daya lkan, Dan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Gg
Petambak Garam termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya
yang melakukan pengolahan dan pemasaran
mengalami  permasalahan dalam menjalan
usahanya sesuai edgan ketentuan peratura
perundangundangan.
12.| UU No. 18/2017 Pasal 6 ayat (1) huruf g
tentang Perlindungan Bahwa salah satu hak pekerja migran adg
Pekerja Migran "memperoleh pelindungan dan bantuan hukaas
Indonesia tindakan yang dapat merendahkaharkat dan
martabat sesuai dengan ketentuan peratur
perundangundangan di Indonesia dan di nega
tujuan penempatan”.

Pertanyaan ini mengemuka sehubungan dengan dalam beberapa perkara
semisal istri atau anak yang diterlantarlsmnta dihambat aksesnya terhadap
rekening atau harta lainnyatau kasukasus suku pedalaman terkait dengan
penguasaan hutan atas hak ulayat misalnya. Mengenai-kasus ini dalam
sebagian kasus kelompok minoritas/rentan ini menjadi miskin secara sementa
Sehingga apabila tanpa bantuan hukum mereka tidak akan mampu
menyelesaikan masalah hukumnya tersebut. Maka menjadi suatu catatan atas
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pendefinisian kembali penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang Bantuan Hukum.

Selain itu kategori miskin atau tidak mampu untuk mengakses
pendampingan hukum atau advokat berbeda dengan kemampuan untuk makan.
Misal Konsultan Shietra yang mematok jasa kons&fasi.300.000(satu juta
tiga ratus ribu rupiahper jam danRp. 1.20@00; (satu juta dua ratus ribu
rupiahuntuk jam berikut ataupun untuk klien langganan. Sesi yang melebihi 1
jam akan tetap dihitung menjadi penggenapan kelipatan jam berik&tiBisa
dibayangkan mahalnya biaya pengurusan masalah hukum. Setiap konsultasi
perlu membayar dan belum biaya ke pengadilan tingkat I, banding, kasasi dan
eksekusi.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 16/2011, dinyatakan bahwa
untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus memenuhi sggeatt:

1. mengajukan permohonan terdis yang berisi sekurafkgrangnya
identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimohonkan bantuan hukum,

2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan

3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau
pejabatyang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam kenyataannya, pemohon bantuan hukum merupakan orang yang
mengalami peritiwva atau permasalahan hukum jauh dari tempat tinggalnya.
Dalam peristiwa pidana misalnya dimana TKP (tempat kejadiang)geuh dari
daerah dia berasal atau tempat tinggalnya atau bahkan peristiwa itu terjadi
diluar wilayah Negara Indonesia. Dalam hal demikian maka menjadi masalah
mengenai pemenuhan atas syarat dalam poin ¢ sebagaimana disebutkan diatas
dimana persyaratartersebut menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil
terpenuhi.Padahal dalam hal kasus ada di luar negeri dan korban adalah buruh
migran, UU PPMI memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan
bantuan hukum tetapi karena persyaratan teknis maka hakihb migran
tersebut terabaikan.

2! Lihat https://www.hukurshukum.com/p/1.html
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Walaupun dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 telah memberikan
perluasan dari SKPRsejumlah Peraturan Daerah pada akhirnya memberikan
persyaratan lainnygang sejalan dengan ketentuan tersebelagai jalan keluar
darimasalah inimisalnya:

Tabel3 Persyaratan Penerima Bantuan Hukum dalam beberapa Peraturan

Daerah
No Peraturan Pengaturan
1. | Pasal 15 Perd{ (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tig
Kabupaten memiliki surat keterangan miskitemohon Bantuar
Karanganyar No Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Keseh
5/2018 Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu B

Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti s
keterangan miskin.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum ti
memiliki persyaratan sebagaimammaksud padg
ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasg
Pemberi Bantuan Hukum membantu PemoH
Bantuan Hukum dalam memperoleh persyara
tersebut.

2. | Pasal 14 ayat (4) Per¢ Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak menm
Kota Tasikmalaya N{ Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan:

1/2018 tentang| (1) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
Penyelenggaraan (2) Kartu Beras Miskin;
Bantuan Hukum (3) Kartu Indonesia Pintar;

(4) Kartu Indonesia Sehat;

(5) Kartu Perlindungan Sosial; atau

(6) Dokumen lain sebagai peyanti Surat
Keterangan Miskin.

3. | Pasal 17 ayat (3) dg (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tig

(4) Perda Kotga memiliki surat keterangan miskin sebagaimd

Yogyakarta 3/2019 dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemoh@mtBan

tentang Hukum dapat melampirkan: a. kartu meny
Penyelenggaraan sejahtera; b. kartu indonesia pintar; c. kartu indone
Bantuan Hukum sehat; d. kartu perlindungan sosial; e. kartu Jami

kesehatan khusus; f. dokumen peserta prog

22 Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau ldokume
sebagai pengganti surat keterangan miskin.
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No

Peraturan Pengaturan

kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau g. dokurn
lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada
(3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dil
oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketa
oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:

a. kepala kepolisian atau penyidik yang
memeriksa dan menyidik perkara orang mis
pada tahap penyidikan;

b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut um
yang melakukan pemeriksaan dan/at
penuntutan terhadap orang miskin pada tah
penyidikan atau penuntutan;

c. kepala rumah tahanan negara, jika Pener|
Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;

d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Pene
Bantuan Hukum adalah narapidana mish
atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakimy.
memeriksa perkara orang miskin.

Alternatif surat keterangan miskin yang beragam di berbpgeaturan
daerah diatas, pada dasarnya menggambarkan upaya yang dilakukan dalam
menjawab berbagai permasalahan dilapangan. Sayangnya operasionalisasi atas
norma dalam undangndang yang tidak seragatisetiap daerah menimbulkan
standarpelaksanaan bantuan hukum yang juga tidak seragam di Indonesia.
Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengaturan Penerima Bantuan
Hukum di Indonesia meskipun telah diatur dalam Pa$td<hb, Pasab, Pasal
10 butir d dan ePasall2,Pasall3, Pasak0, danPasaR1 yakni:

1. UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak
memiliki visi jangka panjang akibat dari perkembangan hijkganhak
seseorang akan keadilan bisa dipenuhi melalui perubatkmnh dan
kebijakankarena hanya melimitasi area bantuan hukum pada lingkup
perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara;

2. Konflik antara pengaturan dan implementasi mengenai bantuan hukum.
Dalam pengaturan Undafdgndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, seluruh proses beracara dari tahap awal sampai
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putusan akhir dibiayai oleh negara, namun faktanya masih banyak biaya
yang dikeluarkan oleh penerima bantuan hukum dalam proses beracara;

3. Konflik antara aturan Bantuan Hukum dengan berperkara secateqr
Anggaran bantuan hukum diperuntukkan sebagai biaya kuasa hukum
tetapi kenyataannya anggaran tersebut ada pula yang digunakan untuk
membayar biaya perkara. Hal ini disebabkan tidak ada harmonisasi
dengan ketentuan pembebasan biaya perkara di MA ukdiskis yang
dibiayai dengan dana bantuan hukum.

4. Konflik antara aturan mengenai akses bantuan hukum. Dalam
penjelasannya Undardgndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum mengutip ICCPR yang menentukan adanya dua syarakat untuk
mendapatkan bantuamukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak
mampu secara nilai ekonomis. Sementara dalam berbagai rumusan pasal
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
membatasi hanya untuk kelompok miskin.

Dabm Catatan Akhir Tahun 2019 Komisi Nasionaérfguan (Komnas
Perempuan), di tahun 2018, terdapat peningkatan sebanyak 406.178 kasus
kekerasan pada perempuan dilaporkan, naik sekitar 14% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Dalam catatan akhir tahun tersebut, ranah yang paling
berisiko terjadinya kektasan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam ranah
personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT).
Sementara itu, catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menerima
4.885 aduan kasus terkait anak di tahun 2018. Jujuhalah tersebut di atas
belum termasuk kekerasan yang terjadi tanpa dilaporkan ke instansi terkait
maupun penegak hukufiBelum lagi dengan kelompok rentan lainnya seperti
disabilitas, lansia dan sebagainya.

Untuk mendorong tercapainya masyarakat yang dijamin hak
konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka
kiranya perlu mereformulasi kembali definisi penerlmaatuan hukum dalam

2*https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20P
erempuan%202019.pdf
2https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanj@fd 8kpaiterima-4885

kasus pelanggamnehak-anak
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UU Bankum ini. Kajian komprehensif terhadap kondisi atau fakta di lapangan
terkait dengan kelompok masyarakat tertentu yang masih belum dapat
mengakses bantuan hukumcgess to justidgerlu dilakukan untuk mendukung
revisi terhadapuang lingkup penerima bantuan hukum.

A.3. PemberBantuan Hukum

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3) UU Bankum, Pemberi Bantuan
Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undlrdangni. Lebih lanjut
mencakup advokat dan non advokat yang dapat memberikan bantuan hukum
melalui pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi ters&but.

Adapun syarat yang ditentukan dalam Undbimglang Bantuan Hukum

untuk dapat menjadi Pemberi Bantuankidm yaitu sebagai berikut:

1. Berbadan hukum. Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud
dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh
Menteri. Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada
dalam struktur lembaga pendidikan atau origasi yang sudah berstatus
badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud
sudah berstatus sebagai badan hukum. Akta pendirian OBH;

2. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Status kepemilikan dan
sarana prasarana kantor dan foto kansecara keseluruhan luar dan
dalam;

3. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan adanya Akta pengurus OBH,;

4. Memiliki program Bantuan Hukum. Format rencana program Bantuan
Hukum sesuai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3
Tahun 2013 tentang Tata @aNerifikasi dan Akreditasi Lembaga
Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;

5. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau
OrganisasiSurat penunjukan sebagai advokat pada OBH, Surat izin
beracara sebagai advokat yang masih berl&8arjta acara sumpah
advokat;dan

25| ihat Pasal 9 UU Bankum, dimana dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum memberikan hak bagi
pelaksana bantuan hukum untuk melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan
mahasiswa fakultas hukum.
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6. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus perkara litigasi.

Dalam hal kriteria pemberi bantuan hukum, parameter yang dipakai oleh
kedua kriteria ini adalah peradilan pidana, yang secara sangat formal dan ketat
membatasi siapa yang dapat memberikan bantuan hukum. Maka implikasinya
adalah pemberian bantuan hukum dalam kenyataannya menggunakan
parameter proses peradilan pidana yang meliputi tahap sejak pelaporan hingga
pelaksanaan putusan pengadilan. Parametatiamggap paling realistis, namun
dalam prakteknya masifngasing sub sistem peradilan pidana semisal
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan memiliki perspektif
yang berbeda tentang bantuan hukum terkait dengan kewenangan dan bagian
pelak&naan tugas peradilan pidana dalam masiaging institusinya.

Permasalahan yang ditemukan pada bagian ini lebih banyak terkait dengan
masalah yang ditemukan di lapangamkni: Pertama scara umum dalam
prakteknyauntuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hokusebuah Lembaga
Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan harus terlebih dahulu
terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sejak
diundangkannydJU Bankum Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan
Pembinaan Hukum Nasional telah akslanakan 3 (tiga) kali verifikasi dan
akreditasi. Dalam periode tahun 202315 terdapat 310 Pemberi Bantuan
Hukum yang lolos dan terakreditasi, kemudian pada periode tahunZ2lB8
terdapat 405 Pemberi Bantuan Hukum, kemudian jumlah tersebut meningkat
pada periode selanjutnya yakni periode tahun 22091 menjadi 524 OBH.
Faktanya dilapangan masih ditemukan Calon Pemberi Bantuan Hukum yang
belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi, termasuk
Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak meige peraturarperaturan
yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi. Beberapa
potret yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. UndangUndang Bantuan Hukum memang tidak mengatur mengenai

usia organisasi atau sudah berapa lama orgaitisrsebut berdiri, tetapi
BPHN mencoba untuk memasukkan syarat ini dengan tujuan dapat
menjaring Calon Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel.

2. Selain itu adanya ketentuan mengenai advokat yang menjadi pengurus

di beberapa organisasi yang juga turut metatafjpadahal hal ini tidak
diperkenankan.
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3. Terdapat advokat yang menjadi pengurus berada di luar wilayah
organisasi bantuan hukum yang mengikuti verasi. Hal ini berpengaruh
terutama untuk akreditasi C yang hanya mensyaratkan 1 advokat.
Apabila advokat hanyladan berada di luar wilayah bagaimana efektifitas
pelaksanaan bantuan hukumnya.

Gambar Peta Persebaran OBH di Indondsigo$://adil.bphn.go.id)

4. Lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum yang terbatas ldaige satu
wilayah provinsi saja, kebanyakan Calon Pemberi Bantuan Hukum
menyampaikan dokumen perkara yang didampingi hingga luar provinsi.

Kedua permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan persebaran pemberi
bantuan hukum yang belum merata di selurutayah IndonesieBerdasarkan
data yang disajikan dalam Peta Akses Bantuan Hyangdiperoleh dari situs
LSClegal Smart Channgyang menyajikan megenai persebaran OBH yang ada
di Indonesia dalam gambar di bawah ini:

Berdasarkan peta tersebutapat telihat dengan jelapersebaran OBH di
Indonesiayang masih belum meratadaerah seperti Kalimantan, Bangka
Belitung, Kep. Riau, Papua, Papua Barat masih sangat minim, bahkan dapat
dihitung dengan jar Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki

26|Indah RahayQp.Cit him.2

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhani BV


https://adil.bphn.go.id/

PBH.Dari 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH yandah terakreditasi
mayoritas OBH berada di Pulau Jawa, sedangkan pada daerah lainya seperti
Kalimantan dan terutama pada Indonesia bagian timasih sangat sedikit dan
kalaupun adahanyaterpusat pada Ibu Kota ProvinBiersebaran OBH yang
kurang merata ini menyebabkan penerapan UU Bankum menjadi tidak efektif
serta efisien, dan tentunya bertentangan dengan Pasal 2 huruf e dan f.

Terhadap kondisi ini beberapa solusi dapat menjadi pertimbangan dalam
menyelesaikan isu permasalahan ini. Salah satunya terkait dengan
pemberdayaan pemberi bantuan hukum dari kalangan non advokddh
disampaikarsebelumnyabahwa selain advokat terdagaga pemberi bantuan
hukum dari kalangan non advokat yaitu salah satunya adalah Paralegal. Paralegal
juga menempati posisi yang menjanjikan dan memiliki peran yang strategis
dalam membantu memberikan bantuan hukum. Apabila dilihat dari segi jumlah,
maka @pat dikatakan Paralegal juga dapat dikatakan memiliki jumlah yg hampir
sama dengan advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum yang
telah terakreditasi, seperti yang terlihat dalam bagan berikit ini:

300 e

8 49

s 32 | En g 0 39 o 1#HEn u 2 g

'3 ) | .
5 186 % 2a W2 ! oo e bebs [,

Gamba Sebaran Advokat dan Paralegal yiengabung dalam PBFerakreditasi (20:2021).

27 Pusa Penyuluhan dan Bantuan HukugBPHNARAH KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM TERKAIT
PENINGKATAN PERAN PARALEGAL DAN LAYANAN BANTUANs&tp€ikdn dalam diskusi
publik via webminar dengan PBHI pada tangal 2 Desember 2020.
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Berdasarkan bagan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah sebaran
Advokat pada setiap Provinsi di Indonesia sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus)
orang dan Paralegal sebanyak 3.¢6ga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh)
orang. Makdengan keterbatasan personel advokat dan sebarannya yang belum
merata dewasa inisebenarnyadapat memanfaatkan dan memaksimalkan
tenaga Paralegal yang ada. Berdasarkan pemaparan webminar yang
diseenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PBHI) pada Rabu, 2 Desember 2020, beberapa cara dapat ditempuh untuk
memaksimalkan peran Paralegal adafah:

a. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paralegal, nantinya mengacu
kepada PedomaRendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala
BPHN. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal diselenggarakan oleh Pemberi
Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan, perguruan tinggi, lembaga
pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan lembaga non pemerintah;

b. Pengakuan kompetensi Paralegal melalui rekognisi Paralegal, adalah
pengakuan dari BPHN dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi
Paralegal pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti dan lulus
pelatihan Paralegal. Rekognisi ini berupa surat keterangarBEgiN,
yang digunakan untuk memastikan bahwa seorang Paralegal itu memliki
kompetensi yang memadahi dalam memberikan layanan bantuan
hukum. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari munculnya kembali
LISNESLIAA t I N»fS3aFt &aSol hhjigabahddr] NP §
t I NJ £S3aFt odzAly &4SodzZ K GaLINRFS&AE
untuk menghindari persepsi Advokat yang menganggap Sebagian fungsi
Paralegal dilaksanakan oleh AdvdRat;

c. Standar Kurikulum peran Paralegal, dimaksudkan untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar
Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan
Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan
Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan disiadone
Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan,

28 oc.Cit

29 oc.CitLihat juga Ginar SO NJAMEhdarong Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan
Bantuan HukudyX RA &I YLI A1+Y RIFEfFY RAA] dz&dA LJdzo £ A | [y,
Desember 2020.
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Pengaduan, dan Kronologis dan Aktualisasi Peran Paralegal. Dalam
konteks Paralegal Komunitas, perlu juga untuk mendapatkan pelatihan
lanjutan (khusus) terkait dengan bidang kerjassda hukum acaranya
(pidana, perdata, agama, administrasi). Misalnya:
i. Paralegal Gambut perlu mendapat pelatihan khusus terkait
hukum lingkungan dan lahan gambut;
ii. Paralegal BNP2TKI perlu mendapatkan pelatihan lanjutan
(khusus) terkaitienganketenagakegan.

Terkait permasalalan belum meratanya persebaran Pemberi Bantuan
Hukum juga sebagai akibat dari periode verifikasi dan akreditasi yang
pelaksanannya setiap 3 (tiga) tahun. Hal ini juga menjadi catatan yang muncul
dalam Konfrensi Nasional Bantuan Hukde® (Bali, 1613 September 2019).
Secara detil permasalahan mengepariode verifikasi dan akreditasi akan
diuraikan pada sub bagi@erikutdalam laporan akhir ini.

A.4. Periode Akreditasi dan Verifikasi Organisasi Bantuan Hdhiam
Rangka Pemeratakccess to Justice

Dalam Pasal 7 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa verifikasi dan
akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) taHdenurut Peraturan Menteri
Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan
Hukum dan Organisasi Kesyarakatan dan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala
BPHN No: PHNN.04.0209 TAHUN 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan
Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi, sebagai
berikut:

1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengamgaraskin;
Jumlah kegiatan nonlitigasi;
Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
Jangkauan penanganan kasus;
Status kepemilikadan sarana prasarana kantor;
Usia atau lama berdirinya OBH;
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
10 Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan

© 0N O wDN
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Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada
dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat
Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), dan Nomor Rekening sendiri;

12. Jaringan yang dimiliki OBH.

Kegiatan verifikasi dan akreditasi tidak hanya dilakukan terhadapi§asj
Bantuan Hukum yang baru mendaftar tetapi juga terhadap Organisasi Bantuan
Hukum yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya (perpanjangan
sertifikasi), dengan tahapdaahapan sebagai berikut:

1. pengumuman;
permohonan;
pemeriksaan administrasi;
pemeriksaan faktual,
pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Adapun lamanya waktu pelaksanaannya yaitu dalam jangka waktu paling
lama 4 (empat) bulan. Verifikasi dan akreditasi ini dilakukan oleh Panitia Verifikasi
dan Akreditasi yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dengan susunan
keanggotaan yang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal da
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
a. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
b. (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
c. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan
hukum atau Organisasi.

Panitia Verifikasi dan Akreditasi, selanjutnya disebut Tim 7, memiliki tugas
sebagai berikut:

1. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan

dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;

2. pengumuman pendaftaran Verifikasi darretltasi lembaga bantuan

hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik,
dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;

SIGIF AN
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pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;

pemeriksaan administrasi;

pemeriksaan faktual,

penetapankategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum;

7. penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau
Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada
Menteri; dan

8. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreslitembaga bantuan hukum
atau Organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 7 dibantu oleh Kelompok Kerja Pusat
yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kelompok Kerja Daerah yaitu
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses pemeriksaan administrasi
danfaktual, Kelompok Kerja Daerah merupakan garda terdepan dalam verifikasi,
karena sekalipun kegiatan verifikasi dan akreditasi dilakukan melalui aplikasi
Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) tetapi verifikator
pertama atas dokumen persyaratgang disampaikan adalah Kelompok Kerja
Daerah.

Kelompok Kerja Daerah dituntut secara cermat memeriksa dokumen
dokumen persyaratan Calon Pemberi Bantuan Hukum dan dengan segera
memberitahukan apabila terdapat kekurangan untuk segera dilengkapi. Begitu
pula dengan pemeriksaan faktual, pencocokan dokumen fisik yang disampaikan
oleh Calon Pemberi Bantuan Hukum disandingkan dengan doldokamen
yang diunggah dalam aplikasi Sidbankum hingga pemeriksaan faktual lapangan
mengenai fisik kantor dan kesesuaianmala kantor yang disampaikan oleh
Calon Pemberi Bantuan Hukum juga dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah.
Pemeriksaan faktual oleh Tim 7 maupun Kelompok Kerja Pusat ke seluruh
wilayah di Indonesia sangat berpengaruh pada ketersediaan anggaran yang ada.
Mengingat luasnya wilayah Indonesia serta kondisi geografis pada Sebagian
besar wilayah Indonesia juga berpengaruh pada proses verifikasi OBH di
lapangan oleh Tim 7, karena mereka harus meninjau langsung OBH para calon
calon pemberi bantuan hukum yang beradagaaerah yang sulit di jangkau
dan hal ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karerecéna s
umum perspektif negara kepulauan belum tercermin dalam kebijakan bantuan
hukumini.

SIS S
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Namun demikian, Tim 7 dan Kelompok Kerja Pusat juga tetap melksksana
pemeriksaan faktual di beberapa wilayah disesuaikan dengan evaluasi. Begitu
seterusnya hingga seluruh proses sampai kepada Tim 7 dalam hal
mempertimbangkan lolos dan tidaknya Calon Pemberi Bantuan Hukum.

Pada pelaksanaannya, kendala yang timbul datdakganaan verifikasi dan
akreditasi ini yaitu;

1. Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah dan

Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan.

2. Tidak ada pembagian kerja yang teruji antara Kelompok Kerja Daerah dan
Pusat karena tmk ada standar kerja dan output terkendali yang
seragam. Hal ini menyebabkan tumpukan kerja di Kelompok Kerja Pusat.
Akibatnya akurasi dan waktu verasi tidak bisa optimal. Proses kerja
semacam ini juga menghambat kemungkinan adanya verasi yang lebih
cepatdaripada 3 tahunan karena prosesnya akan sangat membebani
akibat tidak adanya kerja berjenjang.

3. Calon Pemberi Bantuan Hukum belum memahami prosedur pendaftaran
verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi Bantuan Hukum
tidak mengetahui peratanperaturan yang lebih teknis terkait
penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi, seperti misalnya:

a. UndangUndang Bantuan Hukum memang tidak mengatur
mengenai usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi
tersebut berdiri, tetapi BPHN mencoba untuk nasorkkan
syarat ini dengan tujuan dapat menjaring Calon Pemberi
Bantuan Hukum yang kredibel.

b. Selain itu adanya ketentuan mengenai advokat yang menjadi
pengurus di beberapa organisasi yang juga turut mendaftar,
padahal hal ini tidak diperkenankan.

c. Terdapatadvokat yang menjadi pengurus berada di luar
wilayah organisasi bantuan hukum yang mengikuti verasi. Hal
ini berpengaruh terutama untuk akreditasi C yang hanya
mensyaratkan 1 advokat. Apabila advokat hanya 1 dan berada
di luar wilayah bagaimana efektifitaglaksanaan bantuan
hukumnya.
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d. Lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum yang terbatas hanya
dalam satu wilayah provinsi saja, kebanyakan Calon Pemberi
Bantuan Hukum menyampaikan dokumen perkara yang
didampingi hingga luar provinsi.

e. Peserta verasi adalabrganisasi bantuan hukum, bukan
individu advokat. Terdapperkaraperkara yang disampaikan
bukan atas nama Organisasi Bantuan Hukum tetapi
merupakan perkara pribadi advokat yang mana hal ini
tentunya tidak sesuai dengan Bantuan Hukum.

f. Memaknai jumlahminimal perkara sebanyak 10 (sepuluh)
perkara untuk dapat mengikuti verifikasi dan akreditasi.
Apakah jumlah minimal ini dalam jangka waktu 1 periode
akreditasi (3 tahun) atau tiap tahun?

g. Bagaimana membuktikan bahwa perkara yang disampaikan
Organisasi Banan Hukum merupakan perkara orang miskin
jika tidak ada Surat Keterangan Miskin yang dilampirkan?
Karena memang didalam aturan belum mengatur mengenai
hal tersebut.Juga tafsir miskin itu sendiri seperti apakah
perkara jurnalis yang di PHK masuk kriterigkim meskipun
tidak ada surat keterangan miskin.

h. Ketentuan saat ini masih membolehkan seorang advokat di
sebuah Organisasi Bantuan Hukum untuk merangkap sebagai
advokat pelaksana Bantuan Hukum di Organisasi Bantuan
Hukum yang lain. Namun kedepannya apdietientuan ini
akan efektif apabila hanya untuk memenuhi persyaratan saja.

i. Domisili pelaksana Bantuan Hukum yang harus berada dalam
wilayah kerjanya di provinsi.

j- Bagaimana memastikan Pelaksana Bantuan Hukum seperti
misalnya Paralegal, melaksanakan peradiayam Organisasi
Bantuan Hukum. Banyak ditemukan Paralegal yang direkrut
belum memiliki keahlian atau pengetahuan untuk dapat
menunjang pekerjaannya, padahal Organisasi Bantuan Hukum
memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan bagi
Paralegal yang dirakinya.Di sisi lain terdapat paralegal yang
sebenarnya adalah advokat magang. Tentu peran paralegal
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dalam kasukasus tertentu menjadi hilang begitu perannya
diganti oleh advokat magang.

k. Untuk Organisasi Bantuan Hukum vyang melakukan
permohonan perpanjangaverifikasi dan akreditasi terdapat
tambahan persyaratan lain seperti hasil pemantauan dan
evaluasi serapan anggaran dan jumlah perkara pro bono yang
dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum.

4. Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dijangkau oleh
Kdompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat dikarenakan
kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan pemeriksaan
administrasi dokumen yang disampaikan dalam aplikasi Sidbankum
tanpa ada pemeriksaan faktual.

Selama periode verifikasi dan akreditdari tahun ke tahun yang telah
dilakukan selama ini, Tim 7 mengambil kebijakan disesuaikan dengan kondisi
yang ada pada saat itu. Misalnya diawal penyelenggaraan Bantuan Hukum
beberapa kelonggaran diberikan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang belum
berbadan hukum untuk dapat mengurusnya kemudian, setelah ditetapkan
sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Hal ini didasarkan atas kebutuhan untuk
segera terimplementasinya Undabgdang Bantuan Hukum dan akses keadilan
yang mendesak untuk kelompok orang miskin. Namda peoses verifikasi dan
akreditasi di periode belakangan, kualitas dan integritas layanan Organisasi
Bantuan Hukum menjadi hal yang diprioritaskan dan hal ini sukses menjegal
banyak Calon Pemberi Bantuan Hukgsng melakukan berbagai kecurangan
dalam pross verifikasi dan akreditasi periode tahun 2Q021.Kecurangan ini
misalnya pemalsuan stempel kepolisian, membuat surat kuasa back dated yaitu
setelah putusan pengadilan keluar yang artinya OBH tersebut tidak menangani
perkara itu, menipulasi tanda tangssurat kuasa dan peserta penyuluhan
hukum, berkas perkara berbeda dengan judul perkadan laidain.

Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia dinaungi oleh Kementerian Hukum
dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 UU
Bankum. Mskipun UU Bankum telah memberikan perlindungan dengan adanya
payung hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum, namun ini belum memberikan
definisi lebih lanjut mengenai area pekerjaan Lembaga Bantuan Hukum dalam
berpraktek yang dapat berakibat dengan adanya LgmtZantuan Hukum
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dadakan atau yang keluar dari konsep bantuan hukum yang telah ditetapkan
dalamini.

Terkait permasalahan periode 3 tahun dalam pelaksanaan verifikasi dan
akreditasi dilapangarugaditemukan permasalahan karena ada beberapa OBH
yang sudalsiap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode verifikasi
akreditasi dilaksanakan. Hal ini dianggap bisa menghaacoats to justice
terutama untuk wilayatwilayah dengan jumlah OBH minim atau bahkan tidak
ada sama sekali. Hal ini juga dik&kakan dalam Konfrensi Nasional Bantuan
Hukum Ke2 (Bali, 1613 September 2019y. Dalam konfrensi tersebut
merekomendasikan agar periode tersebut dipersingkat. Dari hasil diskusi Tim
Bankum BPHN dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD dan rapat
bersama Narasumber, terhadap isu ini terdapat beberapa masukan alternatif
yang perlu dipertimbangkan, yakni:

1. Verifikasi akreditasi dilakukan kurang dari 3 tahun

2. Proses verifikasi dibedakan dengan akreditasi, dimana verifikasi bisa

dilakukan setiap tahun dakrditasi tetap tiap 3 tahun

3. Tetap 3 tahun namun dengan beberapa syarat seperti dibuka peluang

untuk degradasi akreditasi

Hal ini juga perlu memperhatikan volume dan jenis kasus yang terjadi pada
daerah yang merupakan wilayah kerja OBH tersebut. Padaissettanyak 524
PBH yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NorlvbHHO01.HH.07.02 TAHUN 2018
tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi
sebagai Pemdyi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021. Jumlah tersebut
meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi pada tahun
sebelumnya yang hanya 405 PBH. Menyikapi kendala ini, BPHN mengarahkan
PBH untuk menunjuk rekan advokat yang berdomidialupaten/kota untuk
berafiliasi dengan PBH terverifikasi dan terakreditasi dengan menggunakan surat
penunjukan dari Direktur/Ketua PBH terakreditasi, hal itu diharapkan dapat
memperluas pemberian bantuan hukum untuk orang miskin atau kelompok
orang miskn di tingkat kabupaten/kota.

30 Konfrensi Nasional Bantuan Hukur2keiselenggarakan di Bali-18 September 201%/m.9

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukunmiddas BPHN | Kemenkumhanj R6



A.5. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum, lingkup bantuan hukum meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitigasi. Namun seiring perkembangan kondisi saat ini, tidak menutup
kemungkinan masyarakat miskin tersebut jimgahadapan dengan masalah
hukum lain, seperti pengajuan uji materiil di MK dan MA, Perkara di peradilan
khusus (perburuhanpengadilan niaga yang sangat berkaitan dengan hak buruh
dan lain sebagainya.

Selain itu, setelah putusan pengadilan ditetapkarsgs selanjutnya adalah
eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan tersebut). Dalam perkara perdata,
masalah atau persoalan eksekusi ini selalu menemui kesulitan utk dilaksanakan,
sepertiaanmaaningsita jaminan, lelang dan lain sebagainya, karena sebenarny
pemberi bantuan hukummemiliki kewajiban untuk mendampingi hingga perkara
hukumnya selesai. Sebuah perkara hukum dinilai selesai apabila eksekusi
putusan dijalankan sesuai dengan isi putusan. Penyelenggaraan bankum
idealnya sampai pada tuntasnya pemexdcs perkara (pelaksanan putusan)
pendampingan sampai pada upaya hukum alhin,sebagianya

Selain itu, wang lingkup pelaksanaan bankum saat ini masih didominasi
hanya untuk pelaku, sementara bagi korban sifatnya hanya konsultasi dan
pendampingan di Iua pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Renata
Arianindyas dariThe Asia Foundatioselaku salah satu narasumber, dalam
paparannya menyatakan bahwa Bantuan hukum harus seluas mungkin, karena
tujuannya adalah untuk berkontribusi pgaenghapusan hambatadan kendala
yang merusak atau membatasi akses ke keadi#agan memberikan bantuan
kepada orangrang yang tidak mampu mendapatkan representasi atau
perwakilan hukum dan akses ke sistem pengaéfilaabih lanjut, karena pada
dasarnya pemberian bantuan hukum, tidak sermatda mendampingi
seseorang ke pengadilan, namun melakukan pemetaan hambatan dan kendala,
serta sensitif kepada kebuthan unik pada individu tersebut dalam mengakses
keadilan hendaknymenjadi perhatian utama. Renata juga menegaskan bahwa,
bantuan hukum justru harus diukur keberhasilanya dari capaianya dalam
menghilangkan hambatan dan kendala tersebiat.ini dapat dilakukan dengan

BwSy LGl ! NAFyAy3Adelras oFKFYy LILIFNFY at SNyISYO !
Rangka Mewujudkaficcess To Justicer 3A al @& F NI 140 aAd1AyéX RAALY
28 Agustus 2020, him2
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menggunakan metodéPeople Centered Approackaitu pemlekatan yang
berpusat kepada penerima bantuan hukgm.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu untuk menghapus
hambatan dan kendala yang membatasi akses menuju keadilan, dalam hal ini
perlu untuk membuka ruang lingkup pada bantuan hukum, tidakaglpada
apa yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Bankum saja.

A.6. Ketersediaan Informaslan Kesadaran Masyarakat terkRitogram
Bantuan Hukum

Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan olelindonesia Judicial Research SodigfgS) bahwa sebanyak 52%
masyarakat umum di Indonesia yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum
cumacuma yang berasal dari Pemerintdh.

36 64%

TIDAK
MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN
BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM
I MENGGUNAKAN KHAWATIR I—
E‘) E) PENDAMPING PROSESNYA 60
30 % NON-HUKUM BERBELIT %
BELIT
= MENGGUNAKAN
1 1 imEEM TIDAKYAKIN I—
AKANMENDAPAT
HASIL MEMUASKAN 39%

SumberBahan Paparan IJRS, FGD BPHN 3 Agustus 2020

321bid, him.10

33 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayana
Bantuan Hukum, paparan disampaikan daf@ous Group Discussi®tGD) di BPHN pada Senin, 3
Agustus 2020.
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IJRS juga menilai bahwa pengguna bantuan hukum masihsediit, dari
sebanyak 48% masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukurowcuma
yang berasal dari Pemerintah. Mayoritas dari masyarakat tersebut tidak
menggunakan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti
kekhawatiran prosesnya befit-belit dan tidak yakin akan mendapatkan hasil
yang memuaskan.

Hal yang senada disampaikan oleh Kementerian PPN/Bajb¢ruis ke3
(tiga) mengenai beberapa tantangan dalam hal bantuan hukum di Indonesia,
seperti:3*

1. Secara kuantitatif: Belum meratanyanlah dan sebaran OBH, jumlah

advokat yang tergabung dengan OBH;

2. Secara kualitatif, kualitas pelayanan bantuan hukum oleh OBH masih

perlu ditingkatkan;

3. Masih rendahnya pemahaman hukuegél empowermentmasyarakat

tentang adanya bantuan hukum cwoamadari Pemerintah;

4. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan

bantuan hukum;

5. Masih rendahnya kontribusi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;

6. Penerima bantuan hukum masih sebatas masyarakat miskin.

Apabila merujuk kepada pendapat RenAtéaningtyas yang sebelumnya
disampiakan, maka hal ini merupakan bentuk dari salah satu hambatan untuk
mengakses kepada keadilan, oleh karena itu perlu untuk dilakukan tindak lanjut
untuk mengatasi hal ini. Hal ini juga dapat di atasi dengan memaksiipatkan
para Penyuluh Hukum. Penyuluh Hukum merupakan garda terdepan untuk
menyampaikan informagiformasi penting terkait bagaimana implementasi
suatu peraturan perundangndangan itu hendaknya dilaksanakan kepada
masyarakat luas dalam rangka menumbuhkakesadaran hukum bagi
masyarakat.

Berkaitan dengan dibuatnya beberapa Maldg telah disampaikan dimyka
di dalamnya juga memuat penguatan peran penyuluh hukum dalam memberikan
informasi terkait bantuan hukum gratis oleh pemerintah, apabila di korelasikan
dengan penelitian dari IJRS terkait ketidak tahuan masyarakat terkait program

34 Kementerian PPN/Bappenas, Perencanaan PengangBardnan Hukum Untuk Masyarakat,
paparan disampaikan dala@focus Group Discussi®itsD) di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020.
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bantuan hukum gratis yangukup besar, maka dapat dipertanyakan juga
efektivitas dari MoU maupun kinerja dari penyuluh hukum sekarang ini.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan UAdadgng No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum
Telah disampaikan dalam sub tsafbelumnya, diketahui bahwa penerapan
UU Bankum memiliki beberapa permasalahan baik secara normatif maupun
empiris. Berdasarkan hasil analisis dari tim Pokja, maka dapat disampaikan
beberapa dampak dari pelaksanaan UU Bankum sebagai berikut:;

B.1. Dampalterhadap Peraturan Daerglang mengatur mengenai bantuan
hukum
Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan
melindungihak-hak konstitusional warga negara termiasnenjamin hak setiap
warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian
bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Sebelum lahirnya UU Bankum, beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran
bantuan hukum dam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ARB&)
Beberapa daerah tersebut antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan beberapz
Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam Laporan Tahunantentiasi UUNomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2014 disebutkan sebelumnya telah ada 22 (dua puluh
dua) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini sudah
memberikan anggaran barn hukum dan diatur dalam peraturan daerah
setempat. Oleh karena itu skema bantuan hukum yang diberikanpun bervariatif,
termasuk besaran biaya dan mekanisme penyalurafigalnya:
1. Kualifikasi jenis bantuan pada umumnya meliputi bantuan baik litigasi
maupun non litigasi, kecuali:
a. Perda Kabupaten Karanganyar No. 5/2018 yang juga meliputi
konsultasi dan mediasi;
b. Perda Makassar yang meliputi tahap proses beracara merupakan
penanganan perkara dalam:
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i. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di
pengadilan tingkat |, persidangan tingkat banding,
persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

ii. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau utusan
pengadilan tingkat |, putusan pengadilan kigbanding,
putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
dan

iii. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan
pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan
pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat
kasasi, dan peninjauanrkéali.

2. Verifikasi atas lembaga Bantuan hukum, pada umumnya menyatakan
lembaga bantuan hukum harus terakreditasi, kecuali misalnya Perda
Kabupaten Serang No. 4/2018 yang menambahkan berbadan hukum,
memiliki kantor atau secretariat yang tetap, memiliki peagudan
memiliki program

3. Jaminan pemberian bantuan hukum berupa:

a. jangka waktu kesediaan memberikan bantuan hukum dan verifikasi
dokumen selama 1 hari kecuali Perda Kabupaten Serang No. 4/2018)
yang menegaskan verifikasi dokumen permohonan dapat melalui
media elektronik;

b. Jaminan kerahasian informasi perkara sebelum dproses; dan

c. Jaminan atas tidak disitanya dokumen oleh pemberi bantuan hukum.

4. Mekanisme Pengawasan misalnya oleh Bupati sebagaimana dalam Perda
Serang dan Karanganyar.

Dengan terbitnya UU Bankupada tahun 2011 sebenarnya pemerintah
daerahmemiliki kevajiban untukmelakukan harmonisasi dan sinkronisasi skema
dan mekanisme bantuan hukum dalam peraturan daerahigragan UU
Bankum. Hal ini diperlukan agar peraturan perundamipngan Pusat dan
Daerahdapat sejalan dan tidak terjadi tumpang tindih skema atau mekanisme
bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun pada prinsipnya
pengaturan bantuan hukum di masingsing daerah membuka kesempatan
perluasarmaccess to justiceamun di satu sisi juga memberikan tantangan bagi
Panitia Pengawas Daerah untuk memastikan tidak adinyde paymenatas
satu perkara.
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Perkembangan saat idari LaporarPenyelenggaraan Konferensi Nasional
Bantuan Hukum Il dalam Rangka Perlu#deaes Keadilan melalui Optimalisasi
Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas yang diselenggarakan di-Bali, 10
September 201%liketahuibahwa belum semua pemerintah daerah memiliki
peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Padahal sebagaimana uraian
sebelummya bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama
untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara salah satunya
dengan memastikan setiap warga negara dapat mengakses hukum dan keadilan
melalui layanan bantuan hukum. Hal ini diktudengan mengalokasikan APBD
untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah
masingmasing. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 19 UU Bankum.
Namun rumusan yang ada sekarang masih dianggap belum tegas mewajibkan
pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Oleh
karena itu perlu mempertegas rumusan ketentuan dalam UU Bankum terkait
dengan penyelenggaraan dan pendanaan bantuan hukum di daerah dalam
rangka memperkuat proses sinkronisasi dan harmonisasi lsailase maupun
sistem layanan bantuan hukum pusat dan daerah.

Namun demikian disisi lain ditemukan fakta bebenapaerintah daerah
yang sudah mengatur bantuan hukum dalam peraturan daerabeggpaya
memberikansuatu terobosan atawlternatif yang memudahdn masyarakat
dalam mengakses bantuan hukum. Trobosan tersebut meliputi: kesediaan
tenaga pemberi bantuan hukum (Advokat, Probono, Paralegal), hak dan
kewajiban pemberi bantuan hukum, dan perihal Surat Keterangan Miskin (SKTM)
sebagai syarat administrashtuk memperoleh bantuan hukum. Dalam UU
Bankum Pasal 14 ayat (1) salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan
hukum adalah pemohon harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,
kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemobberapa
peraturan daerah memungkinkan alternatif dokumen pengganti SKTM tersebut.
Secara detil terobosan tersebddpat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel Tenaga Pemberi Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah

No. Peraturan Pengaturan
Advokat
1. | Perda Kabupater Pasal 19 ayat (1)

Karanganyar No. 5/201) Pemberian Bantuan Hukum secara Litig

Tentang Bantuan Hukun dilakukan oletadvokatyang berstatus sebag

Bagi Masyarakat Miskin pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/a
advokatyang direkrut olenPemberi Bantuar|
Hukum

2. | Perda Kota Yogyakarta N Pasal 20 ayat (1)

3/2019 tentang| Pemberian Bantuan Hukum dilakukan o

Penyelenggaraan Bantug advokat yang berstatus sebagai pengu

Hukum Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advo
yang direkrut oleh Reberi Bantuan Hukum

3. | Perda Kota Padang N| Pasal 17 ayat (1)

2/2015 Tentang Bantual Pemberian bantuan hukum secara litig

Hukum Untuk Masyarakg dilakukan oleh advokat yang berstatus seba

Miskin pengurus pemberi bantuan hukum dan/at
advokatyang direkrut oleh pemberi bantug
hukum

4. | Perda Provinsi Riau N| Pasal 15 ayat (1)

3/2015 Pemberian bantuan hukum secara Litig
dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebg
pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/a
Advokat yang direkrut oleh Pemberi Banty
Hukum;

(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimg
dalam wadah Pemberi Bantuan Hukdticak
memadai dengan banyaknya jumlah Pener
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Huk
dapat merekrut paralegal, dosen d
mahasiswa fakultas hukum.
Probono

1. | Perda Kota Yogyakarta N Pasal 21

3/2019 tentang
Penyelenggaraan Bantug
Hukum

Pemberian Bantuan Hukum oleh advok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 aya
tidak menghapuskan kewajiban advol
tersebut untuk memberikan Bantuan Hukuy
secara cum@&uma sesuai dengan ketentug
peraturan perundangindangan.
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No. Peraturan Pengaturan
2. | Perda Kota Padang N| Pasal 18

2/2015 TEntang Bantuan Pemberian bantuan hukum oleh advokat tid

Hukum Untuk Masyarakg menghapuskan kewajiban advokat tersel

Miskin untuk memberikan bantuan hukum secg
cumacuma sesuai dengan ketentuan peratur
perundangundangan

3. | Perda Provinsi Riau Ng Pasal 15 ayat (3)

3/2015 Pemberian bantuan hukum oleh Advok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ti
menghapuskan kewajiban Advokat terse
untuk memberikan bantuan hukum secg
cumacuma sesuai dengan ketentuan peratu
perundangundangan
Paralegal

1. | Perda Kota Padang N| Pasal 17 ayat (2)

2/2015 Tentang Bantual Dalam hal jumlah advokat yang terhimp

Hukum Untuk Masyarakg dalam wadah pemberi pantuan hukum tid

Miskin memadai dengan banyaknya jumlah peneri
bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dag
merekrut paralegal, dosen, dan mahasis
fakultas hukum.

Pasal 17 ayat (3)
Dalam melakukapemberian bantuan hukum
paralegal, dosen, dan mahasiswa faku
hukum harus melampirkan bukti tertul
pendampingan dari advokat sebagaims
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 17 ayat (4)
Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus te
lulus mata kuliah hukan acara dan pelatihal
paralegal

2. | Perda Kota Tasikmalaya N Pasal 19 ayat (2)

1/2018 tentang
Penyelenggaraan Bantug
Hukum Bagi Masyaraka
Miskin

Dalam hal jumlah Advokat yang terhimp,
dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tig
memadai dengan banyaknya jumlah Pener
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Huk
dapat merekrut paralegal, dosen, d
mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 19 ayat (3)

Dalam melakukapemberian Bantuan Hukun
paralegal, dosen, dan mahasiswa faku
hukum harus melampirkan bukti tertul
pendampingan dari Advokat.
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No. Peraturan Pengaturan
Pasal 19 ayat (4)
Mahasiswa fakultas hukum pada ayat (2) hg
telah lulus mata kuliah hukum acara d
pelatihan paralegal.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai Stang
Bantuan Hukum Litigasi diatur deng
Peraturan Wali Kota
3 | Perda Kota Yogyakar| Pasal 20 ayat (2)
3/2019 tentang| Dalam hal jumlah advokat yang terhimp|
Penyelenggaraan Bantug dalam wadah PembeBantuan Hukum tidal
Hukum memadai dengan banyaknya jumlah Pener
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Huk
dapat merekrut paralegal, dosen, d
mahasiswa fakultas hukum.
Pasal 20 ayat (3)
Dalam melakukan pemberian Bantuan Huk
paralegal, dosen, dan mahasiswakuftas
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
harus melampirkan bukti tertulis pendamping
dari advokat sebagaimana dimaksud pada §
).
Pasal 20 ayat (4)
Mahasiswa fakultas hukum sebagaimg
dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus m
kuliahhukum acara dan pelatihan paralegal.
4. | Perda Kota Padang N| Pasal 17 ayat (2)

2/2015 Tentang Bantual
Hukum Untuk Masyaraks

Miskin

Dalam hal jumlah advokat yang terhimp)
dalam wadah pemberi pantuan hukum tid
memadai dengan banyaknya jumlah peneri
bantuan hukum, pemberi bantuan hukum day
merekrut paralegal, dosen, dan mahasig
fakultas hukum.
Pasal 17 ayat (3)
Dalam melakukan pemberian bantuan huky
paralegal, dosen, dan mahasiswa faku
hukum harus melampirkan bukti tertul
pendampingan d& advokat sebagaiman
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17 ayat (4)

Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus te
lulus mata kuliah hukum acara dan pelatih
paralegal.
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No. Peraturan Pengaturan
5. | Perda Provinsi Riau N| Pasal 15 ayat (2)

3/2015 Dalam hal jumlah advokat yartgrhimpun
dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tig
memadai dengan banyaknya jumlah Pener
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Huk
dapat merekrut paralegal, dosen d
mahasiswa fakultas hukum

6. | Peraturan Daerah Provin| Pasal 16 ayat (2)

Lampung Nomor 3 Tabu Dalam rangka pemberdayaan, biro huk

2015 Tentang @&tuan | bekerja sarna dengan perguruan tinggi a

Hukum Untuk Masyarakg pemberi bantuan hukum terakreditasi, dap

Miskin menyelenggarakan  pendidikan  paraleg
mediator, dan negosiator.

Tabel 8Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum
Hak Pemberi Bantuan Hukum
No. Peraturan Pengaturan
1. | Perda Provinsi Jaw Pasal 9d

Timur  No.  9/2012 Mendapatkan perlindungan terhadap:

Tentang Bantuan Hukurr 1. Kemungkinan pemeriksaan dan/atau

Untuk Masyaraka penyitaan terhadap dokumen yang diperol

Miskin dan/atau dimilikinya sehubungan deng

tugasnya;
2. Kerahasiaan hubungannya dengan pener
bantuan hukum; dan
3. Keselamatan diri dan/atau keluargan
karena melaksanakan tugasnya.
2. | Perda Kota Tasikmalay Pasal 11 g &h

1/2018 tentang| Pemberi bantuan hukum mendapatk

Penyelenggaraan perlindungan terhadap Kemungkinan pemeriks

Bantuan Hukum Bag dan/atau penyitaan terhadap dokumen ya

Masyarakat Miskin dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;

kerahasian hubungannya dengan Penerir
Bantuan Hukum.
3. | Perda Kota Yogyakar| Pasal 12 e dang

No. 3/2019 tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum

Pemberi bantuan berhak mengeluarkan pendal
atau pernyataan dalam membela perkara yg
menjadi tanggung jawab di dalam sida
pengadilan sesuai dengan ketentuan peratu
perundangundangan dan mendapatkan jamin
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Hak Pemberi Bantuan Hukum

perlindungan hukum, keamanan, dan kesel&am
selama menjalankan pemberian Bantuan Hukur

Perda Provinsi Riau N
3/2015

Pasal 22d

Pemberi bantuan

perlindungan terhadap :

1. Kemungkinan pemeriksaan dan/at
penyitaan terhadap dokumen yang diperol
dan/atau dimilikinya sehubungan deng
tugasnya member Bantuan hukum kepg
Penerima Bantuan Hukum.

2. Kerahasiaan hubungannya dengan Pene
Bantuan Hukum.

3. Keselamatan diridan/atau keluarganyg
karena melakukan pemberian Bantu
hukum.

hukum mendapatk

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Perda Kota Tasikmalay

No. 1/2018 tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Bag

Masyarakat Miskin

Pasal 12b &c

Merahasiakan segala informasi, keterangdan
data yang diperolehnya dari Penerima Bant
Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peratur
PerundangJndangan dan melayani Penerin
Bantuan Hukum sesuai dengan prifgimsip
pelayanan publik.

Perda Kota Yogyakar
No. 3/2019 tentang
Penyelenggaen
Bantuan Hukum

Pasal 13 ayat 1
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. Menyelenggarakan penyuluhan  huku
kepada masyarakat;
b. Menjaga kerahasiaan data, informa

dan/atau keterangan yang diperoleh d
Penerima Bantuan Hukum berkaitan deng
perkara yang sedang ditangani, kecu
ditentukan lain oleh Undaridndang;

c. Melayani Penerima Bantuan Hukum ses
dengan prinsigprinsip pelayanan publik; da

d. Memberikan perlakuan yang sama kepg
Penerima Bantuan Hukum tany
membedakan jenis kelamin, sukagama,
ras, dan pekerjaan serta latar belakang po
Penerima Bantuan Hukum dan bersik
independen.
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Hak Pemberi Bantuan Hukum

3. | Perda Provinsi Sumate| Pasal 10
Selatan No. 8/207 Penerima Bantuan Hukum wajib:

tentang a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atg
Penyelenggaraan keterangan perkara secara benar kepa
Bantuan Hukum Untu Pemberi Bantuan Hukum;
Masyarakat Miskin b. membantu kelancaran pemberian Bantu
Hukum
4. | Perda Provinsi Riau N| Pasal 23 ayat (1)
3/2015 Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a. Melayani Penerima Bantuan Hukum ses
dengan prinsprinsip pelayanan publik;
b. Setiap 4 (empat) bulan sekali melapork
pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur
Kepala unit kerja yang tugas dan fungsi
terkait dengan pemberian bantuan hukum
(2) PemberiBantuan Hukum wajib memberikg
bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Huk
hingga permasalahannya selesai atau telah
putusan yang berkekuatan hukum tetap terhag
perkaranya

Tabel 6Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah

KeterangamMiskin

No. Peraturan Pengaturan

1. | Perda Kabupater| Pasal 15 ayat (1)

Karanganyar No. 5/201| Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mem
Tentang Bantuan Hukur| surat keterangan miskin Pemohon Bantuan Huk
Bagi Masyarakat Miskin| dapat melampirkanKartu Jaminan Kesehatd
Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu B
Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti s
keterangan miskin;

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum ti
memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud p
ayat (1) dan sebagaimanaksud dalam Pas
13, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemo
Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaral
tersebut.

2. | Perda Kabupaten Serar| Pasal 3 ayat (1c)
No. 4/2018 tentang Melampirkan surat ketangan miskin dari Lural
Penyelenggaraan Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di ten
tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
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KeterangamMiskin

No.

Peraturan

Pengaturan

Bantuan Hukum Bag
Masyarakat Miskin

3. | Perda Kota Tasikmalay Pasal 14 ayat (4)
No. 1/2018 tentang Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak men
Penyelenggaraan Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan:
Bantuan Hukum Bag a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
Masyarakat Miskin b. Kartu Beras Miskin;
c. Kartu Indonesia Pintar;
d. Kartu Indonesia Sehat;
e. Kartu Perlindungan Sosial; atau
f.  Dokumen lain sebagpéngganti Surat
Keterangan Miskin.
4. | Perda Kota Yogyakar| Pasal 17 ayat (3)

3/2019 tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak men]
surat keterangan miskin sebagaimana dimak|
pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantudukum
dapat melampirkan:
kartu menuju sejahtera;
kartu indonesia pintar;
kartu indonesia sehat;
kartu perlindungan sosial;
kartu Jaminan kesehatan khusus;
dokumen peserta program kesejahtera
Pemerintah lainnya; atau
g. dokumen lain sebagai pengganti su
keterangan miskin.
Pasal 17 ayat (4)
Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayg
huruf g dapat berupa surat keterangan yang dib
oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketa
oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi
a. kepala kepolisian atau penyidik yal
memeriksa dan menyidik perkara ora
miskin pada tahap penyidikan;
b. kepala kejaksaan atau jaksa penun
umum yang melakukan pemeriksa
dan/atau penuntutan terhadap oran
miskin pada tahap penyidikan atg

~epoooTw

penuntutan

c. kepala rumah tahanan negara, ji
Penerima Bantuan Hukum adalah tahar|
miskin;
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KeterangamMiskin

No.

Peraturan

Pengaturan

d. kepala lembaga pemasyarakatan, j
Penerima Bantuan Hukum adal
narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hak
yang memeriksa perkara orang miskin.

Pasal 17 ayat (5)

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menang
Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Peneta
Pengadilan berupa Penunjukan Hakim un
mendampingi Penerima Bantuan Hukum, m
Penerima Bantuan Hukum tidak perlu memb
formulir permohonan Banan Hukum dan Surg
Keterangan Miskin.

Perda Kota Padang N

2/2015 Tentang Bantual

Hukum

Untuk

Masyarakat Miskin

Pasal 13 ayat (1)

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mem
surat keterangan miskin pemohon bantuan huk
dapat melampirkan salah sadokumen yang d
sahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mem
persyaratan sebagaimana dimaksud pada aya|
pemberi bantuan hukum membantu pemoh
bantuan hukum dalam memperoleh persyarat
tersebut.

Pasal 3

Lurah wiib mengeluarkan surat keterangan mis
dan/atau dokumen lain sebagai pengganti sU
keterangan untuk keperluan penerimaan banty
hukum.

Perda Provinsi Sumatel
Selatan 8/202 tentan(
Penyelenggaraan

Bantuan Hukum Untul

Masyarakat Miskin

Pasal 15 ayat (1)

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mem
surat keterangan miskin pemohon bantuan huk
dapat melampirkan kartu jaminan kesehat
masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu bg
miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti s
keterangan miskin.

Pagl 15 ayat (2)

Dalam hal pemohon bantuan hukum tid
memiliki SKTM maupun kaskartu di ayat 1
Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemoh
Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaral
tersebut
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B.2. Irisan Bantuan Hukum daladndangUndang No. 16 Tahun 2011 dan
Probono dalanndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai keterkaitan antara program
bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dengan UU Advokat. Lembaga
Bantuan Hukumdi Indonesia, kenyataanyanasih terhambat &rena
keterbatasan personil dan materil para advokat. Para advokat tidak dapat
memberikan banyak kontribusi terhadap pekerjagmobono publico,
perbenturan kepentingan antara negara dengan masyarakat untuk melindungi
dan membela orang miskin juga menjadinatangan tersendiri dalam
mengimplementasikan bantuan hukdm.Akhirakhir ini bahkan muncul
fenomena baru yang memperparah situasi ini yaitu organisasi advokat
membentuk organisasi bantuan hukum sehingga notabene pekejabono
advokat dibiayai oleh pgram bantuan hukum. Aféih memperluas bantuan
hukum, yang terjadi adalah penyempitan karena tumpang tindih peran ini.

Salah satu faktor tumpang tindih peran organisasi bantuan hukum dan
probono publicoyang dijalankan oleh advokat dikarenakan dalam UU Advokat
juga mengatur mengenai bantuan hukum sebagai suatu jasa hukum yang
diberikan Advokat secara Cw@iama kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1
angka 9 UU Advokat). Pasal 22 ayat (1) UU Advokat segasamenyatakan
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara GOoraa kepada pencari
keadilan. Praktek pemberian bantuan hukum secara @lum@a bukan
merupakan pekerjaan/tugas pokok dari Advokat karena Pasal 21 UU Advokat
memberikan hak kepada Advokattuk menerima honorarium atas jasa hukum
yang telah diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan
persetujuan kedua belah pihadamun demikian dalam memberikan probono
atau bantuan hukum secara Cwiama advokat harus memberikan p&tlkan
yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan
pembayaran honorariur¥f. Pada prakteknya, untuk menjalankan kewajiban
pemberian bantuan secara Cuiama advokat menggunakan dana simpanan
yang diperoleh dari honorarium.

35 Mardjono Reksodiputrd?engabdian Seorang Guru Besar Hukum Pi@eppk: Badan Penerbit
FHUI, 2007), him. 115.
3¢ Lihat Pasal 10 PP 83 Tahun 2008

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukunmddas BPHN | Kemenkumhanj BL



Sebenarnya UWBantuan Hukum khususnya penjelasasal 6 Ayat (2)
mengatakaroKetentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk
menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan UnRdadgng mengenai
Advokat. a YSG Sy ddzry AyAée &Fy3a RAWWhikanzR | F
Sehingga sebenarnya UU Bantuan Hukum telah mengantisipasi kemungkinan
adanya manipulasi penanganan kasus probono menjadi bantuan hukum

PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian
Bantuan Hukum secara Cu@ama sebagai turunatari ketentuan Pasal 22 UU
Advokat, mengatur bahwasanya organisasi advokat dapat menerima
permohonan bantuan hukum dari pencari keadilan yang tidak mampu dan
kemudian organisasi advokat menjawab permohonan tersebut dengan
menetapkan advokat yang ditugaskemuk memberikan bantuan hukum secara
CumaCuma. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara -Cuma
dilaporkan oleh advokat kepada organisasi advokat.

Sayangnydasal 15 PP No 83 Tahun 2008 merekomendasikan organisasi
advokat untuk mengembangkan pragr bantuan hukum dan membentuk unit
kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara@uns Pada
perkembangannya unitinit khusus yang seharusnya menjadi wadah dan
memfasilitasi para advokat untuk memberikan bantuan hukum secara-Cuma
Cumasebagakewajiban probono advok&emudian setelah di keluarkannya UU
Bantuan Hukum berubah menjadi pemberi bantuan hukum.

Apabila mengacu pada penjelasan umum UU Advokat dan UU Bantuan
Hukum Konsep pemberian bantuan hukum secara €lumaa sebagaimana
diatur dahm UU Advokat berbeda dengan konsep bantuan hukum dalam UU
Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara @umez dalam UU
Advokat merupakan bagian dari tugas profesinya dalam menegakan keadilan
serta terwujudnya prinsiprinsip negara hukum pada umumngadangkan UU
Bantuan Hukum merupakan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara
khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses
keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, sehingga tanggung jawab negara
harus diimplementasikan melapembentukan UU Bantuan Hukum.

Perbedaan lainya antara bantuan hukum C@uoana yang diberikan
langsung oleh advokat, bantuan hukum yang diatur dalam UU bantuan hukum
diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layana bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Pada
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umumnya pemberi bantuan hukum adalah organisasi yang memang
didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum. Berbeda dengan advokat
yang bisa mengalokasikan waktu dan energinya untuk mencari honorarium dan
menyisakan pendapatannya untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma
Cuma, pemberi bantuan hukum yang umumnya adalah lembaga nirlaba
(nonprofi) kesulitan bila harus mencari keuntungan dan mengalokasikan
anggaranya untuk kegiatan bantuan hukum.

Sebagai bentu tanggung jawab negara untuk menjamin warga negara
mendapatkan bantuan hukum dan menjawab kebutuhan dukungan anggaran
terhadap pemberi bantuan hukum, Pasal 9 huruf d UU Bantuan Hukum
menyatakan Pemberi bantuan hukum menerima anggaran dari negara untuk
melaksanakan bantuan hukum. Untuk menjawab kebutuhan anggaran
pelaksanaan bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum, Pemerintah
diwajibkan mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam
Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pagaaang
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia. Selain dari APBN, UU Bantuan Hukum membuka peluang
bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
bantuan hukum dengan mengaturnya aial Peraturan Daerah dan membuka
peluang pendanaan dari Hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan
lain yang sah dan tidak mengikat.

Sebagai pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan bantudutmumemerlukan dukungan
institusional dan operasional. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LBH
Jakarta terhadap 25 organisasi bantuan hukum (OBH) di lima wilayah ditemukan
adanya pembagian alokasi penggunaan dana bantuan hukum yang dikeluarkan
oleh OBHdrdiri dari operasional penanganan perkara dan institusgurgort
bagi lembaga. Komponen biaya tersebut terdiri dari gaji pegawai dan biaya
akomodasi kantor yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dari biaya
pemberian bantuan hukum yang haruskediarkan OBH agar pelayanan
pemberian bantuan hukum dapat berjalan secara maksimal kepada masyarakat
miskin sebagai penerima manfaat. Sebagai contoh LBH Jakarta memotret biaya
pemberian bantuan hukum yang dikeluarkan oleh OBH di Jakarta pada tahun
2012, dri 808 kasus yang ditangani oleh OBH di Jakarta setidaknya telah
dikeluarkan biaya operasional penanganan kasus setiap tahunnya sebesar
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kurang lebih Rp. 33.000.00@tiga puluh tiga juta rupiah), biaya gaji pegawai
kirakira sebesar Rp. 1.200.000.008atu koma dua milyar rupiah), dan biaya
akomodasi kantor sebesar Rp. 316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah).
Pengeluaran biaya untuk operasional penanganan kasus yang lebih kecil
dibandingkan dengan anggaran tgja lebih dikarenakan pada sektagiatan
bantuan hukum kegiatamamanyaadalah pemberian jasa.

Terkait dengan hak pemberi bantuan hukum untuk menerima anggaran dari
negara untuk melaksanakan bantuan hukum, Pasal 21 PP No 4 Tahun 2013
Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Huanr®ehyaluran Dana
Bantuan Hukum disebutkan bahwasanya Menteri (Kementerian Hukum dan
HAM) untuk mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan
non litigasi kepada Menteri Keuangan, standar biaya yang telah disetujui oleh
menteri keuanga menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan dan
pelaksanaan anggaran bantuan hukum. PP No 4/2013 tidak membuka ruang
kepada menteri untuk menetapkan standar dukungan institusional
mengakibatkan anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum
hanya tebatas pada anggaran pelaksanaan kegiatan litigasi dan non litigasi.
Tanpa adanya dukungan anggaran institusional kepada pemberi bantuan hukum
berdampak pada kualitas layanan pemberian bantuan hukum dan ketersediaan
sumberdaya pelaksana bantuan hukum semgnpersulit penyerapan anggaran
bagi penyelenggara bantuan hukum. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa
organisasi pemberi bantuan hukum harus mencari dukungan dana lainnya
dan/atau melakukan efesiensi kegiatan pemberian bantuan hukum untuk
dialokasikan d#gai dukungan institusional.

Penerapan konsep standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan
non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP No 4 Tahun 2013, membawa
dampak penyamarataan penganggaran pelaksanaan kegiatan bantuan hukum
tanpa mempehatikan kondisi geografis, kondisi sosial penerima bantuan
hukum, jenis kasus dan kebutuhan penerima bantuan hukum. Sebagai contoh
Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2017 menetapkan pada tahap pengajuan
gugatan, persidangan sampai mendapatkan putusan péagatingkat |
besaran biaya yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), anggaran
tersebut mungkin cukup untuk menangani perkara perceraiaan dimana para
pihak sudah sepakat untuk bercerai sehingga proses persidangan dan
pembuktiannya tidak téalu rumit dengan kondisi kantor yang dekat dengan
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pengadilan, namun untuk perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan
Tergugat tidak hanya satu dan proses persidangan berpotensi panjang karena
akan adanya penundaan dan pembuktian yang rumit. Kondisebigt
diperparah pada daerah dengan transportasi publik yang tidak bagus atau
kondisi geografis tertentu seperti di daerah Kalimantan, papua atau daerah
kepulauaan. Kondisi ini membawa dampak organisasi pemberi bantuan hukum
melakukan penyeleksian kad@sus yang diberikan bantuan hukukkibatnya
terdapat kecenderungan organisasi bantuan hukum memilih perkara yang
mudah dan cepat penyelesaianngahingga sangat wajar bila jumlah kasus
perceraiaan merupakan kasus yang mendominasi kasus yang diberikaambant
hukum.

Selain tidak adanya dukungan institusional, petayataan standar biaya
pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, Penyelenggara Bantuan
Hukum juga melarang pemberi bantuan untuk melakukan pencairan anggaran
bantuan hukum non litigasnenjadi anggaran bantuan hukum litigasi untuk
penerima bantuan hukum yang sama dan perkara yang sama. Pada umumnya
pada kasus perdata khususnya sebelum dilakukan kegiatan litigasi, pemberi
bantuan hukum melakukan serangkaiaan tindakan non litigasi sepgosiasi,
mediasi dan bila dirasakan tidak berhasil baru menempuh jalur litigasi. Mengacu
pada kebijakan ini maka kegiatan non litigasi yang dilakukan tidak dapat
dimintakan pencairan dan yang bisa dicairkan adalah kegiatan litigasi. Kegiatan
litigasi da non litigasi pada prakteknya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang
lain, untuk mendapatkan hasil yang maksimal kombinasi kegiatan nonlitigasi dan
litigasi perlu dilakukan. Kebijakan ini secara tidak langsung juga mempersulit
penyelenggara bantuan hukuomtuk melakukan penyerapan anggaran yang
sudah dialokasikan oleh APBN.

Namun demikian perlu sinergitas bantuan hukum yang dikeluarkan oleh
pemerintah dengan Probono yang dilakukan oleh advokat. Hal ini diperlukan
agara perluasan akses bantuan hukum tetap dapat diwujudkan, mengingat
Pemerintah memiliki keterbatasan dalam pemggaran baik APBN maupun
APBDnya sehingga perlu dukungan Bari Associateselaku organisasi induk
advokat untuk terus mengedepankan probononya dan tidak terlena dengan
program bantuan hukum pemerintaedepannya juga perlu dilakukan kajian
yang komprebnsif terkait dengan kebijakan penganggaran yang dapat
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mengkomodir kebutuhan ril dalam penyelesaian suatu kasus yang
menggunakan anggaran bantuan hukum.

B.3. Program Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.
1 Tahun 2014

Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, program
bantuan hukum penyelenggaraanya tersebar ke beberapa instansi, salah satunya
adalah Mahkamah Agunddahkamah Agung berdasarkasndangUndang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakibesmerta tiga paket
perundangundangan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
(UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Agama dan UAdadgng Nomor 51
Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negar@hyelenggarakan program bantuan
Kdz]l dzyy el @&ly3 RAAaSodzi at ¥a . Fyddzy 1 c

Dalam perkembangannya, program bantuan hukum berdas#&té&sal 23
UU Bankum telah menegaskan bahwa program bantuan hukum penganggaran
dan penyelenggaraanya berada @wah Kementerian Hukum dan HAM RI
Namun pada praktiknya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2014 program bantuan hukum dalam lingkup MA tetap berjaBundi
Suhariyanto juga menegaskan bahdalam makna layanan hukum tersebut
(berdasarkan Rena No. 1/2014jidak hanya ada bantuan hukum sebagaimana
diselenggarakan oleh Posbakum, tetapi juga berupa layanan pembebasan biaya
perkara dan sidang di luar gedung pengadi&irGP3¥ Perluasan tersebut juga
tidak terpaku pada orang atau sekelompok orang yang patut atau wajib

AKEFG 2dAF YELFEFK . dzRA {dzKIF NR&@lyG2 a!b! [ L{L
t9bD!5L[!'b {9we¢! {LbO9wDL¢! {b,! 59bD!b .!bc¢}!Db
di BPHN 3 Agustus 2020, hin® Bahwa UU KekuasaKehakiman maupun tiga paket UU Peradilan
(umum, agama dan tata usaha negara) tersebut di atas tidak menentukan definisi yang bersifat
eksplisit tentang bantuan hukum dan Posbakum, selain daripada yang disebutkan kriteria
pelayanannya sebagaimana dimakdudtas. Untuk memperjelas yang dimaksud Posbakum dalam
perundangundangan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dimana dalam Pasal 1 ayat (3)
menentukan definisi Po$ B/ (i dzl Y | dz] dzY ¢ tr@adgdang dis¥dinkah dkeh flah fadad
setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada
Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan
pembuatan dokumehukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang
pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasaéAdvokat

38 oc.Cit
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GRAOIFYy(ddz (I NBYl! 1SGARF{YF YLz yyel a
meliputi pemberian akses seldasdzl ay el RSy3aly avSyeSs
mendekatkan layananepgadilan kepada masyarakat yang aksesnya sulit atau
tidak mudah dijangkau melalui sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.
Jadi ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan itu senyatanya juga dimaknai
sebagai ketidakmampuan mengakses persidaaganberperkara di pengadilan
dikarenakan lokasi yang jauh atau sulit transportasi serta akomodasinya.

Secara normatif, terdapat perbedaan pengaturan bantuan hukum di
pengadilan antara UU Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan
(umum, agama, danata usaha negara) dengan Perma No.1 Tahun 2014,
diantaranya adalah masa berlaku layanan bantuan hukum dari Posbakum yang
oleh Perma No.1 Tahun 2014 ditentukan hanya berlaku pada tingkat pertama
(Pasal 1 angka 2 dan angka 6) sedangkan menurut UU KekuglsadmBn dan
tiga paket UU Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara) dimana
seharusnya bantuan hukum dari Posbakum itu diberikan dan berlaku kepada
semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap darnlian sampai dengan eksekif<dleh
karena itu, sesuai dengan amanil Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU
Peradilan umum, agama, dan tata usaha negara) yang notabene kedudukannya
lebih tinggi secara hirarkis dibandingkan Perma, maka Posbakum yang
ditentukan oleh undangndang tersebut tidak tepat jika dipersempit
keberlakuannya oleh Perma. Dengan demikian penting untuk dipertimbangkan
dalam evaluasi Perma No. 1 Tahun 2014 untuk dilakukan perubahan khususnya
terkait keberlakuan bantuan hukum oleh Posbakkepada semua tingkat
peradilan dan termasuk eksekusi putusekrachtnya®

Hal lain yang perlu disoroti, bahwa meskipun dalam UU Kekuasaan
Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara),
dan UU Bankum ditentukan syarat SKTRgyaenerangkan ketidakmampuan
secara ekonomi pemohon (miskin) untuk mendapatkan layanan Posbakum di
pengadilan, tetapi Perma No.1 Tahun 2014 senyatanyaamabehkan
alternatif lainnya yaitu adany@urat pernyataan tidak mampu membayar jasa
advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum

391bid, him.1011
40 Loc.Cit
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Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan (Pasal 22 ayat (2)
huruf c). Pada kenyataannya pada beberap pengadilan terdapat dgdoan

dalam pemberian layanan Posbakum yang juga ditujukan kepada masyarakat
yang tidak miskin dan awam hukum, dan hal ini lebih bersifat kebijakan pimpinan
pengadilan untuk mencegah dan meniadakan praktek pungli di dalam
pengadilan, dimana pegawai pengad akan menawarkan bantuan kepada
masyarakat awam hukum dengan meminta imbalan‘fasa.

Sebenarnya, pada tahun 2016 telah diadakan penandatanganan perjanjian
kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum
dan HAM dengan Mahkamah ukg RI melalui Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam
hal menjalin kerja sama dan komunikasi bagi para pihak secpealtedemi
terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi
permasalahan hukum (Pasal 1 angka 2). Peran Posbakum dalam perjanjian
kerjasama tersebut diarahkan untuk memberikan rujukan Organisasi Bantuan
Hukum yang terakreditasi oleh Kentmman Hukum dan HAM RI langsung
kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara
pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada pengadilan tingkat
pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali (Pasal 4
angka 2). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 25 Perma No.1 Tahun 2014 huruf ¢
yang menyebutkan jenis layanan Posbakum salah satunya adalah penyediaan
nformasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No
16 Tahun 2011 atau organisasi heart hukum atau advokat lainnya yang dapat
memberikan bantuan hukum curtama. Namun demikian, akan lebih baik
bilamana perjanjian kerjasama tersebut juga dapat mengakomodasi kerjasama
dalam mengakses atanenyertaiSLGP sebagaimana dimaksud di atas.idaHi t
hanya memberikan daftar saja, tetapi juga fasilitasi SLGP bessamadengan
Posbakum.

Pada beberapa hasil penelitian yang bersifat evaluatif terhadap pelayanan
Posbakum di beberapa pengadilan (tidak semual/tertentu) ditemukakan
sejumlah kelemahan alitaranya: pertama, minimnya sosialisasi tentang
keberadaan Posbakum terhadap pengunjung/masyarakat baik melalui personil

41 Loc.Cit
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pengadilan maupun Posbakdfkedua, kurangnya informasi tertulis yang
tersedia tentang promosi layanan Posbakum seperti flyer, brgganduk dan
perangkat elektronik visual ataupun lembaga penyi&taketiga, kurang
memadainya sarana berupa ruangan Posbakum yang tidak cukup strategis dan
minimnya kelengkapan serta fasilitas kerja yang tersédeperti misalnya alat

tulis kantor® keempat, pendanaan atau anggaran dana pada Posbakum yang
dinilai masih kurang memadéikhususnya pada pengadilan yang tergolong
banyak perkaranya yang kurang sebanding dengan jumlah pemohon layanan
Posbakum seperti Pengadilan Negeri kelas IA kRuSeberapa persoalan
kelemahan tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian dari Mahkamah Agung
untuk berupaya mencarikan solusi untuk mengatasi kexdaldala tersebut di

atas.

Pada akhirnya, dalam tataran filosofis, sosiologis dan yuridisnya senyatanya
keberadaanbeberapa peraturan tersebut memiliki perbedaan yang dalam
konteks tertentu bukan untuk dipertentangkan tetapi justru dapat saling
melengkapi demi mewujudkan pelayanan bantuan hukum yang komprehensif,
sistematis dan massif kepada masyarakat perkeadilan yang tidak mampu
(miskin) di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian dalam implementasinya tetap perlu upaya sinergi antara
Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dengan
Mahkamah Agung sebagai penyelenggara Posbakantaganan pembebasan

42 Tumbur Palti D. HutapeslarmonisasPosbakum Mewujudkan Access to Justice bagi Masyarakat
tidak Mampu, dalam Muhammad Zaky Albana, di#elaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadil§dakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung RI, 2018) him.62 dalam B&dhariyantolpid, him. 13

43 Tumbur,Op Cithm.62 dalam Budi Suhariyantbid, him. 14

4Tumbur,0Op Cithm.63 dalanioc.Cit

45 Alat tulis kantor ini yang digunakan petugas dalam melayani pemohon bantuan hukum dalam
setiap pelayanan. Alat tulis kantor antara lain seperti kertas digunakan untuk mengisi permohonan
pelayanan, untuk pembuatan gugatan serta dokumen hukum lain, pembaataran, pena untuk

menulis layanan yang dilakukan, map untuk menyimpan arsip serta lainnya. Ari PReérawd0s

Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas | A Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun, Z0i¢ds Volume 2, Nomor 2, Oktober

2017, him.204 dalarhoc.Cit

¥ ¢2RAYIY wlIEKiflladzZPd dBantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan
Bantuan Hukum CumiadzY' b t F RF t SNJ I NI t ARF Yyl tJORMFakuts3y 3| R
Hukum Volumél| 1 Februari 20161Im.1312 dalam_oc.Cit

47 Wawancara dengan Dr. Marsudin Nainggolan,S.H.,M.H. mantan Ketua Pengadilan Negeri Medan
pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ddlamCit

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukunmiddas BPHN | Kemenkumhani B9



biaya perkara. Karena pada prinsipnya baik layanan bantuan hukum, Posbakum
maupun pembebasan biaya perkara saling melengkapi dan bertujuan untuk
memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Misalnya dengan
membentuk forum komnikasi bantuan hukum yang terdri dari APH (advokat,
polisi, kejaksanaan, MA dan PPNS)

B.4. Perbandingan Pengaturan Bantuan Hukum di Indonesia dengan Belanda,
Australia Thailanddan Inggris

1. Belanda

Pada Tahun 1975 Lembaga Bantuan Hukum di Belandanteladngani
kirakira sejumlah 60.000 perkara yang mencakup bantuan konsultasi hukum
maupun berhadapan dengan konflik hukum, hal tersebut akibat dari cara
memberikan bantuan hukum yang mudah tercapai dan hampir tanpa biaya.
Bantuan tersebut dilakukan oleh hasiswa hukum tingkat akhir yang dibimbing
oleh advokat yang sudah berpengalaman. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum di
Belanda, bertujuan antara laif:

a. Memberikan bantuan hukum kepada pribadi yang tidak
ditangani oleh advokat biasa;

b. Memberikan bantuan hukurkepada kelompok sosial yang
bermasalah dengan hukum;

c. Mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sistem
hukum formil;

d. Mengubah struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan
permasalahan hukum baru.

Menurut ketentuan Bantuan Hukum Belanda, penerima bantuakum
merupakan orang atau badan yang kemampuan kekuangan atau kekayaannya
tidak mencapi jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga
Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai
publik. Lembaga Bantuan Hukum di Betarakan menangani semua jenis
perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180“uro.

48 Schuyt, K. & Sloot Be Weg Naar Her Recfieventer: Kluwer, 1976)Im. 7, dan 390.
4 Naskah Akademik Rancangan Undaimglang Bantuan Hukumiembaga Bantuan Hukum
Indonesia, him. 26,
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2. Australia
Bantuan hukum di Australia dibentuk dan dibiayai sebesar $AU9.700.000
oleh Negara Persemakmuran serta $AU20.400.000 dari sumber d&hgaam
pelaksanaanya dilakukan secara sinergi dengan Komisi Bantuan Hukum dan
Pengaca Profesional atau Pengacara %Sipilstralia tidak mencantumkan hak
bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam
undangundang federalnya, namun diakuilala yurisprudensi dan undang
undang negara bagian yang menciptakan komisis bantuan Rikum.
Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus diuji melalui tiga
kriteria, yaknp3
a. Uiji kriteria pendapatan;
b. Uji kelayakan perkara; dan
c. Uiji keriteria jenis perkara.
Dalam pengujian tersebut, pemohon akan diuji dalam aspek tingkat
kemungkinan menang, perbandingan efesiensi biaya berbanding dengan
manfaat pemohon, dan kelayakan bidya.

3. Thailand

Bantuan hukum di Thailand dibiayai oleh negara sebesar US$1,3 juta
pertahur?® dan dilaksanakan oleh pengadilan, kantor perdana menteri,
kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand. Maasigg lembaga
tersebut menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miSkictior242
Konstitusi Thailand mengaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum
dari negara. Thailand juga telah meratifikasi Konvenan Internasiondlakiak
Sipil dan Politik yang memberikan jaminan untuk hak tersebut. Namun, tidak
diturunkan dalam peraturaperundangundangarr®

501 oc.Cit

51 Goldie, Cassandrhaggal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote
Access to Justice for Marglized in The Context of Human Righktakalah ini disampaikan pada
seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan
Masyarakat Marjinal dam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006}.him. 3

52 |bid.

53 oc.Cit

5Loc.Cit

55 1bid,him. 2930

56 1bid,him. 29
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Pasal 173 Criminal Procedure Codmewajibkan pengadilan untuk
menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan
diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa tersebut adalah anak. Lembaga
Bantuan hukum di Thailamdenangani semua jenis perkara.

4. Inggris

Pada negara Inggris, kelayakan yaitu pemenuhan syarat untuk bantuan
hukum akan tergantung padjenis kasuslan leadaan keuangan.

Untuk kasus perdata (negidana) yaitu mencakup hhal seperti utang,
keluarga ataumasalah perumahan hanya perlu menunjukkan tidak mampu
membayar biaya hukum dan masalahnya serius. Pada umumnya calon klien
harus memberikan perincian dan bukti penghasilan, manfaat, tabungan dan
properti pemohon batuan hukum, dan oraang dari pasangacelon klien.

Jika berusia di bawah 18 tahun, perlu memberikan informasi tentang
penghasilan orang tua atau wali.

Tetapi untuk kasukasus tertentu situasi keuangan calon Kklien tidak
diperhitungkarndalam hal sepertiTribunal kesehatan mentanakanak dadm
perawatan dan genculikan anak

Hal menarik dari bantuan hukum di Inggris, penerima bantuan hukum dapat
membayar sebagaian biaya kasus. Biaya tersebut dapat bengpabayar
sebagian biaya di muleau nembayar kembali sebagian biaya jkang yang
berperkara tersebutnemenangkan uang atau properti dari kasu

Terdapat pula nasihat hukum gratis untuk orang setelah ditangkap dan
sebelum ditanyai di kantor polisi. Jalur untuk ini adalah

a MSYAydl aLISy3FOFN: GdAaAlFag 1Fyd2NJ

dan independen dari poljsi

b. Memberitahu polisj bahwa seseorang tersebmembutuhkan nasihat

hukum kemudiampolisi akan menghubungi Pusat Panggilan Pengacara
PembelaPefence Solicitor Call CenfiSCQG)
c. Meminta polisi untuk menghubungi pengacara.

57 Ibid,hlm. 2930
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Mekanisme ini tersedia karena polisi tidak dapat menginterogasi sampai
orang mendapatkan nasihat hukum. Terdapat beberapa pengecualian untuk
kasuskasus serius seperti terorisme tetapi hanya jika seorang pejabat senior
setuju.

Bantuan hukum juga diperoleh apabila orang dapat membuktikan ia atau
anakanaknya telah menjadi korban pelecehan atau kekerasan dalam rumah
tangga dan tidak mampu membayar biaya hukum. Bukti ini tidak harus
didapatkan sebelum berbicara dengan pengacarauanhukum atau Nasihat
Hukum Sipil (CLA), tetapi mereka harus melihatnya sebelum memutuskan
apakah orang tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum. Hal yang masuk
kategori kekerasan domestik yang dapat mengakses bantuan hukum adalah:

1. Pelecehan atau kekerasadalam rumah tanggaBukti tentang
kekerasan dalam rumah tangga dapat diminta dari: pengadilan, polisi,
konferensi penilaian risiko multigensi (MARAC), layanan social,
seorang profesional kesehatan, misalnya seorang dokter, perawat,
bidan, psikolog ataupengunjung Kesehatan, seorang manajer
perlindungan, layanan dukungan kekerasan dalam rumah tangga, dan
sebagainya

2. Kontrol keuangan, misalnya dihentikan dari mengakses rekening bank
bersama.
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C. Evaluasi Enam Dimensi Undahgdang No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Jumlah Pasal: 25

No
1.

Pengaturan Dimensi
Pasal 1 Efektivitas
1. Bantuan
adalah jasa hukup Peraturan
yang diberikan ole Pe:j“nda”g
Pemberi Bantua Undangan
Hukum secara curmi
cuma kepad:
Penerima Bantua
Hukum.

2. Penerima Bantua
Hukum adalah oran
atau kelompok oran
miskin.

3. Pemberi Bantua
Hukum adalal
lembaga bantual

hukum atau organisa
kemasyarakatan yar
memberi layanal
Bantuan Hukun
berdasarkan Undant
Undang ini.

Variabel
Aspek

pengaturan

Indikator
Belum

Hukun Pelaksanaan | kekosongan | pengaturan

Analisis

Rekomendasi

adg Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum membe Ubah
pengertian bantuan hukum adalah Jasa hul perly

membua

yang diberikan oleh PembeBiantuan Hukum| patasan yang jele
secara cum&uma kepada Penerima Bantu §j S NJ | A G

Hukum.

Ketentuan Umum dalam UU Bantuan Huk
Memberikan pengertian apa yang dimak:
dengan Pemberi bantuan Hukum sebagaim
diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan member
pengertian tentang penerima bantuan huki
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angk
Ketentuan Umum dalam UU Bantuan ti
memberikan pengertian apa yang dimak
RSy 3l &I a@dz] dzyé & t I RI
UU Bantuan Hukum tidak ada penggunaan
jasa hukum. Sehingga tidak jelas apa
dimaksud dengan jasa hukum yang diber
secara cuma&uma dari pemberi bantuan huku
kepada penerima bantuan hukum.

Ketidakjelasan in menimbulkan  potens
penafsiran yang berbedseda baik tingka
pemberi bantuan hukum, penerima bantu
hukum dan penyelenggara bantuan huki
khususnya ketika dikaitkan dengan penggur
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No

Pengaturan
4. Menteri adalat
menteri yang

menyelenggarakan
urusan pemerintaha
di bidang hukum da
hak asasi manusia.

. Standar Bantua
Hukum adalal
pedoman pelaksanag
pemberian  Bantua
Hukum yan(
ditetapkan olel
Menteri.

. Kode Etik Advok:
adalah kode etik yar
ditetapkan olel
organisasi profes

advokat yang berlak
bagi Advokat.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
1FGF -0ddayd & { SGARI |
praktis menimbulkan penafan bahwasany
yang bersifat cum® dzY | KIye
sedangkan pengeluaran  yang bers
operasional, institusional tidak bersifat cur
cuma. Pada satu sisi khususnya dari s
pandang penerima bantuan hukum da
menafsirkan jasa hukum yang cumana m&a
bersifat keseluruhan tidak hanya jasa namun
terkait operasional, biaya perkara, ¢
kebutuhan institusional. Bagi penyelengg
bantuan hukum permasalahan jasa huk
cumacuma juga akan membawa damy
terkaitdengan anggaran negara yang a
diberkan kepada pemberi bantuan hukum un
melaksanakan bantuan hukum sebagaim
diatur dalam Pasal 9 huruf d UU Bantuan Hul
Apakah anggaran negara yang diberikan
pemberi bantuan hukum hanya pada ting
pengeluaran atas jasa atau sudah terme

kompmen pembiayaan operasional, bie
perkara dan institusional.
Selain itu Pasal 10c UU Bantuan hul

mewajibkan Pemberi Bantuan Hukum uni
menyelenggarakan pendidikan dan pelati
Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, do
mahasiswa fakultas hukum ygan direkrut
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No

Pengaturan

Dimensi

Disharmoni
Pengaturan

Variabel

Indikator Analisis Rekomendasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hur
Tentu tidak mungkin negara menurunk
kewajibannya  tanpa memberikan h
pembiayaannya.

Kurang jelasnya definisi Bantuan Hukum |
menimbulkan penafsiran bahwasanya bant
hukum diberikan secara kamnsional dimani
pemberi dan penerima bantuan hukum diberil
secara langsung, namun dalam praktek
perkembangan zaman pemberian bantl
hukum dapat diberikan secara tidak langs
seperti dalam konteks kegiatan penelit
hukum, dimana penerima bantuamkumnya
adalah masyarakat ludan juga melalui layane
hukum secara digital

Perlindungan Pengaturan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: Pene Ubah

mengenai Bantuan Hukum adalah orang atau kelom pengan
pelindungan | orang  miskin. Maka dalam hal ini dal mereformulasi
ga”?dsz’)“a;’;d disimpulkan bahwa UU Bankum memba kembali batasa
lebih l;eratura; kriteria p(_an(_arima ba_ntu_an hukum hanya k(_apa dan ruang lingku
setingkat, tetap Orang miskin. Menjadi pertanyaan bagaim penerima
memberikan | dengangolongan atau kelompok rentan, mer€ Bantuan Hukun
pelindungan | pun seharusnya mendapat hak yang sidalam undang
tersebut pade sebagai penerima bantuan hukum. undang ini.

subyek  yan(gangingkan dengan beberapa  peratu
berbeda . N
perundangundangan lain, seperti:
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis Rekomendasi

Pasal 56 KUHAP: Dalam hal tersangka | Kajian
terdakwa disangka atau didakwa alelkan komprehensif
tindak pidana yang diancam dengan pidana | perlu  dilakukar
atau ancaman pidana lima belas tahun atau I untuk melihat
atau bagi mereka yang tidak mampu vy kondisi atau fakt:
diancam dengan pidana lima tahun atau le di lapangan
yang tidak mempunyai penasihat hukum sen| terkait ~ dengar
pejabat yang bersangkutarada semua tingke adanya kelompo
pemeriksaan dalam proses peradilan w masyarakat yan
menunjuk penasehat hukum bagi mereka. | masih belurr
Pasal 23 UU 11/2012 SPPA: Dalam setiap ti dapat mengakse
pemeriksaan, Anak wajib diberikan banti bantuan hukum.
hukum dan didampingi oleh Pembimb

Kemasyarakatan atau pendampiran| sesua

dengan ketentuan peraturan perundar

undangan. Dengan demikian sistem perac

anak mewajibkan adanya bantuan hukum ur

tiap setiap tindak pidana yang dilakukan anal

Pasal 64 UU 35 tahun 2015 tentang perubg
atas UU 23/2002 tentang Perlimtgan Anak
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhad
dengan hukum dilakukan melalui pember
bantuan hukum dan bantuan lain secara efek
Pasal 56 ayat (1) UU 48/2009 KEKUAS
KEHAKIMAN: Setiap orang yang tersar
perkara berhak memperoleh barmtu hukum,
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Ayat (2): Negara menanggung biaya perkara
pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 ayat (1) UU 48/2009 KEKUAS
KEHAKIMAN: Pada setiap pengadilan n
dibentuk pos bantuan hukum kepada pen
keadilan yang tidak mampu dalam memperc
bantuan hukum.

Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 48/2
KEKUASAAN KEHAKIMAN:Yang dimaksud (
"pencari keadilan yang tidak mampu" adé
orang perseorangan atau sekelompok or
yang secara ekonomis tidak mampu y
memerlukan jasa hukum untuk menangedan
menyelesaikan masalah hukum.

Pasal 18 ayat (4) UU 39/1999 HAM: Setiap @
yang diperiksa berhak mendapatkan bant
hukum sejak saat penyidikan sampai ade
putusan pengadilan yang telah memperg
kekuatan hukum tetap.

Pasal 66 ayat (6) UU 39/19BI3\M: Setiap ang
yang dirampas kebebasannya  ber
memperoleh bantuan hukum atau bantu
lainnya secara efektif dalam setiap taha|
upaya hukum yang berlaku.

Pasal 22 ayat 1 UU 18/2003 ADVOKAT: Ad
wajib memberikan bantuan hukum secara cu
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

cuma kepda pencari keadilan yang tid
mampu.

Pasal 217 ayat (1) UU 31/1997 PERAD
MILITER: Dalam hal Tersangka atau Terd
disangka atau didakwa melakukan tindak pic
yang diancam dengan pidana mati atau dian
dengan pidana penjara 15 (lima belas) ta
atau lebih, Perwira Penyerah Perkara ¢
penjara lain yang ditunjuknya wajib menun
Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdze
Ayat (2): Setiap Penasihat Hukum yang ditu
untuk bertindak sebagaimana dimaksud p
ayat (1) memberikan bantuannya @g@m cuma
cuma.

Pasal 10 d UU 23/2004 tentang Penghapl
Y5weY AY2ND + Yy oSN
pendampingan oleh pekerja sosial dan bant
hukum pada setiap tingkat proses pemeriks
sesuai dengan ketentuan peraturan perunde
dzy Rl y3l yé o

Pasal 35 UU 21/200%ntang Pemberantase
CAYRI] t ARF Y t SNRI
proses penyidikan, penuntutan, d
pemeriksaan di sidang pengadilan, s
dan/atau korban berhak didampingi ol
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

advokat dan/atau pendamping lainnya i
RAOdzi dzK1 | Yy € @

Pasal 6 huruf (1) g UU 2817 tentang
t SNI AYyRdzy3dty t S1SNEI
Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Mig
Indonesia  memiliki hak: memperol
pelindungan dan bantuan hukum atas tinda
yang dapat merendahkan harkat dan martg
sesuai dengan ketentuan peraturparundang
undangan di Indonesia dan di negara tuj
penempatan.

Pasal 21 ayat (1) huruf f UU 18/20
Perlindungan  selama  bekerja  melig
pendampingan, mediasi, advokasi,
pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi j
advokat oleh Pemerintah Pusatardatau
t SNBF{Af LY wSLldzft A
Pasal 5 ayat (2) huruf f UU 13/1998 tent;
YySasSal KGSNF F Iy [ |y
penghormatan dan penghargaan kepada la
usia diberikan hak untuk meningkatk
kesejahteraan sosial yang meliputi kefahan
RFfFY tF&Fyly RIEY ot
Pasal 29 UU No. 8/2016 tentang Penyanc
5Aal0AtAGIAY at SYSNA
wajib menyediakan bantuan hukum kep:
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Penyandang Disabilitas dalam se]
pemeriksaan pada setiap lembaga pene
hukum dalamhal keperdataan dan/atau pidal
sesuai dengan ketentuan peraturan perunde
dzy R y3l yé @

Maka berdasarkan hal tersebut daj
disimpulkan beberapa persamaan Kkrite
penerima bantuan hukum menurut UU Bank
dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan
Advokat, yang ada dasarnya samsama
mensyaratkan penerima bantuan hukum ha
untuk orang tidak mampu atau miskin (tic
dapat memenuhi kebutuhan ekonomi ny
Namun terdapat juga yang mensyaratkan krit
penerima bantuan hukum dengan kriteria |
seperti KUHAP, USPPA, UU HAM, dan |
Peradilan Militer. Maka dalam hal ini da|
disimpulkan masih terdapat kelompok a
golongan lain yang belum tercakup seb:
penerima bantuan hukum selain apa Vi
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Bar
seperti kelompok rentan maup disabilitas
serta pendampingan kepada korban (bu
tersangka/ terdakwa) perlu dipikirkan.
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No

Pengaturan

Dimensi

Disharmoni
Pengaturan

Variabel
Hak

Indikator Analisis

Pengaturan Memang berdasarkan Pasal 1 butirkeahwa
mengenai Hal penerima Bantuan Hukum hanya seb:
yang tidak masyarakat miskin. Namun apabila kita mel
konsisten/saling ¢ 1asi Pasal 3 huruf b bahwa salah satu tu
bertentangan .
antar pasa diselenggarakannya program Bant_uan_ Hul
(dalam adalah untuk "mewujudkan hak kaihgsional
peraturan yang¢ Ségala warga negara sesuai dengan pr
sama). persamaan kedudukan di dalam hukum”. M
dalam hal ini kita dapat melihat pertentang
"ide" antara Pasal 1 butir & dengan Pasal
huruf b UU Bankum. Hal ini tentu menyebab
permasalahan normatiflan menjadi pertanyaa
sebenarnya apa yang menjadi tuju
diselenggarakannya Bantuan Huk
berdasarkan UU ini? Di satu sisi penel
bantuan hukum hanya sebatas masyar:
miskin, namun di satu sisi tujuan d
penyelenggarannya adalah untuk mewujud
hakkonstitusional segala warga negara.
Hal ini juga disharmoni dengan Pasal 5 di di
UU Bantuan Hukum.
Maka berdasarkan hal tersebut perlu dilaku
perubahan terkait formulasi Pasal 1 butirX
mengenai subjek penerima bantuan huki
tidak hanya sebatas masyarakat miskin ¢
namun mencakup kelompdelompok lain yan
belum tercantum dalam UU ini mauppada UU

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukumddas BPHN | Kemenkumhani B2

Rekomendasi



No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi
lainya, sehingga definisi yuridis pada und:
undang ini dengan peraturan perundal
undangan lainya bisa selaras, dan d:
mewujudkan hak konstitusional segara we
negara sesuai dengan pringiguality before the

law
4. Efektivitas | Aspek Belum ade Dalam peraturan turunan UU Bankum, terdg Ubah
Pelaksanam | kekosongan | pengaturan. | definisi yuridis yang tidak tercantum dalam
Peraturan | pengaturan Bankum selaku peraturan induk nya, seperti:
Perundang 1. Pemohon Bantuan Hukum;
Undangan
2. Perkara;
3. Litigasi dan Non Litigasi;
4. Verifikasi;
5. Akreditasi;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
(APBD);
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne:
(APBN);
8. Anggaran Bantuan Hukum.
5. |Pasal2 Efektivitas | Aspek Akse Ketersediaan | Berdasarkan riset yang &bl dilakukan oleh IJf Tetap
Bantuan Hukun Pelaksanaan | Informasi | informasi dalan (indonesia  Judicial Review Sogietyand patut  dicermati
dilaksanakan berdasark| Peraturan - Masyarakat | menerapkan | gisampaikapada FGD di BPHN (3 Agus apaah kemudiar
asas: Perundang pengaturan 2020), bahwa sebanyak 52% masyaraka gsasasas in
Undangan peraturan S .
a. keadilan; Indonesia tidak mengetahui adanya banti penarbenar

hukum secara gratis yang diselenggarakan | menjadi
Pemerintah. Meskipun tdepat masyarakg pegangan par.
yang mengetahui adanya program tersebut,
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

b. persamaan 52% tersebut dibagi lagi. Sebanyak 64% {pelaksana
kedudukan di dalar menggunakan bantuan hukum tersel undangundang
hukum; dikarenakan (IJRS: 2020, 6): ini dalam

c. keterbukaan; 1. Ditakutkan proses nya akan berbéfdit; | melaksanakan

d. efisiensi; 2. Tidak yakin akan mendapatkan hasil y Bantuan Hukum?

e. efektivitas; dan memuaskan.

f. akuntabilitas.

Maka berdasarkan hal tersebut, perlu ada
sosialisasi yang lebih dari para Penyuluh HU
terkait UU No. 16/2011 tentang Bantuan Huki
Lebih lanjut, menurut IJRS bahwa ideal
negara memiliki data mengenai angka kebutu
masyarakat atas bd&an hukum. Hal ir
bertujuan untuk mengetahui berapa bany
masyarakat yang mengalami permasala
hukum dan tidak mampu menyelesaikan
secara mandiri. Disamping itu, data tersebut j
bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bantu
hukum yang dibututdn masyarakat. Pasalny
tidak semua lembaga bantuan hukum mem
sumber daya yang sesuai dengan kualif
permasalahan hukum yang dihadapi masyarz
Memang perlu disadari, bahwa persebaran (
sebagai garda terdepan dalam melaku
pemberian bantuan hukum belum merate
Menyikapi hal tersebut, menurut IJRS bal
sementara ini  kita sebenarnya daj
memaksimalkan pelayanan bantuan huk

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhani B#



No

Pengaturan

Dimensi Variabel Indikator
Efektivitas | Aspek Tercukupinya
Pelaksanaan| Sumber Day SDM yan(
Peraturan Manusia dibutuhkan
Perundang dalam
Undangan menerapkan

pengaturan
dalam
peraturan.

Analisis

dengan memanfaatkan sumber2 yang &
Berdasarkan data hasil survei kebutuhan hu
yang telah dilakukan di Provineiedvesi Selata
dan Provinsi Lampung dapat disimpulkan ba
selain OBH, pihak yang sering diminte
pertolongan oleh masyarakat ketika menghac
permasalahan hukum adalah: keluarga, to
masyarakat/adat/agama (IJRS: 2020, 9).
Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun
Bankum berjalan, memang banyak manfaat y
diperoleh  darinya. Mengingat Indone
merupakan negara kepulauan yang sangat
wilayah nya, dalam penerapan UU Banl
terdapat bderapa kendala klasik seperti ma
kurangnya jumlah SDM Pemberi Bantuan Hu
(OBH) pada beberapa daerah di Indone
Daerah seperti Kalimantan, Bandgelitung,
Kep. Riau, Papua, Papua Barat, dll masih s
minim, bahkan dapat dihitung dengan |
(Raayu: 2020, 2). Bahkan saat ini hanya terd:
215 kabupaten/kota yang memiliki PBH dad
keseluruhan  kebupaten/kota 4medonesia
Persebaran OBH yang kurang merata
menyebabkan penerapan UU Bankum mer
tidak efektif serta efisien, dan tentun
bertentangan dengan Pasal 2 huruf e dan f.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Survey ini selaras dengan Penelitian terhe
Indeks Akses Keadilan di Indonesia
dilakukan Mappi, YLBHI dan ILR. Surve
YSySYdzl Iy avYlF&aik ol
tidak menggunakan bantuan hukum. Hal
menurjukkan  bahwa pemerintah  belu
maksimal dalam menyediakan bantuan huk
termasuk kepada perempuan korban kekera!
Secara kuantitas, hal ini dilihat dari pende
pakar yang menyatakan bahwa jum
Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia t
merata sehingg masyarakat masih sulit dalz
mengakses bantuan hukum. Dari segi j
bantuan hukum, ketersediaan bantuan huk
bagi orang yang menempuh mekanisme for,
ternyata lebih banyak didampingi ol
pendamping non hukum seperti keluarga, ter
dan tokoh masyafal G & ®

Kalaupun pada daerah tersebut terdapat O
kebanyakan mereka berada pada Ibuk
Provinsi. Hal ini menyebabkan, dalam k:
tertentu para OBH ini kesulitan mengakses |
calon penerima bantuan hukum, selain kar
kurangnya SDM, biaya transportpghn menjad|
kendala utama, mengingat kondisi geogr
pada tiaptiap daerah berbeda dan unik. Kont
geografis ini juga berpengaruh pada prc
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

verifikasi OBH di lapangan oleh Tim 7, ka
mereka harus meninjau langsung OBH |
caloncalon pemberi bamtan hukum yani
berada pada daerah yang sulit di jangkau dal
ini memerlukan anggaran yang cukup besar.

Pada saat ini sebanyak 524 PBH yang terse|
seluruh provinsi di Indonesia sebagaim
tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum ¢
HAM RI NomoM.HH01.HH.07.02 TAHUN 20
tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hul
yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi seb
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun Z
s.d. 2021. Jumlah tersebut meningkat 30% I
banyak dibandingkan periode akreditasi p
tahun  sebtumnya yang hanya @ 4(
PBHMenyikapi kendala ini, BPHN mengaral
PBH untuk menunjuk rekan advokat vy
berdomisili di kabupaten/kota untuk berafili;
dengan PBH terverifikasi dan terakredi
dengan menggunakan surat penunjukan |
Direktur/Ketua PBH terakreditasi, hal it
diharapkan dapat memperluas pember
bantuan hukum untuk orang miskin at
kelompok orang miskin di tingk
kabupaten/kota.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukumddas BPHN | Kemenkumhani BV
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No

7.

(2) Bantuan

Pasal 4

Pengaturan
(1) Bantuan
diberikan kepad;
Penerima  Bantua
Hukum yan(

menghadapi masalg
hukum.

Hukun
sebagaimana
dimaksud pada ay:
(1) meliputi masala
hukum keperdataar,

pidana, dan tat:
usaha negara ba
litigasi maupur
nonlitigasi.

Dimensi

Efektivitas

Peraturan

Perundang - | situasi saat i masih

Undangan

Variabel

Aspek

Hukurl Pelaksanaan | Relevansi

dengan

Indikator

Pengaturan
dalam
peraturan

untuk
diberlakukan
secara efisien

relevar

Analisis Rekomendasi

Menyikapi kendala ini, BPHN mengarahkan
untuk menunjuk rekan advokat yang berdom
di kabupaten/kotauntuk berafiliasi dengan PE
terverifikasi dan terakreditasi deng
menggunakan surat penunjukan d
Direktur/Ketua PBH terakreditasi, hal
diharapkan dapat memperluas pember
bantuan hukum untuk orang miskin at
kelompok  orang miskin  di  tingk
kabupaten/kota.

Bantuan Hukum pada dasarnya ade¢Ubah
merupakan "Hak". Maka bantuan hukum he yntuk
bisa diakses oleh semua orang tanpa terke{ mendukung

dan tanm diskriminatif, tapi juga sensiperluasan akse
terhadap kebutuhan unik dari individu Ye terhadap
dibantu karena kendala dan hambatan indi\ keadilan, = mak

mengakses haknya tidak bisa digeneral sydah sepatutny
(Arianingtyas: 2020, 5) untuk meghapug
Melihat Pasal 4 angka 1 bahwa, ling hambatan dar
pemberian bantuan hukumhanya sebata kendala, yani
masalah hukum keperdataan, pidana, dan | menjadi batasar
usaha negara baik litigasi maupun nonlitic Oleh karena it
Bagaimana dengan ranah eksekusi? Bagail patut di
juga dalam haludicial Revievdi Mahkamat pertimbangkan
Konstitusi? untuk membuke
ruang lingkug
Bantuan Hukum

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukumddas BPHN | Kemenkumhani B8



No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

(3) Bantuan Hukun Maka dalam hal ini, perlu menambahkan p| tidak hanye
sebagaimana tahap Eksekusi dadudicial Reviewatau Ujiisebatas  sesui
dimaksud pada ay: Materiil pada Mahkamah Konstitusi. Pé¢yang di sebut
Q) meliputi dasarnya sebuah permasalahan hukum ¢ dalam Pasal 4.
menjalankan  kuasi selesai setelah isi putusan itu dijalankan, ti
mendampingi, hanya sekedankracht menang di atas kerte
mewakili, membelg saja. Akses keadilan bagi masyarakat mig&in
dan/atau melakukal kelompok rentan juga dibutuhkan pada saat-t
tindakan hukum lail hak konstitusionalnya dilanggar oleh su
untuk  kepentingar peraturan  perundangindangan.  Bantua
hukum Penerimi hukum dalam litigasi saat ini memang su
Bantuan Hukum. meliputi masalah hukum keperdataan, pida

dan tata usaha, namun tidak untykdicial
review hak uji materiil.

Terhadap pengujian sebuah aturan su
seharusnya masyarakat miskin dan kelon
rentan juga memiliki kesempatan yang sé
untuk memperjuangkan haknya, apalagi ha
juga terkait dengan beban biaya administ
judicialreviewitu sendiri. Peradilan yang sifatn
khusus seperti Perburuhan, Proses Acara |
dan Sederhana, dan Diversi juga perlu dimas
apabila terdapat wusulan untuk dilakuk
perubahan.

Masyarakat miskin pun memiliki hak un
melakukan JR, apabila disaterdapat suatu hi
dalam peraturan perundangndangan

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukumddas BPHN | Kemenkumhani B9



No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

bertentangan dengan konstitusi. UU yanc
mengatur secara umum jelas berdam|
terhadap kehidupan masyarakat termays
mereka yang miskin. Selain itu judicial rey
dapat berdampak langsung terhadagasus
hukum yang sedang dihadapi orang miskin.
Apabila melihat lebih lanjut pada PP No. 42/2
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bar
Hukum, maka hal tersebut belum termas
dalam lingkup pemberian bantuan hukum.

Dalam hal peradilan yang sifatiyhusus seper
Perburuhan, Proses Acara Biasa dan Seder
dan Diversi juga belum termasykng disebu
secara khusus. Bahkan kepailitan di penga
niaga dapat memiliki hubungan dengan-hak
buruh dalam hal perusahaan dipailitkan pi
ketiga.

Dergan alasaralasan di atas aka tidak
memasukanJR dan eksekusi dalam cakup
bantuan hukummenghambataccess to justic
(diakses oleh semua orang tanpa terkecuali),
secara normatif bertentangan dengan Pas:
huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (1) UU Bamku

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhanj RO
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

8. |Pasal5 Pancasila Kemanusiaar Adanya Pasal ini berkaitan dengan Pasal 1 angka | Ubah

(1) Penerima  Bantua ketentua_n yan{ Bankum. Pasal ini juga membatasi penel
Hukum sebagaimar| memberikan | hantuan hukum hanya masyarakat miskin. T/ Sesuaikan dengz
dimaksud dalam Pas {2?;'232 diketahui sebelumnya bahwa dalam bebere perubahan pad:
4 ayat (1) meliput per"ndu%gan peraturan perundangindangan lain, pad Pasal 1 angka 2.
setiap orang atal penegakan, kelompokkelompok tertentu juga perl
kelompok orang pemenuhan, |Mmendapatkan bantuan hukum berdasarl
miskin yang tida dan pemajuar kebutuhan nya yang khusus (unik).
dapat memenuhi ha HAM atau tid&| Hz) inj lah yang menyebabkan UU Bankum f
dasar secara layak d; g'tem“ka” sinkron dengan peraturaperundangundangan
mandiri. rﬁéﬁn::;ur)]/ang lainya. Merujuk kepada formulasi Pasal 5 aya

(2) Hak dasa nilaig ygnc bahwa yang dimaksud dengan "hak da
s_ebagalmana menegasikan | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mel
dimaksud pada ay: perlindungan | hak atas pangan, sandang, layanan keseh
(1) meliputi hak ata penegakan, |layanan pendidikan, pekerjaan dan berus:
pangan, sandant pemenuhan, | dan/atau perunahan.
layanan  kesehatal ainM PEMALAT Apabila kita bandingkan dengan Perma
layanan  pendidikar 1/2014, dalam peraturan tersebut terdag
pekerjaan dar pengaturan yang sama terkait subjek huk
berusaha,  dan/atal penerima bantuan hukum, yaitu masyara
perumahan miskin. Di sisi lain, Perfjuma memberikal

LISNI dz &y {2y i8S akegada
af et yly Kdzl dzré o 51§
tersebut tidak hanya ada bantuan huki
sebagaimana diselenggarakan oleh Posba
tetapi juga berupa layanan pembebasan bi
perkara dan sidang di luar gedung pengac

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhanj RL



No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

(SLGP). Pada tabel analisis inhakhahas lebil
khusus mengenai SLGP.

Hal ini dikarenakan SLGP mempunyai "ide" ¢
yang baik terkait pemaknaan "tidak mam|
dalam hal masyakat miskin/tidak mampi
sebagai subjek hukum utama penerima bant
hukum. Disampaikan oleh Budi Suhariyz
Penditi Balitbangkumdil Mahkamah Agung p:
FGD di BPHN 3 Agustus 2020, bahwa perl
tersebut juga tidak terpaku pada orang a
sekelompok orang yang patut atau we
GRAOLFYGdz (I NByl 18
ekonomi  (miskin), tetapi juga melipi
pemberan akses seludsasnya denga
aYSyeasSvyLizi o2ftFé Gk
pengadilan kepada masyarakat yang akse
sulit atau tidak mudah dijangkau melalui sid
keliling atau sidang di tempat sidang tetap. |
ketidakmampuan masyarakat pencari kead
itu senyatanya juga dimaknai sebsg
ketidakmampuan mengakses persidangan |
berperkara di pengadilan dikarenakan lol
yang jauh atau sulit transportasi se
akomodasinya (Suhariyanto: 2020, 3). Ha
dapat menjadi masukan yang baik dalam
reformulasi pasal terutama pemaknaan "mis}
atau "tidak mampu" dalam UU Bankum

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhanj RR
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No
9.

Pengaturan Dimensi Variabel
Pasal 6 Efektivitas | Aspek
(1) Bantuan Hukun Pelaksanaan | Relevansi
diselenggarakan Peraturan dengan
untuk  membanty "é"undang
Undangan

penyelesaian
permasalahan hukur

yang dihadap
Penerima Bantua
Hukum.

(2) Pemberian Bantua
Hukum kepad:
Penerima Bantua
Hukum
diselenggarakan ole
Menteri dan
dilaksanakan ole
Pemberi Bantua

Hukum berdasarka
UndangUndang ini.
(3) Menteri sebagaiman
dimaksud pada ay:
(2) bertugas:
a.menyusun
menetapkan
kebijakan
penyelenggaraan
Bantuan Hukum;

dat

situasi saat ir masih

Indikator

Pengaturan
dalam
peraturan

untuk
diberlakukan
secara efisien

relevar

Analisis

2019) terkait penyerapan program bantu
hukum pada 33 kantor wilayah Kementer
Hukum dan HAM RI, maka dapat dikats
berjalan dengan baik.

Pada tahun 2017, anggaran bam hukum yan(
terserap sebesar 93,88% dari total pagu ¢
anggaran Rp. 41.145.310.00Kemudian pad
tahun 2018, meningkat menjadi 95,22% ¢
pagu awal anggaran Rp. 46.278.869.9(®ade
tahun 2019 juga meningkat menjadi 97,6
dengan pagu awal ang@n Rp
51.100.000.0080, Jadi total dalam kurun waktu
tahun terakhir terjadi peningkatan sebanyak !
Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai indik
yang baik terkait penyelenggaraan banti
hukum di Indonesia, terlihat bahwa dalam ku
waktu tersebti penyerapan pada tiap taht
hampir mendekati seratus persen.
Dalam rangka memperluascess to justiomaka
Kementerian Hukum dan HAM telah melaku
beberapa inovasi terkait program Bantt
Hukum ini seperti:
1. Dibuatnya aplikasi SID Bankum ur
membantu dan mempermudah prose
verifikasi dan akreditasi OBH;

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhanj RB
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No

Pengaturan

b.menyusun dar
menetapkan
Standar Bantua
Hukum berdasarka
asasasas
pemberian Bantua
Hukum;

C.Mmenyusun rencan
anggaran Bantua
Hukum;

d.mengelola anggara

Bantuan Hukun
secara efektif
efisien,
transparan,dan
akuntabel; dan

e.Mmenyusun dan

menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
Bantuan Hukun
kepada Dewal
Perwakilan  Raky;
pada setiap akhi
tahun anggaran.

Dimensi Variabel Indikator Analisis

2. Membuat website konsultasi hukum ya
Legal Smart Channel (LSC), yang merug
wadah bagi para pencari bantuan huk
dalam melakukan konsultasi hukum tar
harus bertatap muka. Nantinya seti
pertanyaan akan dijawab oleh Penyul
Hukum yang berkompeten pada bidang r

3. Membuat beberapa MoU dengan bebere
stakeholderseperti: Kepolisian, Mahkam
Agung, Kementerian Dalam Neg
Kejaksaan Agung, dll.

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhani R#
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No

10. | Pasal 7

Variabel Indikator

Aspek

Dimensi
Efektivitas

Pengaturan

sebagaimar Peraturan Manusia

tugas
Perundang -

dimaksud dalam Pas SDN

kualitas

6 ayat (3), Menter Undangan ﬁi)nu%uhkan

berwenang: dalam

a. mengawasi dal menerapkan
memastikan pengaturan
penyelenggaraan dalam
Bantuan  Hukun peraturan.
dan pemberiar
Bantuan  Hukun

dijalankan sesus
asas dan tujua
yang ditetapkat
dalam Undang
Undang ini; dan
b. melakukan
verifikasi dar
akreditasi
terhadap lembag:
bantuan  hukun
atau organisas
kemasyarakatan
untuk memenuh
kelayakan sebag
Pemberi Bantua

Analisis

sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

terdapat

Kabupaten/Kota di seluruh

Rekomendasi
Terpenuhinya | Hingga saat ini masih terdapat disparitas jun Ubah

(1) Untuk melaksanake Pelaksanaan | Sumber Day, kapasitas,
integritas  dar terakreditasi. Pada periode 2062921, barU Berdasarkan has
215 Kabupaten/Kota dari 14 diskusi,
Indonesia y{dua
memiliki OBH terakreditasini berarti bahwz terkait

terdapa
alternatif
periode

masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang be verifikasi dar

memiliki OBH terakreditasi.

akreditasi ini

Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki ( yaitu
terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirr 1. Tetap 3

maka masih harus menunggu 3 tahun ur
dilakukan verifikasi untuk  meapatkan
akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tal
tersebut dianggap terlalu lama sement:
kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyar
semakin mendesak.

Selain itu waktu verifikasi dan/atau akredi
yang terlalu lama berarti menumpuknya ber
yang harus diperiksa oleh tim vera
Pemeriksaan kebenaran materiil (tidak ha
formil) dari berkadberkas tersebut sangi
penting untuk menjamin kebenaran pember
bantuan hukum tersebut sehing
menumpuknya berkas dapat berakibat tic
mendetailnya pemer#aan tersebut.

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhanj Rb

tahunan
dengan
pertimbangan
anggaran,
namun
evaluasi keta
(reward and
punishmeny
setiap tahur
(dapat
diturunkan
atau dicabut
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akreditas);

. Setiap tahun

namun mas:
waktu status



No

)

Pengaturan

Hukum
berdasarkan
UndangUndang
ini.

Untuk  melakuka

verifikasi dar
akreditasi
sebagaimana
dimaksud pada ay:
(1) huruf b, Menter

membentuk

paniti

yang unsurnya terdi
atas:

a.

kementerian yan(
menyelenggaraka
urusan

pemerintahan d
bidang hukum da|
hak asasi manusit

. akademisi;

. tokoh masyarakat
dan

. lembaga atal

organisasi  yan
memberi layanal
Bantuan Hukum.

Dimensi Variabel Indikator Analisis

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhani R6

Rekomendasi

akreditasiPBH
tetap selama !
tahun dan
akan berbeda
beda antare
pbh satu
dengan
lainnya.
Perlu  dukungal
Cost and Benef
Analysis dan
penelitian  lebit

lanjut, untuk
menentukan
desain veriiasi

dan akreditas
yang tepat dalan
pelaksanaanya.



No

11.

Pengaturan

Verifikasi
akreditasi
sebagaimana
dimaksud pada ay:
(1) huruf b dilakuka
setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjt

mengenai tata car

verifikasi dar
akreditasi
sebagaimana
dimaksud pada ay:

(1) huruf b diatul

dengan Peratura

Menteri.

Pasal 8
(1) Pelaksanaan Bantus

Hukum dilakukan ole

Pemberi Bantua

Hukum vyang tela

memenuhi syara

berdasarkan Undant

Undang ini.

(2) Syaratsyarat Pembel
Bantuan Hukun
sebagaimana

3) da

Dimensi

Efektivitas | Aspek
Pelaksanaan | Relevansi

Peraturan dengan
Perundang - | situasi saat ir masih
Undangan

Variabel

Indikator

Pengaturan
dalam
peraturan
relevar
untuk
diberlakukan

secara efisien |Lembaga Bantuan Hukum atau Organi memiliki

Analisis Rekomendasi

Permasalahan yang ditemukan pada bagial Tetap

lebih banyak terkait dengan masalah Yy Harus di
ditemukan di lapangan, yakni: perhatikan bahwi
Pertama secara umum dalam prakteknya un pasal ini dalan
dapa menjadi Pemberi Bantuan Hukum, sebl implentasinya
bangk
Kemasyarakatan  harus terlebih  dah masalah.
terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementer

Hukum dan HAM. Faktanya dilapangan m

ditemukan Calon Pemberi Bantuan Hukum y

belum menahami prosedur pendaftare

verifikasi dan akreditasi, termasuk Calon Pen

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhanj RY



No Pengaturan

dimaksud pada ay:

(1) meliputi:

a. berbadan hukum;

b. terakreditasi
berdasarkan
UndangUndang
ini;

c. memiliki  kantor
atau  sekretaria
yang tetap;

d. memiliki pengurus
dan

e. memiliki progran
Bantuan Hukum.

12. | Pasal 9

Dimensi

Efektivitas

Variabel

Aspek

Indikator

Terpenuhinya

Pemberi Bantuan Huku Pelaksanaan| Sumber Day, kapasitas,

berhak:

a. melakukan rekrutme|
terhadap advokat
paralegal, dosen, dg

Peraturan
Perundang -
Undangan

Manusia

integritas  dar]
kualitas ~ SDN
yang
dibutuhkan
dalam
menerapkan

Analisis

Bantuan Hukum yang tidak mengeta
peraturanperaturan yang lebih teknis terk;
penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi.

Kedua permasalahan lainnya adalah berka
dengan prsebaran pemberi bantuan hukt
yang belum merata di seluruh wilayah Indone
Terlihat berdasarkan peta akses kead
(adil.bphn.go.id) tersebut, dapat terlihat deng
jelas persebaran OBH di Indonesia yang n
belum merata, daerah seperti Kalimant
BangkaBelitung, Kep. Riau, Papua, Papua E
masih sangat minim, bahkan dapat dihitl
dengan jari. Saat ini hanya terdapat
kabupaten/kota yang memiliki PBH. Dari

(lima ratus dua puluh empat) OBH yang su
terakreditasi, mayoritas OBH berada Rulau
Jawa, sedangkan pada daerah lainya se
Kalimantan dan terutama pada Indonesia ba|
timur masih sangat sedikit dan kalaupun

hanya terpusat pada Ibu Kota Provinsi.

Jumlah sebaran Advokat pada setiap Provin
Indonesia sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ré
orang dan Paralegal sebanyak 3.957 (tiga
sembilan ratus lima puluh tujuh) orang. Mg
dengan keterbatasan personel advokat
sebarannya yang elum merata dewasa ir
sebenarnya dapat memanfaatkan ¢

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhani R8
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No

Pengaturan

mahasiswa  fakulte
hukum;

melakukan pelayang
Bantuan Hukum;
menyelenggarakan
penyuluhan  hukun
konsultasi hukur|
dan program kegiata
lain yang berkaitar
dengan
penyelenggaraan
Bantuan Hukum;
menerima anggara
dari negara untul
melaksanakan
Bantuan Hukun
berdasarkan Undan
Undang ini;
mengeluarkan
pendapat atau
pernyataan dalan
membela perkari

yang menjad
tanggung jawabnya ¢
dalam sidan(

pengadilan sesu:
dengan ketentual

Dimensi Variabel Indikator Analisis
pengaturan memaksimalkan tenaga Paralegal yang
dalam Beberapa cara dapat ditempuh unt
peraturan. memaksimalkan peran Paralegal:
1. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan K
Paralegal;

2. Pengakuan kompetensi Paralegal;
3. MembuatStandar Kurikulim peran Parale(

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhani R9
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi
peraturan perundang

undangan;
13. |Pasal 12 Kejelasan | Penggunaan| Kejelasan Berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadil Ubah

Penerima Bantuan Huku Rumusan _ba_hasa' ukuran selesainya perkara, misalnydach hal

berhak: istilah, kata perkara perdata, suatu perkara sudah dipyDengan

a. mendapatkan dan memiliki kekuatan hukum tetanKrachtl membuka ruang
Bantuan Hukun van gewischde namun dalam hal eksekibantuan hukum
hingga masala belum dapat terlaksana sebagaimana mesti hingga masu
hukumnya seles; Maka berdasarkan Ps. 12 UU Bankum, hak | pada tahar
dan/atau perkarany; menerima bantuan hukum dapat saja berh¢ eksekusi
telah mempunya ketika perkara tersebut telah diputus d (pelaksanaan
kekuatan hukun memiliki kekuatan hukum tetap,eskipun pad: Putusan
tetap, selame tahap eksekusi belum dapat terlaksana. Pengadilan).
Penerima  Bantua Apakah putusan yang berkekuatan hukum te
Hukum yan( at vyl Y1yl yel RSy
bersangkutan tidak Kdzl dzvyyel aSftsSalié as
mencabut sura dalam formulasi Ps. 12 hal tersel
kuasa; dibedakan. Hal ini diperkuat juga padas.P46

b. mendapatkan Permenkumhm No. 63/2016 bahwa taha
Bantuan Hukun eksekusi tidak termasuk ke dalam ling
sesuai denga penyaluran dana bantuan hukum.
Standar Bantua *Bandingkan dengan penjelasan Pasal 68C
Hukum . dan/atay 49/2009 ttg Peradilan Umum, bahwa menu
gs:e Etik Advoka UU ini, bantuan hukum diberikan sampai p

tahap ekseksi.
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No

14.

Pengaturan Dimensi Variabel Indikator

c. mendapatkan

informasi dar

dokumen yan(

berkaitan dengal

pelaksanaan

pemberian Bantua

Hukum sesuai dengs

ketentuan peraturar

perundang

undangan.
Pasal 14 Efektivitas | Aspek Pengaturan

(1) Untuk memperole| Pelaksanaan| operasional | dalam

Bantuan Hukun{ Peraturan
pemohon  Bantua Perundang | peraturan | dapat
Hukum harus Undangan dllaksanakar)
i secara efektif

memenubhi syarat
syarat:
a. mengajukan

permohonan

secara tertulis

yang beris

sekurang

kurangnya

identitas pemohor
dan uraian singke
mengenai  pokol
persoalan yan|

Analisis Rekomendasi

Program Bantuan Hukum dalam rezim Undi{ Ubah
Undang Nomor 16 Tahun 2011 (UU Bant

atau tidaknyz peraturan tidak jykum), meriiiki 3 (tiga) stakeholders utan Dengan membue

dalam pelaksanaannya, yaitu Kemente formulasi yanc
Hukum dan HAM c.g. BPHN sebqlebih umum
Penyelenggara, LBH atau Ormas \yterkait syara

terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pem/ & Y St | Y LJA
Bantuan Hukum, dan orang atau kelompok of { Y ¢ a ¢ bagai
miskin sebagai PenergnBantuan Hukum. syarat utame
Untuk dapat menjadi pemohon atau peneri Untuk

Bantuan Hukum, orang atau kelompok or/ memperoleh
miskin harus memenuhi syarsyarat yangPantuan hukun
disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Bar bagi masyarake
Hukum yang diantaranya mensyaratkan adz Miskin

Surat Keterangan Miskiraryg dikeluarkan ole

lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingk Berdasarkan has
tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. | Kongrensi
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Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

dimohonkan Surat Keterangan Miskin menjadi sy¢ Nasional Bantua
Bantuan Hukum; administratif mutlak dalam pemberian Bantu Hukum 1)

b. menyerahkan Hukum. Oleh karena itu dale terdapat usular
dokumen yan( perkembangannya diberikarperluasan dai untuk melakukar
berkenaan denga penyesuaian terhadap bentdientuk syara penyederhanaan
perkara; dan mutlak tersebut demi terwujudnya aks prosedur

c. melampirkan sura keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam peratur perolehan SKTI
keterangan miski peraturan sebagai berikut : dengan
dari lurah, kepal: A. PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat memperhatikan
desa, atau pejabe Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum | kelompok rentan.
yang setingkat ¢ Peny#uran Dana Bantuan Hukum
tempat tingga L.t al¢t y FelFd om0
pemohon Bantual Bantuan Hukum tidak memiliki sul
Hukum keterangan miskin sebagaima

(2) Dalam hal pemohc dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurt

Bantuan Hukum tida Pemohon Bantuan Hukum day

mampu  menyusul melampirkan Kartu Jaminan Kesehe

permohonan  secar Masyarakat, Bantuan Laung Tunai

tertulis, permohonar Kartu Beras Miskin, atau dokumen |

dapat diajukan secal sebagai pengganti surat keterang

lisan. YA&A1AY® t SyeStlal

RAYlI{adzR RSy3dly a
LISy 33l yaa & dzNJ

antara lain surat keterangan ya
diketahui oleh pejabapenegak hukun
LI RF dAy3{rd LISYS
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No

Pengaturan

Dimensi Variabel Indikator Analisis

B. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2(
tentang Peraturan Pelaksanaan Peratt
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tent:
Syarat dan Tata Cara Pemberian Ban
Hukum dan Penyaluran Dana Banti
Hukum.
1.t+F&Ff on land haliPeroha

Bantuan Hukum tidak memiliki sul
keterangan miskin sebagaima
dimaksud pada ayat (1), Pemot
Bantuan Hukum dapat melampirkan:

. kartu jaminan kesehatan masyarak:

. kartu bantuan langsung tunai;

kartu keluarga sejahtera;

. kartu beras mishi

. kartu indonesia pintar;

kartu indonesia sehat;

. kartu keluarga sejahtera;

. kartu perlindungan sosial; atau

dokumen lain sebagai pengganti st

18GSNFy3ILtY YAATLA

2. Pasal 34 ayat (3)a5 21 dzY$
sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf e (seharusnya i) dapat berupa st
keterangan dari:

a. Kepala Kepolisian yang memeri
perkara pada tahap penyidikan;

ST o aoa0CTE
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No

Pengaturan

Dimensi Variabel Indikator Analisis

b. Kepala Kejaksaan Negeri setem
pada tahap penyidikan  ate
penuntutan;

c. Kepala RuntaTahanan, jika Penerin
Bantuan Hukum adalah tahan
miskin;

d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan,
Penerima Bantuan Hukum ada
narapidana miskin; atau

e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ke
Majelis Hakim yang memerik
LISNJ NI 2N y3a YA

C. Permenkumham Nomo 63 Tahun 201
tentang Perubahan Atas Peraturan Men
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksar
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2
tentang Syarat dan Tata Cara Pembe
Bantuan Hukum dan Penyaluran D
BantuanHukum.
1.thalf on &FG o

sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf i dapat berupa surat keterang
yang dibuat oleh Pemberi Bantu

Hukum dan wajib diketahui oleh pejal

penegak hukum meliputi:
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

a. kepala kepolisian atau penyidik ye
memerilsa dan menyidik perka
orang miskin pada tahap penyidikar

b. kepala kejaksaan atau jaksa penut
umum yang melakukan pemerikse
dan/atau penuntutan terhadap orar
miskin pada tahap penyidikan at
penuntutan;

c. kepala rumah tahanan negara, j
Penerima Bawman Hukum adala
tahanan miskin;

d. kepala lembaga pemasyarakatan,
Penerima Bantuan Hukum ada
narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan atau ketua maje
hakim yang memeriksa perkara or¢
YAAlAY D€

Lt lhalt on l&ld on

Bantuan Hukum menangani bantua
hukum litigasi mendapatkan Penetag
Pengadilan berupa Penunjukan Ha
untuk mendampingi Penerima Bantu
Hukum, maka Penerima Bantuan Huk
tidak perlu membuat  formuli
permohonan Bantuan Hukum dan St
YSGSNYyaly araliy
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Perluasandan penyesuaian tersebut dilakuk
guna mengakomodir kondisi di lapangan ur
memudahkan para pencatri keadil
mendapatkan  Bantuan  Hukum. Nam
kemudian belakangan ini berkembang
dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT)
dimiliki oleh Pemerintah Baah untuk verifikas
dan validasi data masyarakat miskin
wilayahnya. Kendala yang muncul adalah ap
orang atau kelompok miskin di suatu wila]
tidak terdaftar dalam BDT yang dimiliki Pen
entah dikarenakan dokumen kependudukan
yang tidak lerkpp atau memang hanya singg
Apakah kemudian dimungkinkan apabila S
Keterangan Miskin ini digantikan oleh bentuk
seperti surat keterangan penghasilan rend
Apakah kedua hal ini memiliki pemaknaan y
sama? Selain itu, dalam hal Surat Ketemal
Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat d
diperolehnya bantuan hukum secara cur
cuma, ditemukan beberapa permasalah
seperti adanya hambatan bagi kelomy
tertentu dalam proses memperoleh SKTM. Sl
menjadi ganjalan dalam hal:
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

1. Lawan dari calon peneranbankum adala
kepala desa atau orang yang berwen
mengeluarkan SKTM;

2. Kepala desa tidak mau angka kemisking
tempatnya naik sehingga tidak m
memberikan;

3. Dalam hal pada kasus tindak pide
locus/tempat terjadinya tindak pidana tid
selalu dekat degan domisil
tersangka/korban sehingga menimbull
permasalahan tersendiri.

Selain itu miskin dalam arti tidak memi

pangan, pakaian, rumah sangat berbeda der

tidak mampu mengakses layanan hukum. O

dari kelas menengah misalnya juga bisa t

mampu menjangkau layanan hukum ¢

pengacara biasa apalagi jika kasusnya bel
larut dan berlangsung lama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yu
Saefudin (termuat dalam Jurnal Idea Hukum
1 No. 1 Edisi Maret 2015), bahwa SKTM ini d
kurarg efektif, dapat dimanipulasi d;
disalahgunakan (Saefudin: 2015, 70). Pade
lain SKTM juga menimbulkan permasalg
dalam hal proseeimbursement
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sebagaimana
dimaksud pada ay:

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

Formulasi Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ memi

seolaholah SKTM menjadi syarat mutlak un

mendapatkan pemberian bantuan hukun

padahal di sisi lain pada peraturan turunan

bahkan pada peraturan daerah terter

membuka peluang untuk dokumen lain seb:x

alternatif SKTM.

15. | Pasal 16 Efektivitas | Aspek Pengaturan | Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mer Tetap
(1) Pendanaan Bantug Pelaksanaan| operasional | dalam Hukum dan HAM RI Nomor M.48#.HN.03.02 Namun demikial
Hukum yang Peraturan  atau tidaknyz peraturan tidak Tahun 2017 khususnya dalam kegiatan ban Pemerintah perlt
diperlukan dar Eﬁ;”;ndg?ng peraturan gﬁgl?;anakan hukum litigasi yang hanya menyebutkan besi melakukan kajia
digunakan untul secara efektif biaya litigasi sebesar Rp. 8.000.000 per k secara
penyelenggaraan tanpa a@ kejelasan komponen anggaran apa komprehensif,
Bantuan Hukun hanya untuk pergantian jasa hukum, operasi( terkait model
sesuai denga maupun institusional. penganggaran
UndangUndang in Contoh lain, Menteri Hukum dan HAM pzyang ideal dalar
dibebankan  kepad tahun 2017 menetapkan pada tahap pengaj Pemberian
Anggaran Pendapatz gugatan, persidangan sampai mendapat Pantuan hukum
dan Belanja Negara. putusan pengadilan tingk&besaran biaya yar Dengan
(2) Selain  pendanaa diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima | mengakomodir

rupiah), anggaran tersebut mungkin cukup ur kemungkinan
menangani perkara perceraiaan dimana pPenghitungan

@, sumbel pihak sudah sepakat untuk bercerai sehin kebutuhan biay:
pendanaan Bantum proses persidangan dan pembuktiannya ti fiil, berdasarkai
Hukum dapat beras: terlalu rumitdengan kondisi kantor yang del Wilayah geografic
dari: dengan pengadilan, namun untuk perk dan

gugatan perbuatan melawan hukum deng
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No Pengaturan Dimensi Variabel

a. hibah atau
sumbangan;
dan/atau

b. sumber
pendanaan lail
yang sah dan tide

mengikat.
16. |Pasal 19 Efektivitas | Aspek
(1) Daerah dapa Pelaksanaan | operasional

mengalokasikan
anggaran
penyelenggaraan
Bantuan Hukun
dalam Anggara
Pendapatan da
Belanja Daerah.

Perundang - | peraturan
Undangan

Indikator

Pengaturan
dalam

Peraturan atau tidaknyg peraturan tidak

dapat
dilaksanakan
secara efektif

Analisis Rekomendasi

Tergugat tidak hanya satu dan pro| memperhaikan
persidangan berpotensi panjang karena g jenis perkara.
adanya penundaan dan pembuktian yang rur

Kondisi tersebut dipparah pada daerah deng;

transportasi publik yang tidak bagus atau kor

geografis tertentu seperti di daerah Kalimant

papua atau daerah kepulauaan. Kondisi

membawa dampak organisasi pemberi bant

hukum melakukan penyeleksian kakasus

yang dberikan bantuan hukum. Akibatn

terdapat kecenderungan organisasi banti

hukum memilih perkara yang mudah dan ce
penyelesaiannya sehingga sangat wajar

jumlah kasus perceraiaan merupakan kasus

mendominasi kasus yang diberikan bant

hukum.

Dalam rangka menegaskan bahwa terd: Ubah

peran penting oleh Pemetah Daerah untul yntuk

turut serta berkontribusi dalam Pemberi menegaskan
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin seb kewajiban  dar
perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, pemerintah
Telah disampaikan sebelumnya, bahwa bani Daerah, maka ¢
hukum itu merupakan "hak". Anggaran banti usulkan untul
hukum pada KementerieHukum dan HAM pac¢ merubah kate
saat ini faktanya masih kurang untuk meoger & R LJ- § &
penyelenggaraan bantuan hukum, dan mia 6 2A 0 €
mengandalkan bantuabantuan dari lembag Pasal 1@&yat (1).
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No Pengaturan

(2) Ketentuan lebih lanju
mengenai
penyelenggaraan
Bantuan Hukun
sebagaimana
dimaksud pada ay:
(1) diatur dengan
Peraturan Daerah.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

donor. Pada dasarnya pada tingkat Pemerir
Daerah (Pemda), dapat mengalokasi
anggaran bantuan hukuyang berasal dari API
nya. Apalagi sistem pemerintahan telah berul
dari sentralistik menjadi desentralisasi y:
diikuti dengan pembagian keuangan daerah y
lebih adil.

Formulasi Pasal 19 ayat (2), secara lang
menyatakan bahwa dalam hal pelgreggaraar
bantuan hukum pada tingkat daerah perlu dib
peraturan daerah mengenai bantuan hukt
Namun kenyataanya masih banyak daeral
Indonesia yang belum memiliki Perda ter
bantuan hukum. Dalam hal pada daerah y
telah memiliki Perda Bantuaruklm, beberap:
dari Perda tersebut masih terkesaopypaste
dari peraturan di atasnya. Hal lain yang p
diperhatikan adalah formulasi Pasal 19 aya
terutama pada frasa "dapat® mengakibath
pembuatan Perda terkait bantuan hukt
menjadi terhambat. Mka dalam hal ini per
dilakukan perubahan atau reformulasi terk
pasal ini, dengan mengubah kata "day
menjadi "wajib".
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No
17.

18.

Dimensi Variabel Indikator
Kesesuaian | - -

Bidan

Pengaturan

Pasal 21

Pemberi Bantuan Huku| Asas

yang terbukti menerim Hukum

atau memintg Ferauran
Perundang

pembgyaran dai Undangan

Penerima Bantuan Huku yang

dan/atau plhak lain yar| Bersangkutar

terkait dengan perkar

yang sedang ditanga

sebagaimana dimaksl

dalam Pasal 20, dipidal

dengan pidanapenjara

paling lama 1 (satu) taht

atau denda paling bany:

Rp50.000.000,00  (lim

puluh juta rupiah).

Pasal 22

Penyelenggaraan

Efektivitas | Aspek Ketercapaian
de Pelaksanaan | Ketercapaian tujuan
anggaran Bantuan Huky Pératuran | Hasil
yang diselenggaraks Eegundang )
oleh dan berada ¢ o 9an
Mahkamah Agun
Republik Indonesi;

Kepolisian Negai
Republik Indonesi;
Kejaksaan Repub
Indonesia, dan instan

pembentukan
peraturan

dari
politik  hukum

Analisis Rekomendasi

Tidak adanya kualifikasi delik apakah pasg Ubah
G4 SNXI adz 1 F G SIayR2eNR
GLISEFYy3IIENIYyES KEFEE A
KUHP \{V.v.$ kita masih menganut kedua
tersebut sebagai Tindak Pidana. Hal ini juga |
sesuai dengan Petunjuk No. 121 Lampiran

No. 12/2011 tentang Pembentukan Peratu
PerundangJUndangan.

Merujuk kepada Pasal &at (2) UU Bankur Tetap
Pemberian bantuan hukum diselenggarakan |
Menteri. Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum |
Bankum, bahwa yang dimaksud dengan Met
adalah yang menjalankan urusan pemerinta
di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Seharusnya ketika Ubi mulai berlaku, seluru
urusan mengenai Pemberian Bantuan Hul
dilaksanakan oleh Kementerian Hukum
HAM, penyelenggaraan bantuan hukum vy
dilakukan instansi lain setelah diundangkar
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No

Pengaturan

lainnya pada saat Undan
Undang ini ralai berlaku
tetap dilaksanaka
sampai berakhirnya taht
anggaran yan
bersangkutan.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

UU ini tetap berjalan sampai berakhirnya tal
anggaran yangdssangkutan. Pembebasan biz
perkara adalah salah satu hal yang belum
cover dalam pemberian bantuan hukum un
masyarakat tidak mampu dalam UU Bankum

Dalam pelaksanaan terdapat tumpang tin
antara bankum yang diselenggarakan B
dengan:

1. Bankum bedasarkan Perma No. 1/2004;

2. Probono.

Mengenai  bankum  berdasarkan  Per
terkadang OBH yang mendapat kontrak

Pengadilan belum terakreditasi. Sedang
mengenai Probono, akhirnya dalam beber
kasus uang negara dipakai membiayai kewa|
advokat untukmemberikan bantuan hukum.
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BAB IlI
HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNIAANNBSAN TERKAIT

Pada bab ini disampaikan mengenai hasil evaluasi peraturan perundang
undangan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak sks®gsung dengan
UndangUndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan HuRatam melakukan
evaluasi peraturan perundanmdangan, tim Pokja dibantu menggunakan
sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPHN dalam hal ini khususnya Pusat
Analisis dan Evaluasi HukuNasional yaitu EVADA¥MDari 28 (dua puluh
delapan) peraturan perundangdangan yang telah di inventaris&smudian
di kelompok kan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

A. Kelompok Turunan dari Undakigpdang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum

1. Peratuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi
Keamasyarakatan

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Camreridemb
Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

4. Peraturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

B. Kelompok Peraturan Perundabigpdangan terkait Penegakkan Hukum

1. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Taamg Hukum Acara Pidana
UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilaraPidan
Anak

a bk wnN

58 Dapat di akses melalwibsiteevadata.bphn.go.id
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara -Cuma

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak
Pidana Pelagangan Orang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua
Belas) Tahun

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi MasyaralakTlampu Di Pengadilan

Kelompok Peraturan Perundabgdangan Terkait Perlindungan Hukum

dan Hak Asasi Manusia

1. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia

2. UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Unddndang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

5. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan N&yan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

6. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

7. UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan,
Pendampigan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban
Atau Pelaku Pornografi

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

10.Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Siad Bagi Penyandang Disabilitas

11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial.
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Seluruh peraturan perundaagdangan yang di evaluasi dalam bab ini

menitik beratkan pada program bantuaokum yang telah di amanatkan atau
dinyatakan secara normatif dalam salah satu pasal oleh setiap peraturan
tersebut. Lebih lengkapnya, hasil evaluasi peraturan perundadgngan ini
akan disampaikan melalui tabel evaluasi hukum di bawah ini.

A.

KelompokTurunan dari Undargndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam menjalankan amanat dari suatu peratupgmundangundangan,

tentunya perlu adanya sebuah peraturan pelaksana dari sebuah uoddagg.
Peraturan pemerintah (PP) ini merupakan turunan langsung dari UU No. 16
tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. PP ini mejelaskan mengenai syarat dan tata
cara pembedan bantuan hukum dan bagaimana mekanisme penyaluran dana
bantuan hukum. Beberapa hal yang fundamental untuk dilakukan perubahan
dalam PP ini adalah:

a. Syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) perlu dihapus dan

digantikan dengan bukti keikutsertaan dalgrogram penanganan
keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah atau Surat
Pernyataan Tidak Mampu, atau perluasan lainya dengan mengambil
contoh dalam peraturan daerah yang telah disampaikan;

b. Terdapat pengulangan norma dalam Pasal 3 dan Pasal 6;
c. Perlu pengaturan yang memasukan kegiatan pendampingan

Aanmaaningsita jaminan, eksekusi, dan lelang ke dalam ruang lingkup
bantuan hukum dalam Pasal 12.
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Jumlah Pasal: 43

No
1.

Pengaturan Dimensi
Pasal 3 Efektivitas
Untuk  memperolet Pelaksanaan

Bantuan Hukur Eerat“(;an
Pemohon Bantuan Ui:ju;n erng
Hukum harus 9

memenubhi syarat:

a. mengajukan
permohonan
secara tertuli
yang berisi palin
sedikit identitas
Pemohon
Bantuan Hukun
dan uraian singke
mengenai pokol
persoalan  yan
dimohonkan
Bantuan Hukum;

b. menyerahkan
dokumen  yan(
berkenaan
dengan Perkare
dan

Variabel
Aspek

Ketercapaian tujuan

Hasil

Indikator
Ketercapaian

dari yntuk memenuhi syarat Surat Keteran¢ Syarat

Analisis Rekomendasi

Dalam praktiknya, pencari keadilan kesul Ubah
Surg

politik hukum Tigak Mampu (SKTM) sebagaimasiatur| Keterangan Tida

pembentukan
peraturan

pada Pasal 4 ayat 3 PP 83 tahun 2008 ini. § Mampu  (SKTM
itu maraknya pemalsuan dan penyalahguni perlu dihapus dal
serta proses administrasi yang tidak mermn| digantikan denga
standar yang jelas, menyebabk bukti keikutsertaar
keberlakukan SKTM juga dipertanyal dalam progran
Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Ter penanganan
menemukan adanya 78.000 SKTM Palsu d keluarga tidal
pendaftaran peserta didik baru, sehin¢ mampu dari
Gubernur Jawa Tengah  menerbitl pemerintah/pemer
Peraturan Gubernur yang menghapus|intah daerah atat
SKTM dalam proses dalam pendafte Surat Pernyataa
peserta didik bar| Tidak Mampu.
(https://jatengprov.go.id/publik/prioritas
sktmdihapussiswamiskindiminta-tak-

khawatir/). Selain itu Peraturan Ment

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikl

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimi

Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun aj

2019/2020 juga menghapuskan kewajil

SKTM, dalam hal sgbut kondisi kemampue

ekonomi keluarga peserta didik dibuktik

dengan keikutsertaan dalam  progr:
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No

2.

Pengaturan

c. melampirkan

surat keterangal
miskin dari Lural
Kepala Desa, atc
pejabat yan
setingkat d
tempat  tingga
Pemohon

Bantuan Hukum.

Pasal 6
(1) Pemohon Bantug Pelaksanaan

Hukum
mengajukan
permohonan
Bantuan Hukun
secara tertulie
kepada Pembe
Bantuan Hukum.
Permohonai
sebagaimana
dimaksud pad;

Dimensi

Efektivitas

Peraturan
Perundang
Undangan

Variabel

Indikator

Aspek Ketercapaian

Ketercapaian tujuan dari

Hasil politk  hukum
pembentukan
peraturan

Analisis Rekomendasi

penanganan keluarga tidak mampu ¢
pemerintah/pemerintah daerah.

Dengan demikian syarat SKTM da
mengajukan permohonan bantuan hukum
bono sebaiknyguga dihapus dan digantiki
bukti  keikutsertaan  dalam  progra
penanganan keluarga tidak mampu ¢
pemerintah/pemerintah daerah. Selain
SKTM juga dapat digantikan dengan S
Pernyataan Tidak Mampu untuk selanjut
dilakukan penilaian oleh Advokattaa
organisasi ~ Advokat  apakah hen
memberikan bantuan hukum pro bo
terhadap pencari keadilan tersebut.

Terkait pasal 6 PP 42 tahun 2013 ini | Ubah

beberapa hal yang perlu menjadi perhati Pertama, perly
yakni: menghapus sala
Pertama, pengaturan pasal ini menguli Satu pasal (antar
norma yang telah diatur pada pasal 3, ¢ Pasal 3 atau pas
karena itu sebaiknya salah satu gladihapus 6) agar tidak terjac
saja, karena pengulangan norma ini til Pengulangan
sesuai dengan teknik perancangan peraty horma.
perundangundangan. Kedua, syarat Sur
Kedua, dalam praktiknya, pencari kead Keterangan Tida
kesulitan untuk memenuhi syarat Su Mampu (SKTM

Keterangan  Tidak  Mampu  (Sk7Periu dihapus dar
digantikan denga
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@)

Pengaturan
ayat (1) paling
sedikitmemuat:
a. identitas
Pemohon
Bantuan
Hukum; dan
b. uraian singka
mengenai
pokok
persoalan
yang
dimintakan
Bantuan
Hukum.
Permohonai
Bantuan Hukun
sebagaimana

dimaksud pad;

ayat (1), haru

melampirkan:

c. surat
keterangan
miskin dar
Lurah, Kepal
Desa, atal
pejabat yanc
setingkat d

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis Rekomendasi

sebagaimana diatur pada Pasayét 3 PP 8| bukti keikutsertaar
tahun 2008 ini. Selain itu maraknya pemalg dalam progran
dan penyalahgunaan, serta pros penanganan
administrasi yang tidak memiliki standar y| keluarga tidal
jelas, menyebabkan keberlakukan SKTM | mampu dari
dipertanyakan. Misalnya Pemerintah Prov pemerintah/pemer
Jawa Tengah menemukan adanya.0@8|intah daerah atal
SKTM Palsu dalam pendaftaran peserta ( Surat Pernyataa
baru, sehingga Gubernur Jawa Ten Tidak Mampu.
menerbitkan Peraturan Gubernur ya

menghapuskan SKTM dalam proses d:

pendaftaran peserta didik ba
(https://jatengprov.go.id/publik/prioritas
sktm-dihapussiswamiskirdiminta-tak-

khawatir/). Selain itu Peraturan Ment

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikl

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimi

Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun aj

2019/2020 juga menghapuskan kewaijil

SKTM, dalam hal tersebut kondisi kemaeny

ekonomi keluarga peserta didik dibuktik

dengan keikutsertaan dalam  progr:

penanganan keluarga tidak mampu ¢
pemerintah/pemerintah  daerah. Deng

demikian syarat SKTM dalam mengaj.

permohonan bantuan hukum pro bol

sebaiknya juga dihapus dargalitikan bukt
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Pengaturan
tempat tingga
Pemohon
Bantuan
Hukum; dan

d. dokumen yan(
berkenaan
dengan
Perkara.

Pasal 8
(1) Dalam

ha
Pemohon
Bantuan Hukun
tidak memilik
surat keterangal
miskin
sebagaimana
dimaksud dalan
Pasal 6 ayat (!
huruf a, Pemohoi
Bantuan Hukun
dapat
melampirkan
Kartu Jamina
Kesehatan
Masyarakat,
Bantuan

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Variabel

Aspek
operasional

atau tidaknye peraturan tidak

peraturan

Indikator

Pengaturan
dalam

dapat
dilaksanakan
secara efektif

Analisis Rekomendasi
keikutsertaan dalam program penangar
keluarga tidak mampu de

pemerintah/pemerintah daerah. Selain
SKTM juga dapat digantikan dengan S
Pernyataan Tidak Mampu untuk selanjut
dilakukan penilaian oleh Advokat al
organisasi  Advelt  apakah henda
memberikan bantuan hukum pro bo
terhadap pencari keadilan tersebut.

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 8 P Tetap

tahun 2013 ini sangat baik dalam ran(Perlu dilakuka
menjamin akses keadilan bagi masyare pemeriksaan
Dengan diperbolehkannya Kartu Jamillapangan terhada
Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsorganisasi pembe
Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen| bantuan hukun
sebagai pngganti surat keterangan misk terkait dengar|
maka potensi terhambatnya akses banti pemahaman
hukum karena permasalahan administ| terhadap Pasal
seharusnya dapat teratasi. Nam PP 42 tahun 201
kenyataannya di lapangan masih terds ini, khusunye
permasalahan administratif terkait kesulil terkait
memperoleh Surat Keteraag Miskin. Maki diperbolehkannya
perlu dilakukan pemeriksaan lapan¢ dokumen lair
terhadap organisasi pemberi bantuan huk sebagai penggan
terkait dengan pemahaman terhadap Pas|surat keterangat
PP 42 tahun 2013 ini, khusunya terl miskin.
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Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

Langsung Tung diperbolehkannya dokumen lain seba
Kartu Bera: pengganti surat keterangan miskin.
Miskin, atar

dokumen lain
sebagai penggan
surat keterangal
miskin.

(2) Dalam ha
Pemohon
Bantuan Hukun
tidak memiliki
persyaratan
sebagaimana
dimaksud pad;
ayat (1) dar
sebagaimana
dimaksud dalan
Pasal 7 ayat (1
Pemberi Bantua
Hukum
membantu
Pemohon
Bantuan Hukun
dalam
mempeoleh
persyaratan
tersebut.
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»

Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

Pasal 12 Efektivits Aspek Belum ade Pemberian Bantuan Hukum oleh Peml Ubah

Pemberian Bantuan Pelaksanaan | kekosongan | pengaturan Bantuan Hukum kepada Penerima Bant Perlu pengatural
Hukum oleh Pembe| Peraturan pengaturan Hukum diberikan hingga masalah hukum yang memasuka
Bantuan Hukun Bezj”ndang selesai dan/atau Perkaranya telah mempul kegiatan

kepada Penerim —ondan kekuatan hukum tetap, namun Pember pendampingan
Bantuan Hukun Bantuan Hukum belum mencakl Aanmaaning sita
diberikan Aanmaaning, sita jaminan, eksekusi, d{jaminan, eksekus
hingga masala lelang. Padahal proses tersebut merupadan lelang k¢
hukumnya seles:i keberlanjutan dari perkara yang telah dipu dalam ruang
dan/atau Perkaranye dan merupakan salah satu bagian terpen| lingkup  bantuar
telah mempunya dari penyelesaian suatu perkara. Oleh kal hukum.

kekuatan hukun itu perlu masuk dalam ruang lingk

tetap, selamg pemberian bantaan hukum.

Penerima Bantua
Hukum tersebut tida
mencabut surat kuas
khusus.
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2. Peraturan Menteri HukumlanHAMNomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi
Kemasyarakatan

Tata cara verifikasi dan akreditasi adalah hal yang mendasar, dan merupakan
langkah awal dalam menjaring para calon pemberi bantuan hulamg vy
berkompeten. Diharapkan setelah dilakukan verifikasi dan akreditasi, para OBH
yang merupakan ujung tombak dalam memberikan bantuan hukum dapat
meberikan pelayanan yang prima. Berdasarkan peraturan menteri ini, periode
verifikasi dan akreditas OBH adal (tiga) tahun sekali. Hal ini dirasa terlalu
lama, dan menyebabkan beberapa OBH yang sebenarnya telah siap menjadi
pemberi bantuan hukum menjadi terhambat karena mekanisme administrasi ini.
Mengingat persebaran OBH di Indonesia kurang merata, dan leidaanlyanya
terpusat pada ibu kota provinsi.
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Jumlah Pasal: 40

No
1.

Pengaturan

Pasal 2
Verifikasi
Akreditasi
dilakukan setiap
3 (tiga) tahun
terhadap:

a. lembaga
bantuan
hukum atau
Organisasi
yang
memberi
layanan
Bantuan
Hukum; dan

b. Pemberi
Bantuan
Hukum.

dan

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang -
Undangan

Variabel

Aspek
Ketercapaian
Hasil

Indikator

Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentukan
peraturan

Analisis

Berdasarkan hasil Konfrensi Nasiona
Bantuan Hukum Il yang di selenggarakal
Bali pada 1413 September 2019, terdape
permasalahan yang disebabkan kare
periode akreditasi yang dinilai terlalu larr
Periode akreditasi yang terlalu lan
menyebabkan akses terhadap keadi
menjadi sulit terlaksana, dalam arti
Organisasi Bantuan Hukum (OBH) v,
terakreditasi sangat terbatas pada daerz
daerah tertentu di Indonesia, da
kebanyakan terdapat pada Ibu Kc
Provinsi. Hambatan lainya adalah, ma
terdapat Pemerintah Daerah yarbelum
memiliki Peraturan Daerah tentang Bantu
Hukum, sehingga proses pelaksan:
akreditasi menjadi terhambat.

Rumusan Pasal 2 huruf b ini dinilai sec
janggal, bandingkan dengan definisi yuri
dari pemberi bantuan hukum pada Pasa
butir ke-5, bahwa pemberi bantuan hukur
terdiri dari: lembaga bantuan hukum ate
organisasi kemasyarakatan yang memtk
bantuan hukum. Bahwa sejatinya pemb
bantuan hukum hanya terbatas kepa
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Rekomendasi
Ubah

Hendaknya
dirubah, terutama
merubah pada leve
undangundang,

terutama Pasal 7 ayat (¢
UU No. 16/2011 tentan(
Bantuan Hukum

Terdapat  usulaagar
verasi tidak 3 tahur
sekali tetapi tetap
dengan kualitas tgaga.
Salah satu syaratny
adalah saringan pertam
di Kanwil. Karena jik
tidak dengan metode
berlapis banyak seka
waktu yang diperlukar
untuk memverasi.
Metode lain adalah
verasi OBH baru dibuk
setahun sekali tetap
OBH lama tetap 3 tahu
sekali.

pasal ir



No

Pengaturan

Dimensi Variabel Indikator Analisis

Rekomendasi

Pasal 2 huruf a saja. Menjadi pertanyg Merubah periode
apakah yang dimaksud oleh Pashuguf b | akreditasi, sekiranyi

ini merujuk kepada siapa?
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yang paling tepat berap
tahun, dalam kurun
waktu sekali periode
akreditasi. Hal in
membutuhkan  Kkajiar
lebih lanjut

Perlu dukungafost and
Benefit Analysis dan
penelitian lebih lanjut,
untuk menentukan
desain verifikasi dan
akreditasi yang tepa
dalam pelaksanaanya.



3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10
Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PeraRemerintah No. 42
Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan menteri ini merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 42/2013,
dan telah dilakukan perubahan sebanyak satu kali. Dalam perateragririni
terdapat trobosan yang baik dengan memperluas penggunaan dokumen lain
selain SKTM, sebagai syarat diberikannya bantuan hukum. pada Permenkumham
No. 63/2016 terdapat perluasan SKTM dapat dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan
Hukum dengan diketahui digoejabat penegak hukum seperti:

a. Kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara

orang miskin pada tahap penyidikan;

b. Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan
pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin padapta
penyidikan atau penuntutan;

c. Kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah
tahanan miskin;

d. Kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah
narapidana miskin; atau

e. Ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang mikege perkara
orang miskin.
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Jumlah Pasal: 60

No
1.

Pasal 1
Dalam

adalah jasa
hukum yang
diberikan oleh
Pemberi
Bantuan Hukum
secara cuma
cuma kepada
Penerima
Bantuan
Hukum.
Pemberi

Bantuan Hukum
adalah lembage
Bantuan Hukum
atau organisas
kemasyarakatan
yang memberi
layanan
Bantuan Hukum
berdasarkan
UndangUndang

Pengaturan Dimensi Variabel
Efektivitas | Aspek
Peraturar, Pelaksanaan operasional
Menteri ini yang| Peraturan atau
dimaksud dengan: | Perundang | tidaknya
1. Bantuan Hukum Undangan | peraturan

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tal Tetap

2016 (Permenkumham 63/2016) mengubah ¢
menambahkan beberapa pasal pada Peratu
Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2(
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemeri
Nomor 42 Tahm 2013 tentang Syarat dan Tata Ci
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran C
Bantuan Hukum (Permenkumham 10/2015). Ada
Permenkumham 63/2016 ini mengatur mengenai |
hal teknis Pemberian Bantuan Hukum yang be
diatur dalam Permenkumham 10/2015, bsejga
kedua Permenkumham tersebut saling berkaitan.

Penggunaan teknologi dalam penyelenggar
Bantuan Hukum mulai berjalan secara efektif di ta
2016. Dengan digunakannya aplikasi Sistem Infor
Database Bantuan Hukum (SID Bankum) n
Permenkumham 2015 harus menyesuaikan dengi
perkembangan, sehingga Permenkumham 63/2
mengakomodir hal tersebut dengan penambal
pengertian dalam ketentuan umum. Setelah |
Bankum dipergunakan secara efektif maka selt
proses pelaksanaan pemberian Bantuan Hukurtai
dari permohonan, penyampaian bukti pendamping
dan pelaksanaan kegiatan, hingga pencairan angg
yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Huk
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Pengaturan

Nomor 16
Tahun 2011
tentang
Bantuan
Hukum.
Penerima
Bantuan Hukum
adalah  orang
atau kelompok
orang miskin.
Pemohon
Bantuan Hukum
adalah  orang,
kelompok orang
miskin atau
kuasanya yan(
tidak termasuk
Pemberi
Bantuan
Hukum, atau
keluarganya
yang
mengajukan
permohonan
Bantuan
Hukum.

Analisis

sepenuhnya dilakukan melalui SID Bankum. Hal
sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemente
Hukum dan HAM sebagai verifikator atas bu
pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang t
dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Hal lair
berkaitan dengan pelaporan yaitu adanya penege
hari yang ditentukan sebagai jagka waktu. Sehir
dengan adanya SIBankum, maka penyelenggara
Bantuan Hukum ini semakin transparan, akunta
efektif dan efisien.

Selain itu juga, Permenkumham 63/2016 menge
mengenai beberapa hal penting terkait denc
perluasan dalam pemenuhan syarat administratif S
Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tid
Mampu (SKTM). Jika  sebelumnya da
Permenkumham 10/2015 pilihan pengganti SK
hanya dapat menggunakan kartu progre
kesejahteraan seperti kartu jaminan keseha
masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, ke
keluargasejahtera, kartu beras miskin, kartu indone
pintar, kartu indonesia sehat, kartu keluarga sejahti
kartu perlindungal sosial atau dokumen lain y:
dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian, Kepala Kejak
Negeri, Kepala Rumah Tahanan, Kepala Lem
Pemagarakatan, jika penerima Bantuan Hukum, Ke
Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Ha
disesuaikan dengan tahapan dimana Pener
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No

Pengaturan
Panitia
Pengawas
Daerah adalah
panitia yang
melaksanakan
pengawasan
pemberian
Bantuan Hukum
sesuai dengar
ketentuan
peraturan
perundang
undangan.
Kantor Wilayah
adalah  Kantor
Wilayah
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

. Sistem

Informasi
Database
Bantuan Hukum
yang
selanjutnya
disebut
Sidbankum

Dimensi Variabel | Indikator

Analisis

Bantuan Hukum didampingi, pada Permenkumt
63/2016 terdapat perluasan SKTM dapat dikeluar
oleh Pemberi Bantuan Hukum dmm diketahui oleh
pejabat penegak hukum seperti :

1.

kepala kepolisian atau penyidik yang memeri
dan menyidik perkara orang miskin pada taf
penyidikan;

kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum y
melakukan pemeriksaan dan/atau penuntut
terhadap orang miskin pada tahap penyidikan &
penuntutan;

kepala rumah tahanan negara, jika Peneri
Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
kepala lembaga pemasy&mdan, jika Penerimi
Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atal
ketua pengadilan atau ketua majelis hakim vyi
memeriksa perkara orang miskin.
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No

Pengaturan

adalah  sistem
pelayanan
administrasi
bantuan hukum
secara
elektronik yang
diselenggarakan
oleh Badan
Pembinaan
Hukum
Nasional.

Hari adalah Har
kerja.

Dimensi Variabel | Indikator Analisis
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Rekomendasi



4, PeraturanMenteri Hukumdan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Paralegabalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan menteri ini mengatur mengenai peran paralegal dalm pemberian
bantuan hukum. Sebelum dilakukgmdicial reviewke Mahkamah Agung,
berdasarkan peraturan menteri ini paralegal dapat beracara di pengadilan.
Dalam pertimangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 11
memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara
dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat
dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemerikgaidangan di
pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Padahal
ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses
pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal
31 UndangJndang Nomoi8 Tahun 2003 tentang Advokat.
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Jumlah Pasal: 18

No
1.

yang

Pengaturan

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri i Rumusan
yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adala

jasa hukum yandiberikan
oleh Pemberi Bantual
Hukum secara curmeuma
kepada Penerima Bantus
Hukum.

Pemberi Bantuan Hukur
adalah lembaga bantua
hukum atau organisas
kemasyarakatan yan
memberi layanan Bantua
Hukum berdasarkar
UndangUndang Nomor 1€
Tahun 2011  tentang
Bantuan Hukum.
Penerima Bantuan Hukur
adalah orang atat
kelompok orang miskin.
Menteri adalah menter;
menyelenggaraka
urusan pemerintahan d
bidang hukum dan ha
asasi manusia.

Dimensi
Kejelasan

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundang
undangan

Indikator

Ketentuan
umum berisi
batasan
pengertan
atau definisi

Analisis

Substansi pengatura
Permenkumham No. 1 Tahun 20
ini adalah terkait Paralegal, nami
ketentuan umum Permenkumhar
No. 1 Tahun 2018 justru tide
memberikan defenisi yang jel:
tentang paralegal. Padahal be
pada UndangJndang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantua
Hukum, maupun pada peratura
perundangundangan lainnya
termasuk Undanggndang Advokal
belum ditemukan pengertian da
paralegal, sehingga seharusn
diatur pada Permenkumham No.
Tahun 2018 ini
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Rekomendasi

Ubah

Ketentuan
Permenkumham
No. 1 Tahun 201¢
ini perlu
memberikan
pengaturan
tentang
Paralegal.



No

Pengaturan
5. Badan Pembinaan Hukul
Nasional yang selanjutny
disebut BPHN adalah ur
utama yang menjalanka

tugas, fungsi dar
wewenang di  bidang
pembinaan hukum

nasional pada Kementeria
Hukum dan HAM.

Pasal 3

(1) Pemberi Bantuan Hukur
memberikan Bantuar
Hukum secara litigasi da

nonlitigasi kepade
Penerima Bantuan Hukun
(2) Dalam memberikar

Bantuan Hukum, Pembe
Bantuan Hukum berhak
melakukan rekrutmer
Paralegal sebage
pelaksana Bantuan Hukur
(3) Pemberi Bantuan Hukur
dapat merekrut Paralege
di luar pelaksana Bantua
Hukum yang telah terdafta

jika:
a. ketersediaan  jumlat
pelaksana Bantual

Dimensi

Kejelasan
Rumusan

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundang
undangan

Indikator

Ketentuan
umum berisi
halkhal lain
yang bersifat
umumyang
berlaku bagi
pasal atau
beberapa
pasal
berikutnya

Pasal
tahun

Analisis

3 Permenkumham No.
2018 ini tidak tepa

diletakkan pada Bab Ketentue
Umum. Sesuai dengan sistemati
dan teknik penyusunan perature
perundangundangan sebagaiman
dijelaskan pada Lammph Undang
Undang Nomor 12 tahun 201
tentang Pembentukan Peraturs

PerundangJndangan, ketentuar

umum seharusnya berisi mengen

a. batasan pengertian  atal
definisi;

b. singkatan atau akronim yar
dituangkan dalam batasa
pengertian  atau  definisi
dan/atau

c. hakthal lain yang bersifat umur

yang berlaku bagi pasal ate
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Rekomendasi

Ubah

Norma yang ade
pada pasal 3
Permenkumham
No. 1 tahun 2018
ini  seharusnya
tidak diletakkan
pada Bab
Ketentuan
Umum



No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

Hukum tidak mencukug beberapa pasal berikutny
dalam menangan antara lain ketentuan yan
perkara; dan/atau mencerminkan asas, maksu
b. tidak terdapat Pember dan tujuan tanpa dirumuska
Bantuan Hukum d tersendiri dalam pasal atau ba
wilayah tempat tingga Sementara norma pada Pasal
Penerima Bantuar Permenkumham No. 1 tahun 2]
Hukum. bukan merupakan defenisi, singk
kata, atau hal yang bersifat umurr
3. | Pasal 7 Efektivitas Aspek Adanya Fungsi yang seharusnya dijalank Ubah
(1) Pelatihan  sebagaiman Pelaksanaan | Pengawasa | instrumen oleh Badan Pembinaan Huku Perlu pengaturan
dimaksud dalam Pasal | Peraturan monitoring | Nasjonal Kemenkumham dala spesifik terkait
diselenggarakan oleh: Eizju:ndg?ng dan evaluasi. penyelenggaraan pelatihal prosedur
a. Pemberi Bantuar paralegal adalah fung¢ pengakuan hasi
Hukum; pengawasan. Oleh karena itu fun¢ pelatihan
b. perguruan tinggi; perizinan yang diatur pada Pasa paralegal yang
c. lembaga swadayi ayd 4 ini kurang tepat, karen| dilaksanakan
masyarakat yan( sifatnya hanya memberika oleh pemberi
memberikan  Bantuar persetujuan terhadag bantuan hukum.
Hukum; dan/atau penyelenggaraan pelatiha
d. lembaga pemerintat paralegal, namun tidak mengatt
yang menjalankar secara spesifik bagaimana prosec
fungsinya di bidan¢ pengakuan hasil pelatihan parale(
hukum. yang dilaksanakan oleh pembe
(2) Dalam menyelenggaraka bantuan hukum. Padah hal
pelatihan Paralegal terpenting dari penyelenggaraa
penyelenggara pelatihan paralegal adalah kualit
sebagaimana  dimaksu hasil yang diperoleh.
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No

Pengaturan

Dimensi

pada ayat (1) dapat bekerj Kejelasan
sama dengan pemerintali Rumusan

pemerintah daerah atat
pihak terkait lainnya.

(3) Penyelenggara pelatiha
sebagaimana  dimaksu
pada ayat (1) haru
membentuk unit khusus
yang menangan
penyelenggaraan
pelatihan.

(4) Penyelenggara pelatiha
sebagaimana  dimaksu
pada ayat Q)
melaksanakan pelatiha
Paralegal setelal

mendapatkan persetujual
dari BPHN.

Variabel Indikator
Penggunaan| Efisiensi
bahasa,
istilah, kata

Analisis

Pasal 7 huruf a Permenkumham |
1 tahun 2018 ini mengatur bahw
salah satu lembaga yang dag
menyelenggarakan pelatiha
paralegal adalah Pemberi Bantu
Hukum. Menurut Pasal 1 angka
Permenkumham No 1 tahun 281
jo. Pasal 1 angka 3 UU Advok
"Pemberi Bantuan Hukum adals
lembaga bantuan hukum ata
organisasi kemasyarakatan ya
memberi layanan Bantuan Hukurr
Oleh karena itu perumus perature
seharusnya tidak perlu mengati
kembali "lembaga swaday
masyarakat yang memberikar
Bantuan Hukum" pada huruf
karena sudah termasuk dala
huruf a sebagai Pemberi Bantui
Hukum. Pengaturan yang berula
tersebut  menimbulkan  tidal
efisiennya norma pada perature
nl.
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Rekomendasi
Cabut

Pasal 7 huruf ¢

sebaiknya
dihapus,
norma
pengaturannya

kareng

sudah termasuk

dalam Pasal
huruf a

i



No

Pengaturan
Pasal 11
Paralegal dapat memberike
Bantuan Hukum secara litige

dan nonlitigasi setelal
terdaftar pada Pember
Bantuan Hukum dar
mendapatkan sertifika:
pelatihan Paralegal tingka
dasar.

Dimensi
Status Pasal

Variabel

Dicabut
Berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Agung

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Pasal 11 Peraturan Menteri Huku Cabut

dan Hak Asasi Manusia Reput
Nomor 01 Tahun 2018 tentan
Paralegal dalam Pemberie
Bantuan Hukum ini telah dibatalke
oleh Mahkamah Agungmelalui
Putusan Mahkamah Agung Nom
22 P/HUM/2018 karena dinilai
bertentangan dengan peratura
yang lebih tinggi yaitu Undan
Undang Nomor 18 Tahun 20(
tentang Advokat.

Dalam pertimbanganny;
Mahkamah Agung berpendap:i
bahwa Pasal 11 memberikan rua
dan kewenangan kepada Parale¢
untuk dapat beracara dalam pros:
pemeriksaan persidangan

pengadilan. Ketentuan tersebt
dapat dimaknai Paralegi
menjalankan sendiri prose
pemeriksaan persidangan

pengadilan, dan bukan hany
mendampingi atau membant
advokat. Padahal ketentua
normatif mengenai siapa yar
dapat beracara dalam prose
pemeriksaan  persidangan
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No Pengaturan

6. | Pasal 12

(1) Pemberian Bantuar
Hukum secara litigasi ole
Paralegal dilakukan dala
bentuk pendampingar
advokat pada lingkuy
Pemberi Bantuan Hukur
yang sama.

(2) Pendampingan
sebagaimana  dimaksu
pada ayat (1) meliputi:

a.pendampingan dan/atat
menjalankan kuasa yan

dimulai  dari  tingkat
penyidikan, dan
penuntutan;

Dimensi

Status Pasal

Variabel Indikator

Dicabut -
Berdasarkan

Putusan

Mahkamah

Agung

Analisis

pengadilan telah diatur di dalar
Pasal 4 juncto Pasal 31 Undal
Undang Nomor 18 Tahun 20(
tentang Advokat, yang pad
pokoknya hanya advokat yatedah
bersumpah di sidang terbuk
Pengadilan Tinggi yang dap
menjalankan profesi advokat untt

dapat beracara dalam prose
pemeriksaan  persidangan
pengadilan.

Pasal 12 Peraturan Menteri Huku
dan Hak Asasi Manusia Repuk
Nomor 01 Tahun 2018 tentan
Paralegal dalam Pemberie
Bantuan Hukum ini tetedibatalkan
oleh Mahkamah Agungmelalui
Putusan Mahkamah Agung Nom
22 P/HUM/2018 karena dinilai
bertentangan dengan peratura
yang lebih tinggi yaitu Undant
Undang Nomor 18 Tahun 20(
tentang Advokat.

Dalam pertimbangannya
Mahkamah Agung berpendap:i
bahwa Pasal 12 memberikan rual
dan kewenangan kepada Parale!
untuk dapat beracara dalam pros:
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Rekomendasi

Cabut



No

7.

(3) Pendampingan

Pengaturan

b.pendampingan dan/atat
menjalarkan kuasa dalan
proses pemeriksaan ¢
persidangan; atau

c.pendampingan dan/atat

menjalankan kuasi
terhadap Penerime
Bantuan Hukum d

Pengadilan Tata Usalt
Negara.

advoke
sebagaimana  dimaksu
pada ayat (1) dibuktikal
dengan surat keterangan
pendampingan dar
advokat yang memberika
Bantuan Hukum.

Pasal 15
(1) Pemberi Bantuan Hukur

wajib membuat kodeetik
pelayanan Bantuan Hukui
Paralegal.

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Variabel

Aspek
Sumber
Daya
Manusia

Indikator

Terpenuhinya
kepasitas,
integritas dan
kualitas SDM
yang
dibutuhkan

Analisis

pemeriksaan persidangan

pengadilan. Ketentuan terseht
dapat dimaknai Paraleg:
menjalankan sendiri prose
pemeriksaan persidangan

pengadilan, dan bukan ahya
mendampingi atau membant
advokat. Padahal ketentua
normatif mengenai siapa yar
dapat beracara dalam prose
pemeriksaan  persidangan

pengadilan telah diatur di dalar
Pasal 4 juncto Pasal 31 Undal
Undang Nomor 18 Tahun 20(
tentang Advokat, yang apla
pokoknya hanya advokat yang tel
bersumpah di sidang terbuk
Pengadilan Tinggi yang dag
menjalankan profesi advokat untt

dapat beracara dalam prose
pemeriksaan persidangan
pengadilan.

Sebagai suatu profesi yang memi
peran dalam pelaksanaan bantu;
hukum, maka organisasi paraleg
lah yang sehamnya diberikan
kewenangan dalam membuat de
menegakkan kode etik pelayani

Pusat Analisis dan Evaluasi HukuniddasBPHN | Kemenkumhani RB7

Rekomendasi

Ubah
Kewenangan
pembuatan dan
penegakan kode
etik pelayanan
Bantuan Hukum



No Pengaturan
(2) Kode etik sebagaiman
dimaksud pada ayat (1
dilaporkan kepada BPHN.

(3) Dalam melaksanaka
Pemberian Bantuar
Hukum, Paralegal hart
tunduk dan patuh
terhadap:

a. kode etik pelayanar
Bantuan Hukum

Paralegal yang dibue
oleh Pemberi Bantuar
Hukum tempat
Paralegal tersebu
terdaftar sebagaimans
dimaksud pada ayat (1
dan

b. Standar Bantuar
Hukum sesuai denga
ketentuan  peraturan
perundangundangan.

Dimensi

Variabel

Indikator

dalam
menerapkan
pengaturan
dalam
peraturan.

Analisis

Bantuan Hukum Paralege
Pengaturan terkait pembuatan ate
penegakan kode etik profe:
lazimnya memang mengacu pal
organisasi profesi tersebu
misalnya kode etik advokat, notari
dan profesi lainnya. Namun apab
profesi paralegal belum memilil
organisasi profesi, mak
pembuatan dan penegakan koc
etik seharusnya dilakukan ole

organisasi Pemberi Bantue
Hukum, hal ini perlu agar kode et
pelayanan Bantuan Hukul

Paralegal meniki standar yanc
sama, sehingga diharapkan dag
mendorong terciptanya kesetarae
kualitas pelayanan Bantuan Huku
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Rekomendasi

Paralegal
seharusnya
diberikan kepade
organisasi profes
paralegal atau
organisasi
Pemberi Bantuar
Hukum.



B. Kelompok Peraturan Perundabgdangan terkait Penegakkan Hukum
5. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan perundangndangan ini biasa disebut dengan KUHAPidana.
Peraturan ini juga pernah dilakukan analisis dan evaluasi hukum pada tahun
tahun sebelumnya dengan berbagai perspektif/sudut pandang. Pada tahun ini
analisis dan evaluasi hukum terhadap KRi&na akan lebih berfokus dalam hal
Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah
dilakukan, dapat dikatakan bahwa penghormatan dan perlindungan hak
Tersangka/Terdakwa untuk memilih bantuan hukum penting untuk diakui dan
dipertabanan prinsip ini menimbulkan kebebasan Tersangka/Terdakwa untuk
memilih bantuan hukum yang dirasakan pas untuk memberikan bantuan hukum
kepada dirinya. Secara tidak langsung Pemberi bantuan hukum memiliki ikatan
moril kepada penerima bantuan hukum untukmieerikan bantuan hukum yang
baik. Dampak dari penunjukan Penyidik, Penutut Umum dan Hakim kepada
penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa sebagaimana diatur
dalam Pasd&d6 KUHAP membawa dampak menurunkan ikatan moril antara
penerima dan pemberbantuan hukum, metode penunjukan berpotensi
pemberi bantuan hukum akan tetan menjaga hubungan dan kepentingan dari
pihak melakukan penunjukan pada dirinya, dikhawatirkan mempengaruhi
obyektifitas, profesionalitas dan kualitas bantuan hukum.
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Jumlah Pasal: 286

No
1.

tindak pidana
yang diancam
dengan pidana
mati atau
ancaman
pidana lima
belas tahun
atau lebih atau
bagi mereka
yang tidak
mampu yang
diancam
dengan pidana
lima tahun
atau lebih
yang tidak
mempunyai
penasihat
hukum sendiri,

Pengaturan Dimensi
Pasal 56 Kesesuaian
(1) Dalam hal Asas Bidang

tersangka atay Hukum

terdakwa Peraturan

. Perundang
d!sangka atau undangan
didakwa yang
melakukan Bersangkutan

Variabel

Indikator

Analisis

Pasal 14 UU Bantuan Huky
menggunakan prinsip kesukrelawaan ¢
keaktifan dan penerima bantuan huku
untuk  memilih  dan  mengajuka
permintaan bantuan hukum kepac
pemberi bantuan hukum. Prinsip ini dag
dillihat dari Pasal 14 UU Bantuan huku
yang menjelaskan bahwasanya uni
mendapatkan bantuan hukupenerima
bantuan hukum harus mengajuke
permohon kepada pemberi bantun huku
dengan menyerahkan dokumen yan
berkenaan perkara dan melampirkan su
keterangan miskin. Terkait deng:
permohonan tersebut pemberi bantua
hukum harus memberikan jawabe
menerima atau menolak permohone
bantuan hukum dalam jangka waktu
(tiga) hari kerja setah permohonan
bantuan hukum dinyatakan lengkap.

Pada prinsipnya Penerima bantuan huk|
berhak untuk memilih sendiri pembe
bantuan hukum / penasehat hukumny
hal tersebut juga diatur dalam Pasal
KUHAP, namun dalam kondisi terter
prinsip  voluntarikeaktifan  penerima
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Rekomendasi
Ubah
Penghormatan dar
perlindungan hak

Tersangka/Terdakwa untu
memilih  bantuan hukum
penting untuk diakui dar
dipertahanan prinsip in
menimbulkan kebebasa
Tersangka/Terdakwa unty
memilih  bantuan huku
yang dirasakan pas untu

memberikan bantuar
hukum  kepada dirinya
Secara tidak  langsun
Pemberi bantuan hukun

memiliki ikatan moril kepad;
penerima bantuan hukun
untuk memberikan bantuat
hukum yang baik. Dampe
dari penunjukan Penyidik
Penutut Umum darHakim
kepada penasehat hukur
untuk mendampingi
Tersangka/Terdakwa

sebagaimana diatur dalar
Pasab6 KUHAP membaw



No

Pengaturan
pejabat yang
bersangkutan
pada semua
tingkat
pemeriksaan
dalam proses
peradilan
wajib
menunjuk
penasihat
hukum
mereka.

bagi

(2) Setiap

penasihat
hukum  yang
ditunjuk untuk
bertindak
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1),
memberikan
bantuannya
dengan cuma
cuma.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

bantuan hukum tersebut dikesampingks
dimana Pejabat yang bersangkutan pa
tingkat pemeriksaan (Pada praktekn
adalah Penyidik, Penutut Umum d.
Majelis Hakim) yang kemudian menunj
penasehat hukum yang memberil
bantuannya dengaruenacuma (pemberi
bantuan hukum) untuk
Tersangka/Terdakwa. Kondisi tersel
terjadi karena:

Dimana Tersangka atau terdakwa disan
atau didakwa melakukan tindak pida
yang diancam dengan pidana mati at
ancaman pidana lima belas tahun at
lebih

Bag Tersangka atau Terdakwa yang tic
mampu yang diancam dengan pidana li
tahun atau lebih yang tidak mempuny
penasehat hukum sendiri.

Pada prakteknya pada kond
sebagaimana disebutkan dalam point s
Majelis Hakim akan meyakinkan kepg
Terdakwa untuk menggunakan penasel
hukum, pada beberapa kasus penase
hukum langsung ditunjuk oleh Majel
Hakim dan hadir dalam persidang|
namunbila Terdakwa bersikukuh menol
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Rekomendasi

dampak menurunkan ikata
moril antara penerima dat
pemberi bantuan hukum
metode penunjukan
berpotensi pemberi bantuar
hukum akan tetan menjag
hubungan dan kepentinga
dari  pihak  melakukar
penunjukan pada dirinyg
dikhawatirkan

mempengaruhi obyektifitas
profesionalitas dan kualita
bantuan hukum. Sehingg
kedepan tidak muncu
kembali fenomena
sebagaimana dialali ole
Yusman, dimana Penseh
Huwkumnya meminta aga
hakim memberikan voni

hukuman mati walaupur
dalam surat tuntutannye
Jaksa  sudah memint

hukuman seumur hidup.
Pasca diberlakukannya LU

Bantuan Hukum  maki
seharusnya permasalahe
terhadap kebutuhan



No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

maka akan dibuatkan berita aca
penolakan. Pada kondisi kedua Penyi
Penutut Umum atau Majelis Hakim ak
menanyakan terlebih dahulu kepac
Tersangka/Terdakwa apakah ya
bersangkutan didampingi oleh penasel
hukum da menawarkan apakah perl
ditunjuk  penasehat hukum  ole
Tersangka/Terdakwa, bila disetujui ol
Tersangka atau Terdakwa kemudi
penasehat hukum ditunjuk oleh Penyid
Penutut Umum atau Hakim.

Pada tingkat penyidikan dan penutut;
tidak ditemukan posbankw, namun
penyidik dan Jaksa Penutut Umt
biasanya memiliki jaringan pengacara yz
bersedia memberikan bantuannya deng
cumacuma. Khusus untuk kepenting:
Pasal 56 Pengadilan menyediakan

Bantuan Hukum (Posbankum) yang p:
awalnya adalah wadah/tempatbagi
pengacargpengacara yang bersed
memberikan bantuannya dengan cuT
cuma, namun dalam perkembangann
banyak Pos Bantuan Hukum dikelola o
organisasi bantuan hukum yang ju
melakukan verivikasi dan akreditasi d
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Rekomendasi

masyarakat untuk
mengakses bantuan kum
dapat diminimalisir,
sehingga tidak perlu ad
penujukan sebagaiman
diatur dalam pasal 54.

Pada kondisi khusus dimai
Penerima bantuan hukun
dalam kondisi ditahan mak
harus ada ruang
kesempatan dan fasilita
yang harus disediaka
negara agar penerian
bantuan hukum bise
mengakses bantuan hukul
sesuai dengan pilihanny;
Saat ini di beberapa ruta
belum terdapat fasilitas dal
mekanisme yang jela
mengenai informasi pembe|
bantuan hukum dan car;
agar mereka dapat langsur

menghubungi pember
bantuan hukm. Terkait
dengan kondisi bantual
hukum  untuk  perkare

dengan ancaman hukuma



No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

mengakses anggaran bantuan huki
sesuai dengan UU Bantuan Hukum. Pi
beberapa pengadilan Pos Bankum b
dikelola oleh lebih dari satu Pembg
bantuan hukum sehingg
Terdakwa/Hakim bisa memilih namt
umumnya Pos Bankum hanya dikelola o
satu organisasi bantuan hukum dima
sebelumnya tmpat MoU dengan
Pengadilan.

Penyidik, Penutut Umum dan Haki
biasanya tidak melakukan vervikasi terk
ketidakmampuan dar
Tersangka/Terdakwa, umumnya han
pernyataan dari Tersangka/Terdakwa ye
menyatakan bahwa saat itu yar
bersangkutan tidak didarmmi penasehat
hukum dan bersedia bila ditunjuk ole
Penyidik, Penutut Umum dan Hakim. P
perkemngangannya surat penunjukan d
dari Penyidik, Penutut Umum dan Hak
dapat menggantian Surat Keterang
Miskin sebagai syarat untuk mengaks
anggaran bantan hukum sebagaiman
diatur dalam UU Bantuan Hukum.
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Rekomendasi

mati atau pidana penjari
diatas 15 tahun, yang perl
diperhatikan oleh Penyidik
Penutut Umum dan Hakir
bukan hanya terbatas pad
tersedianya penasehe
hukum  namun  apakal
penaselat hukum tersebut
memiliki  kualifikasi untul
menanganai perkara dengé
ancaman hukuman mal
atau pdana penjara diatas
15 tahun.



6. UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pada dasarnya peradilan militer
berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, khususnya dalam melaksanakn
fungsi kekuasaan kehakiman terkait dengan tindak pidana militer. Peraturan
perundangundangan ini bersifdex sgcialis karena mengatur subjek hukum
yang khusus vyaitu TNI (dalam peraturan perudamangan masih
menggunakan istilah ABRI). Beberapa temuan yang dapat disampaikan terkait
analisis dan evaluasi hukum pada undandang ini salah satunya adalah, tidak
sinkron nya ketentuan dari Pasal 9 dengan Pasal 65 ayat (2). Dimana dalam
ketentuan Pasal 9 menyatakan apabila terdapat prajurit TNI melakukan tindak
pidana baik di lingkungan militer maupun umum, maka yang berwenang
mengadili adalah Pengadilan Militer. Narhal itu berbanding terbalik dengan
ketentuan Pasal 65 ayat (2) yang menyatkan bahwa seorang prajurit juga tunduk
kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana
umum. Hal ini menurut Reda Manthovani bukan perkara yang mudah seperti
membalikan telapak tangafi. Pada praktinya, tindakan mengklasifikasikan
pelanggaran militer dan pelanggaran tindak pidana umum dapat dimaknai
berbeda.Yakni, adaya upaya menundukkan posisi militer di bawah kekuatan sipil.
Langkah tersett sudah barang tentu bpotensi menimbulkan gejolak
keamanan dan politik di berbagai wilayah Indonesia.

59 Hal ini memiliki problematika tersendiri, terutama apabila dilihat dengan menggunakan
pendekatan psikologis. Sejak era reformasi 1998ghikgni, berbagai tuntutan agar memproses
prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili diperadilan umum masih menimbulkan
resistensi di kalangan militer. Bahkan pula menjadi kegamangan di kalangan masyarakat sipil. Lihat
https://www.hukumonline.om/berita/baca/lt5b1dff26e1e66/reformulagieberadaarperadilan
militer-di-indonesiaoleh--redamanthovani?page=2 (di akses pada 27/11/2020)
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Jumlah Pasal: 353

No
1.

Pengaturan
Pasal 9
Pengadilan
lingkungan peradilar
militer berwenang:
1. Mengadili tindak

pidana yang dilakuka

oleh seseorang yan

pada waktu

melakukan tindak

pidana adalah:

a. Prajurit;

b.yang  berdasarkar
undangundang
dengan Prajurit;

c.anggota suatu
golongan atau
jawatan atau badar
atau yang
dipersamakan atat
dianggap  sebage
Prajurit berdasarkar
undangundang;

d.seseorang yang tida
masuk golongar
pada huruf a, hurui
b, danhuruf c tetapi

Dimensi
Disharmoni

dalan/ Pengaturan

Variabel Indikator
Kewenangan, Pengaturan
mengenai
kewenangan

yang sama pade

2 (dua) atau

lebih peraturan
yang berbeda
hierarki, tetapi

dilaksanakan
oleh lembaga
yang berbda

Analisis

Dalam pasal ini disebutkan dale
hal prajurit TNI melakukan tinde
pidana (baik TP militer maupun ’
umum), maka pengadilan yar
berwenang mengadili adala
Pengadilan Militer. Ketentuan il
pada pelaksanaannya berpoter

disharmoni dengan ketentua
Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tat
2004  tentang TNI yan
YSyeSodzi | yPrajdrit
tunduk kepada kekuasaa
peradilan militer dalam ha

pelanggaran hukum pidana milite
dan tunduk pada kekuasae
peradilan umum dalam he
pelanggaran hukum pidana umu
yang diatur dengan undang
dzy Rl y3¢ o

Walaupun dalam Pasal 74 UU 1
kemudian menyebutkar
aYSGsyddzdy
dimaksud dalam Pasal 65 berla

pada saat undangndang
tentang Peradilan Militer yan
0| NXz RA 0 Seldnh
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Rekomendasi
Ubah
Pada
prinsipnyayurisdiksi
peradilan melihat tindak

pidana berdasarkar
delik atau kejahatan
yang dilakukan
bukanberdasarkan
subyek/pelaku.

Secara filosofis
reformasi terhadap
Peradilan Militer
memang diperlukar
dengan melakukar

harmonisasi/sinkronisas
dengan UU TNI dalar
rangka mendukung
Militer sebagai alat
pertahanan untuk
memperkuat NKRI.



No

Pengaturan

atas keputusan
Panglima  dengat
persetujuanMenteri
Kehakiman  harus
diadili oleh suatu
Pangadilan  dalan
lingkungan peradilar
militer.

2. Memeriksa memutus,

dan  menyelesaikar
sengketa Tata Usah
Angkatan Bersenjata.

. Menggabungkan

perkara gugatan gani
rugi dalam perkare
pidana yang
bersangkutan atas
permintaan dari pihak

yang dirugikan sebag:
akibat yang
ditimbulkan oleh
tindak pidana yang
menjadi dasar
dakwaan, dan
sekaligus  memutut
kedua perkara

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

undangundang Peradilan Milite
yang baru belum dibentuk, teta)
tunduk pada ketentuan Undang
Undang Nomor 31 Tahun 19¢
GSydGly3 t SN} RAT
Namun ketentuan yang sar
diatur scara berbeda terlebih la
dalam hal perbedaan kewenangi
pengadilan terhadap suatu tinde
pidana akan berdapak pada
ketidakpastian  hukum, sert
"mandulnya” ketentuan tersebu
(tidak  dapat dilaksanakan
Lahirnya UU TNI 34/2004 yal
sebagai revisi dari Undani
Undang Nomor 2 Tahun 19¢
tentang Prajurit Angkatal
Bersenjata Republik Indones
merupakan bagian upayantuk
melakukan reformas
kelembagaan pada lembaga ya
berfungsi sebagai alat pertahan:
negara NKRI (Konsider:i
Menimbang).

Oleh karena itu untuk dape

memberikan kepastian hukum de
kejelasan pelaksanaan dari sue
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Rekomendasi



No

Pengaturan

tersebut dalam satt
putusan.

Pasal 105

Dalam  hal
Tersangka melakuka
suatu tindak pidana
sebelum dimulainye
pemeriksaan olet
Penyidik, Penyidik waji
memberitahukan kepad:

seoran|

Tersangka tentan(
haknya untuk
mendapatkan  bantuar

Hukum atau bahwa ii
dalam perkaasnya itu
wajib didampingi olet
Penasihat
Hukum.

Dimensi

Disharmoni
Pengaturan

Variabel

Hak

Indikator

Pengaturan
mengenai Hak
yang tidak
konsisten/saling
bertentangan
antar pasal
(dalam
peraturan yang
sama

Analisis

rumusan ketentuan peratural
perundangundangan maka suda
sepatutnya peralihan sebagic
kewenangan peradilan milite
terkait Pasal 9 ini kepada Peradil
Umum perlu dilakukan suat
kajian khusus dan mendalam.

Dalam Penjelasan Pasal 1
disebutkan untuk menjunjunt
tinggi hak asasi manusia, sej
dalam taraf penyidikan kepac
Tersangka sudah dijelaskan bah
Tersangka berhak didampin
Penasihat Hukum pad
pemeriksaan di sidang Pengadil:
Berdasarkan penjelasgrasal ini
maka hak untuk memperole
bantuan hukum bagi prajurit yan
hanya dapat diberikan pada tah:
persidangan di pengadilan, buki
dari sejak
pemeriksaan/penyidikan.

Ketentuan ini juga bertentanga
atau tidak sinkron denga
ketentuan dalam pasé
selanytnya, yaitu Pasal 106 yar
menyebutkan bahwa (1) Dala
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Rekomendasi

Cabut
Penjelasan
bertentangan dan
multitafsir dengan
ketentuan Pasal 105 da
Pasal 106.

Pasal 1(



No

3.

Pengaturan

Pasal 216

(1) Penasihat Hukun
yang mendamping
Tersangka di tingka
penyidikan atau
Terdakwa di tingka
pemeriksaan di sidin
Pengadilan harus ata
perintah atau seizir
Perwira Penyerahai
Perkara atau pejaba
lain yangditunjuknya.

Dimensi

Efektivitas

Variabel

Aspek

Pelaksanaan Relevansi

Peraturan
Perundang
Undangan

dengan
situasi saat
ini

Indikator

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien.

Analisis

hal Penyidik sedang melakuk:
pemeriksaan terhadap Tersangk
Penasihat Hukum dapat mengikt
jalannya pemeriksaan dengan ce

melihat serta mendenga
pemeriksaan. (2) Dalam h
kejahatan terhadap kesanan

negara, Penasihat Hukum dag
hadir dengan cara melihat tetay
tidak dapat mendenga
pemeriksaan terhadap Tersangk
Berdasarkan Pasal 106 bantu
hukum diberikan sejak taha
penyidikan.

Pasal ini mengatur mengen
pemberian bantuan hukum bag
prajurit yang berupa
pendampingan dari penasih:
hukum. Tidak semua penasih
hukum dapat memberikai
bantuan hukum bagi prajurit TN
Dalam PenjelasaRasal 216 aya
(2) terdapat pembatasal
pemilihan penasihat hukum ba
prajurit, yaitu bantuan hukurn
yang diberikan atas perinta
diberikan oleh dinas bantua
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Rekomendasi

Tetap

Masih perlu data dar
informasi  pelaksanaal
bantuan hukum yang
dilakukan oleh unitinit
internal TNI yang
memberikan
pendampingan
penasihat hukum bag

prajurit yang
berhadapan dengar
hukum. Data  dar

informasi ini diperlukar|



No Pengaturan
(2) Penasihat Hukur
yang mendamping
Tersangka sipil dalar
persidangan perkar:

koneksitas, harus
seizin Kepale
Pengadilan.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

hukum yang ada di lingkunge
militer (seperti Babinkum TN
atau unit bidang hukum lainny
dimang, sedangkan bantua
hukum yang harus mendapatke
izin dari Perwira Penyerah Perke
adalah bantuan hukum yan
disedikan terdakwa sendiri di lui
dinas militer.

Terkait ketentuan ini, masih perl
digali informasi tentanc
bagaimana pelaksanaan bantu
hukun yang diberikan olel
internal TNI (seperti Babinkul
TNI, dsb) apakah personel ya
dimiliki  memiliki kemampual
untuk beracara di pengadila
sebagaimana  advokat  pac
umumnya. Hal ini penting terlebi
apabila prajurit dihadapkan pac
kasus/perkara hukum demgan
hukuman berat. sehingga per
dipastikan bahwa prajurit tersebt
tetap terpenuhi aspek HAM da
keadilannya.
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Rekomendasi
agar @pat diambil
rekomendasi yang tepa
untuk memperkuat
unit2 internal tersebut di
dalam memberikan
bantuan hukum bag
prajurit TNI.



No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Lebih lanjut, prajurit TNI jug
dimungkinkan memilih penasih:
hukum diluar kedinasan denge
mendapatkan izin dari Perwir
Penyerah Perkara, agat
memunculkan permasalaha
terkait nilainilai pancasila dan ha
asasi manusia. Selain itu ju
muncul masalah biaya jas
advokat karena di dalam UU i
tidak  disebutkan  mengens
bantuan hukum berupa dan
untuk membiayai jasa advoki
diluar dinas. Olehkarena itu
muncul  pertanyaan, apaka
prajurit TNI dimungkinkau
mendapatkan bantuan hukur
sebagaimana dimaksud dalam U
Bankum, atau bantuan hukui
cuma2 sebagaimana dimaksi
dalam UU Advokat, ataupu
posbankum sebagaiman
disebutkan dalam UU Kekuasa
Kehakman?
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Rekomendasi



No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Tingginya biaya advokat umu
dan kemungkinan ketidakmampt
finanasial prajurit TNI untu
membiaya jasa advokat tersebt

hal ini kemudian yan(
memunculkan kemungkina
prajurit lebih memilih

menggunakan jasa penasih
hukum internal yang ada ¢
instansi masingnasing.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukuniddas BPHN | Kemenkumhanj R51

Rekomendasi



7. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum gdagukan terhadap Undang
Undang Advokat ini, ditemukan permasalahan dimensi efektivitas pelaksanaan
peraturan perundangindangan (1 temuan), Ketepatan Jenis Peraturan
PerundangJndangan (1 temuan), dan permasalahan kejelasan rumusan (1
temuan). Adapun teman permasalahan tersebut adalah terkait dengan definisi
bantuan hukum pada Undangpdang Advokat yang menimbulkan kerancuan
dengan definisi bantuan hukum yang diatur pada Undémdang Nomor 16
tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perbedaan konsep bantulmmhyro
bono dan bantuan hukum sebagaimana diatur pada Untexzang Nomor 16
tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pelaksanaannya masih sering
dimaknai sama, serta dibatalkannya ketentuan pidana oleh Mahkamah
Konstitusi. Atas temuan permasalahan tersemaka Undantgyndang Advokat
ini direkomendasikan untuk diubah. Namun rekomendasi perubahan tersebut
masuk dalam kategori tidak mendesak.
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Jumlah Pasal: 36

No Pengaturan

1. | Pasall Kejelasan
Dalam Undang| Rumusan
Undang ini yancg
dimaksud dengan:

1. Advokat adalah
orang yang
berprofesi
memberi jasa
hukum, baik di
dalam maupun di
luar  pengadilan
yang memenuhi
persyaratan
berdasarkan
ketentuan
UndangUndang
ini.

2. Jasa Hukurr
adalah jasa yant
diberikan Advokat
berupa
memberikan
konsultasi hukum
bantuan hukum,
menjalankan
kuasa, mewakili

Dimensi

Variabel Indikator

Penggunaan Konsistensi
bahasa, antar
istilah, kata | ketentuan

Analisis

Berdasarkan Pasal 1 angka 9
Advokat, Bantuan Hukum adalah je
hukum yang diberikan oleh Advok
secara cumguma kepada Klien yan
tidak mampu.

Ketentuan ini bertentangan dengg
Pasal 1 angka 2 yang menjelasl
bahwasanya Jasa Hukum adalah j
yang dberikan Advokat berup:s
memberikan konsultasi hukum, bantui
hukum, menjalankan kuasa, mewak
mendampingi, membela, dan melakuk
tindakan hukum lain untuk kepentinge
hukum klien. Berdasarkan ketentuan
bantuan hukum dianggap sebagai bag
dari jam hukum namun dalan
pengertian bantuan hukumtalam Pasa
1 angka 9 bantuan hukum adalah jg
hukum.

UU Advokat dikeluarkan sebelum adar,
UU Bantuan Hukum, dimana unti
memenuhi kebutuhan terkait Pasal !
UU No 8 tahun 1981 tentang Huku
acara pidana terk penunjukan
penasehat hukum dari penyidi
penuntut umum dan hakim, penaseh
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Rekomendasi
Ubah

Untuk

menimbulkan
kerancuaan make
Pengertian Bantuar
Hukum dalam Pas¢
1 angka 9 UL

tidak

Advokat harus
dirubah dan
disesuaikan terkai
peran advokat

untuk memberikan
jasa hukum secar:
Cunma-Cuma
(probono)
sebagaimana
sumpah atau janj

Advokat yang
0 SNDbdzyea
saya tidak akar
menolak untuk
melakukan
pembelaan atau
memberi jasa
hukum di dalam

suatu perkara yanc



No

Pengaturan
mendampingi,
membela, dan
melakukan
tindakan  hukum
lain untuk
kepentingan
hukum klien.

. Klien adalah

orang, badan
hukum, atau
lembaga lain yan(
menerima  jasa

hukum dai
Advokat.

. Organisasi
Advokat adalah

organisasi profes
yang didirikan
berdasarkan
UndangUndang
ini.

. Pengawasan

adalah tindakan
teknis dan
administratif

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

hukum diwajibkan memberika
bantuannya dengan Cur@uma. Sejal
disahkannya UU No 16 Tahun 2(Q
tentang bantuan hukum (UU Bantu:
Hukum) konsep bantuan hukul
berubah menjadi jas hukum yang
diberikan oleh pemberi bantuan huku
secara Cum&uma kepada penerim
bantuan hukum (Pasal 1 angka 1 |
Bantuan Hukum), sedangkan vya
dimaksud dengan pemberi bantug
hukum adalah lembaga bantuan hukd
atau organisasi kemasyarakatan ye
membeai layanan bantuan hukun
berdasarkan Undangndang ini (Pasal
angka 3 UU Bantuan Hukum). U
Bantuan Hukum merubah konsep d;
pemberian oleh advokat secara persol
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 an
9 UU Advokat dan Pasal 22 berub
menjadi tanggungawab oleh pemberi
bantuan hukum
(kelembagaan/organisasi).
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Rekomendasi
menurut hemat
saya merupakar
bagian daripade
tanggung jawab
profesi sebaga
seorang  advokat.

Pemberian jase
hukum secara
CumaCuma kepadz
pencari keadilar
yang tidak mampt
merupakan

tanggung jawab dar
kewajiban advokar
secara yang meleke

kepada profesi
sedangkan pad:
konsep bantuan
hukum lebih
ditekankan kepade
konsep  tanggung

jawab negara untuk
menyediakan akse
keadilan bagi
masyarakat..



No

Pengaturan

terhadap Advokal
untuk
agar dalam
menjalankan
profesinya sesua
dengan kode etik
profesi dan
peraturan
perundang
undangan  yanc
mengatur profesi
Advokat.

. Pembelaan diri

adalah hak dar
kesempatan yanc
diberikan kepade
Advokat untuk
mengemukakan
alasan serta
sanggahan

terhadap hahal
yang merugikar
dirinya di dalam
menjalankan

profesinya

ataupun kaannya

Dimensi
Efektivitas

Peraturan
Perundang
Undangan

Variabel
Aspek

menjaga Pelaksanaan Ketercapaia

n Hasil

Indikator

Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentukan
peraturan

Analisis
Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22

Pasal ini mengatunengenai kewajibar
advokat memberikan bantuan huku
secara Cum&uma kepada penca
keadilan yang tidak mampu. Bantu|
hukum dalam UU Adokat memili
perbedaan konsep dengan bantui
hukum dalam UU Bantuan Hukul
Bantuan Hukum dalam UU Advokat
yang dikeal sengan sebutan Pro Bon
dimana seorang advokat diwajibki
untuk memberikan bantuan hukur
secara cum&uma. Bantuan pro bon(
yang dilakukan oleh Advokat ju
memiliki ketentuan tertentu sepert
dapat dilihat dalam PP 83/2008 bahy
advokat dalam membédw@n bantuan
hukum secara Cur@uma harus
memberikan perlakuan yang san
walaupun tanpa menerima pembayar:
honorarium, meliputi pemberial
konsultasi hukum, menjalankan kuas
mewakili, mendampingi, membela dg
melakukan tidakan hukum lain untt
kepentinga pencari keadilan yg tida
mampu. Advokat juga dilarang menol
permohonan bankum secara Cu
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Rekomendasi
Tetap

Dalam
pelaksanaannya
ketentuan ini perlu
diskusi Ibih lanjut
dengan stakeholde
terkait, bagaimane
pelaksanaan
probono dan
bankum pemerintah
yang selama in
dilaksanakan?
Apakah  terdapat
tumpang tindih
pemberian bantuan
hukum yang
dilaksanakan
advokat dan
pemerintah tsb atau
masalah
imlementasi lainnye
yang berdampak pc
kemungkinan tak
optimalnya tujuan
yang hendak dicape
untuk memberikan
akses terhadag



No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

dengan organisas Cuma dan dilarang menerima ati keadilan bagi rakya
profesi. meminta pemberian dalam bentu miskin?
. Honorarium apapun dari pencari keadilan. Peradip

adalah  imbalan
atas jasa hukumr
yang diterima oleh
Advokat
berdasarkan
kesepakatan
dengan Klien.

. Advokat Asing
adalah  advokai
berkewarganegar
aan asing yan(
menjalankan
profesinya di
wilayah  negara
Republik
Indonesia
berdasarkan
persyaratan
ketentuan
peraturan
perundang
undangan.

mengeluakan Peraturan Peradi N
1/2010 tentang Petunjuk dPaksanaan
Bankum secara CunZuma dimang
dalam Pasal 11 disebutkan bahy
advokat dianjurkan memberi bantug
hukum secara cumeuma setidaknya 5(
jam kerja setiap tahunnya.

Sementara dalam UU Bankum, bantu
hukum diberikan oleh pemberi bantua
yang terdii dari lembaga bantuar
hukum atau organisasi kemasyarakal
yang memberi layanan bankum ya
harus memenuhi beberapa persyarate
Bankum yang dikelola oleh Mente
sebagaimana diatur dalam UU Bank|
ini merupakan bentuk tanggung jawi
negara terhadap pemdsian bantua
hukum bagi orang miskin sebag
perwujudan akses terhadap keadilg
dimana pendanaannya berasal d|
APBN.

Perbedaan konsep ini sebenarnya da

terlihat dari Penjelasan Pasal 6 ayat 2
Bankum yang menyebutkan bahy
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No

Pengaturan

9. Bantuan Hukum
adalah jasa hukun
yang diberikan
oleh Advokat
secara cuma&uma
kepada Klien yan
tidak mampu.

10.Menteri  adalah
menteri yang
tugas dan
tanggung
jawabnya meliputi
bidang hukum @n

perundang
undangan.
Pasal 31
Setiap orang yan(
dengan sengajé
menjalankan
pekerjaan profesi
Advokat dan

bertindak seolafolah
sebagai Advokat
tetapi bukan Advoka
sebagaimana diatu
dalam Undang
Undang ini, dipidane

Dimensi

Ketepatan
Jenis
Peraturan
Perundang
Undangan

Variabel

Tindak
lanjut
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
(MK)

Indikator

Pengaturan
akibat
putusan MK;
Materi

muatan sesuai
dengan hasil
putusan Uji
Materi MK.

Analisis

ketentuan mengenai ban&n hukum
yang diselenggarakan oleh Mente
berdasarkan UU  Bankum tidi
mengurangi kewajiban profesi Advok
untuk  menyelenggarakan  Bantug
Hukum berdasarkan Undatindang
mengenai Advokat. Dengan demikié
dapat dikatakan bahwa bagi para peng
keadilan iak mampu (atau miskil
menurut UU Bankum), bantuan huku
dapat diperoleh dari advokat (individ|
dalam bentuk pro bono, maupun dg
pemerintah (APBN) melall
Menkumham.

Dalam putusan MK No. 006/PWUi2004
tersebut dapat disimpulkan bahw
ketentuan bantuan hukum dalam Pas
31 UndangJdndang tentang Advokg
dapat menimbulkan interpretasi yar|
multitafsir sehingga dapat menimbulké
ketidakpastian hukum dan ketidakadil;
bagi masyarakat yang berakibpada
sempit bahkan tertutupnya akse
terhadap keadilan. padahal, aks
keadilan merupakan bagian yang tid
terpisahkan karena hukum hart
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Rekomendasi

Cabut



No

Pengaturan Dimensi Variabel Indikator

dengan pidana
penjara paling lama !
(ima) tahun dan
denda paling bayak
Rp50.000.000,00
(lima  puluh juta)
rupiah.

Analisis

trasnparan dan dapat diakses ol
semua kalangan masyarakat.
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Rekomendasi



8. UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umym
sebagaimana telah diubah dengan Undeimgang Nomor 8 Tahun 2004 dan
terakhir dengan Undargndang Nomor 49 Tahun 2009

Dalam konteks pengaturan terkait bantuan hukum, UU tentang Peradilan
Umum ini bepotensi disharmoni dengan keberlakukan UU 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum. Sehingga rekomendasi terhadap P&alatB868C
adalah untuk diubah, agar disesuaikan dan diintegrasikan dengan pengaturan
yang ada dalam UU Bantuan Hukum. Di luar konteksudartfiukum, yaitu
mengenai system perekrutan dan seleksi hakim dalam pasal 14, perlu
mempertimbangkan syarat tambahan yang sangat krusial, yaitu pengalaman di
bidang litigasi, dengan melakuklest practicenegara lain. Terkait fungsi dan
kewenangan paniter; mengingat posisi panitera pada peradilan sangat krusial
dan memegang peran yang penting, maka sebaiknya kode etik panitera perlu
dirumuskan dan dioperasionalkan. sehingga pengawasannya menjadi efektaif.
Panitera ini perlu juga membentuk asosiasi prafeBingga dapat menetapkan
kode etiknya.

Dari hasil analisis pagsdsal dalam UU ini, baik dari dimensi kejelasan
rumusan, efektivitas pelaksanaan dan potensi disharmoni pengaturan, terdapat
beberapa temuan masalah yang dampaknya cukup krusial. Makaemdtasn
seacara umum terhadap UU ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa pasalnya. Walaupun sebenarnya pelaksanaan UU ini tetap dapat
berjalan sebagaimana adanya, namun akan lebih baik jika dilakukan
penyempurnaan. Oleh karenaya, katergotkoraendasi ini teramsuk dalam
kategori mendesakurgent) artinya perlu ditindaklanjuti dengan didahului
pengkajian lebih dalam.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukumddas BPHN | Kemenkumhanj R59



Jumlah Pasal: 4

Variabel

Penggunaan
bahasa,
istilah, lata

Dimensi

Kejelasan
dan | Rumusan

No Pengaturan

1. | Pasal 13
(1) Pembinaan
pengawasan umury
terhadap Hakim
dilakukan oleh Ketui
Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan
pengawasan
sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) tidak bole
mengurangi kebebasa
Hakim dalam
memeriksa dan
memutus perkara.

dar

60 UU No. 8 Tahun 2004: mengubah 36 pasal, mengubah 1 penjelasan pasal dan menyisipkan (menambahkan) 1 p&8alabuhN®09: mengubah 17 pasal,

menghapus 1 pasal dan menyisipkan (menambahkan) 17 pasal

Indikator
Ketepatan

Analisis

Ketentuan ini terkait dengan pengawas
terhadap hakim, yang salah satun
dengan menimbang putusan hakim ya
telah berkekuatan tetap.Sebagaimane
disebutkan dalam penjelasan pasaln
oFKgl @&Fy3a RAYI A
hakim dalam ketenan ini meliputi
promosi dan demosi hakim.

Mutasi hakim yang dimaksud di s
terlihat adalah sebagai prosedur ya
NB3dzZ SNI G§SNJ | RAX
LISRIFy3QX oAal a
(punishment atau juga bermakneeward
(penghargaan). Terkait denganaksna
sanksi bagi sorang hakim, dalam
pertimbangan putusan hakim, terkait fra
GasSol 3k A REFE &l NJ N
Y8t 1dzl by Ydzil aa
dengan jenis sanksi yang lain sept
pemberhentian sementara ata
pemberhentian dengan tidak hormaian
apakah dengan tujuan menjaga d
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Rekomendasi

Ubah

Perlu merevisi
ketentuan
GRI Al N
rekomendasi
untuk
melakukan
Ydzii I & A
dengan dasat
rekomendasi
penetapan
sanksi bagi
KF1AYEéd



No

2.

Pengaturan

Pasal 14
(1) Untuk dapat diangka

sebagai hakirr
pengadilan, seseoran
harus memenuhi syara
sebagai berikut:

a.warga negara
Indonesia;
b.bertakwa kepads

Tuhan Yang Maha Es
c. setia kepada Pancasi
dan UndangJndang

Dasar Negare
Republik  Indonesi:
Tahun 1945;

d.sarjana hukum;

e.lulus pendidikan
hakim;

f. mampu secara rohar
dan jasmani untuk
menjalankan  tugas

dan kewajiban;

Dimensi Variabel

Efektivitas | Aspek
Pelaksanaa| Ketercapaian
n Peraturan| Hasil
Perundang

- Undangan

Indikator

Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentukan
peraturan

Analisis

menegakkan kehormatan, keluhur:
martabat, serta perilaku hakim cukt
dilakukan mutasi saja bagi seorang hal
yang melanggar.

Berdasarkan Pasal 18Bebutkan bahwe
82N y3 KFE{AY aKI I
dan kepribadian tidak tercela, jujur, ac
profesional, bertakwa dan berakhl:
mulia, serta berpengalaman di bidal
K dz] d@¥rg ditegaskan jug
penaturannya dalam Pasal 5 ayat (2)
48 Tahun 209 tentang Kekuasaa
Kehakiman)etapi dari ketentuan yang

terdapat di dalam Pasal 14 tid:
YSyeSodzilly @&oSNLYK
Kdzl dzy &So6l 3t A al

untuk menjabat sebagai seorang haki
padahal seorang hakim tidak sama den¢
PNS pada urmmnya, dia merupakat
pejabat pelaksana kekuasaan kehakimé
Oleh karenya, Perlu dipertimbangk;
apakah, pengalaman di bidang litige
seperti profesi pengacara, jaksa dll daj
menjadi syarat tambahan bagi profe
hakim.
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Rekomendasi

Ubah
Mencabut
ketentuan
ayat (2) dan
merevisi ayat
(3) menjadi
GYSGSyi
lebih  lanjut
mengenai
proses seleks
diatur  oleh
Mahkamah

I 3dzy 3¢ d



No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi

g.berwibawa, jujur, adil Di beberapa negara, seperti Ameri
dan berkelakuan tidal Serikat, kualifikasi telah menjalani prof
tercela; pengacara selama jangka waktu (sek
h.berusia paling rendal tahun) tertentu, menjadi salah satu syar
25 (dua puluh lima untuk dapat diangkat menjadi seorai
tahun dan paling hakim. Calostalon untuk posisi yudisii
tinggi 40 (empat adalah hampir selalu para pengacara y:
puluh) tahun; dan berpengahman bertahurtahun. Tidak
i. tidak pernah dijatuhi ada pelatihan matpelajaran khusus
pidana penjara kareni untuk para hakim dan juga tidak ada uiji

melakukan kejahatar
berdasarkan putusal
pengadilan yang telal
memperoleh
kekuatan hukum
tetap.

(2) Untuk dapat diangka
menjadi  ketua atau
wakil ketuapengadilan
negeri, hakim harus
berpengalaman palin
singkat 7 (tujuh) tahur
sebagai hakirr
pengadilamegeri.
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No

Pengaturan

PasaB6

Panitera tidak
merangkap menjadi:
a. wali;

b. pengampu;

c. advokat; dan/atau
d. pejabat peradilan yan(

bolet

lain.

Pasal 68 B

(1) Setiap orang  yan(
tersangkut perkare
berhak  memperoleh
bantuan hukum.

(2) Negara  menanggun:
biaya perkara bag
pencari keadilan yan
tidak mampu.

(3) Pihak yang tidatkampu
sebagaimana dimaksu

pada ayat (1) harut
melampirkan surat
keterangan tidak

mampu dari kelurahar
tempat domisili yanc
bersangkutan.

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaa
n Peraturan
Perundang
- Undangan

Disharmoni
Pengaturan

Variabel

Aspek
kekosongan
pengaturan

Hak

Indikator

Belum ada
pengaturan.

Pengaturan
mengenai hak
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan
setingkat,
tetapi
memberikan
hak tersebut
pada subyek
yangberbeda

Analisis
Mengingat posisi panitera pada peradil
sangat krusial dan memegang peran y:

penting, maka sebaiknya kode ¢
panitera  perlu dirumuskan  da
dioperasionalkan. sehingg

pengawasannya menjadi efektaif. Panite
ini perlu juga membentuk asosiasi profi
sehingga dapat menetapkan kode etikn|
Analisis ini merujuk kepada Pasal 68B
68C. Pasglasal ini diatur lebih lanjut ole
Perma No. 1 Tahun 2014 tental
Pedoman Pemberian Layanan Hukum E
Masyarakat Tidak Mampu. Perma

hingga saat ini masih dipakai seba
pedoman dalam pelasaan pos bankun
di peradilan. Jika melihat pada pengatur
dalam Perma ini, sebanarnya ma:
terdapat disharmoni dan berpoten;
ketidakefektifan pelaksanaannya, kare
UU 16 Tahun 2016 seharusnya menj
satusatunya pedoman bagi pelayan;
bantuan hokum &gi masyarakat yan
tidak mampu, yaitu dengal
diselenggarakan oleh pemberi bantu
hokum (Organisasi Bantuan Hukum), yi
di dalamnya terdapat SDM yar
dibutuhkan dalam pemberian bantue
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Rekomendasi

Ubah
Perlunya
pengaturan
atau delegasi
pengaturan
terkait dengan
kode etik
panitera
Tetap
Pengaturan
diintegrasikan
dengan
pengaturan
dalam UU No.
16 Tahun
2011



Analisis Rekomendasi
hokum (advokat dan paralegal, termas

di dalamnya). Sementara itualdm Pasal

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator

Pasal 68 C
(1) Pada setiap pengadila

(2) Bantuan

negeri dibentuk pos
bantuan hukum untuk

pencari keadilan yan
tidak mampudalam
memperoleh  bantuan
hukum.

hukum

sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) diberikal

secara cuma&uma,
kepada semua tingka
peradilan sampa
putusan terhadap
perkara tersebut

memperoleh kekuatar
hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan po

bantuan hukum
sebagaimana diaksud
pada ayat (1) dan aye
(2) dilaksanakan sesu

dengan ketentuan
peraturan perundang
undangan.

1 anagka 7 dalam Perma ini menyebutk
bahwa petugas Posbankum Pengadi
adalah pemberi layanan yang merupak
advokat, sarjana hokum, sarjana Syari
yang berasal dari Lembaga pemb
layanan Posbankun berkerjasama dent
Pengadilan dan bergas seuai denga
kesepakatanjam layanan Posbanki
Pengadilan di dalam perjanjian kerjasa
tersebut.

Seharusnya ketika UU ini mulai berla
seluruh urusan mengenai Pemberi
Bantuan Hukum dilaksanakan ol
Kementerian Hukum  dan HAN
penyelenggaraan bantna hukum yang
dilakukan instansi lain setele
diundangkannya UU ini tetap berjal
sampai berakhirnya tahun anggaran ye
bersangkutan. Pembebasan biaya perk
adalah salah satu hal yang belumdever
dalam pemberian bantuan hukum untt
masyarakat tidakmampu dalam UU
Bankum. (Asfinawati)
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No

Pengaturan

Dimensi Variabel Indikator
Efektivitas | Aspek Adanya
Pelaksanaa| Pengawasan | instrumen
n Peraturan monitoring
Perundang dan evaluasi.
- Undangan

Analisis Rekomendasi

Dari  sudut pembiayaan, layanal Tetap
Posbakum ini memberikan pelayan

biaya perkara secara Cw@ama, yang Perlu
dibebankan pada negara melal diintegrasikan
penganggaran di lingkungan Mahakan| dengan
Agung. pelaksanaan
Melihat pengaturan ini, maka dap{ Bankum yang
dikatakan, bahwa terdapat dob( sesuai dengar
anggaran negara yangkdluarkan untuk ketentuan
layanan bantuan hukum bagai masyara dalam UU 16
tidak mampu, di instansi yang berbed Tahun 2011
Karena penganggaran bantuan hukt

yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 20

dibebankan pada penganggaran

lingkuangan Kementerian Hukum d

HAM. Idealnya pengatam mengenai
penganggaran bantuan layanan hukt

diintegrasikan dan disesuaikan deng

yang diatur dalam UU 16 Tahun 20

tentang Bantuan Hukum, Agar mud;
pengawasannya.

Oleh karenanya, penganggaran bie

perkara juga dicover oleh Bankum yag

diatur dalam W 16 Tahun 2011. Da

beberapa keterangan yang dikeluark

oleh MA, saat ini pelaksanaan Posbank

sudah mengikuti penganggaran
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Kemenkumham, khusus unt
advokatnya, karena MA sudah tid
menganggarkan biaya untuk advokat le
namun untuk penganggaramtuk biaya
perkara bagi masyarakat tidak mam
masih tetao dianggarkan oleh MA.
Pada dasarnya banyaknya jenis banti
hukum bagi masyarakat tidak mam|
adalah baik, krn secara logika sema
banyak jenisnya akan semakin memba
orang tidak mampu yang bedapan
dengan hukum, namun hal itu menja
tidak efektif jika askesnya sulit dan tid
dibarengi dengan pengawasan ya
memadai untuk menghindari
penyimpangan2 yang mungkin terjadi. J
dilakukan oleh satu pintu akan leb
mudah pengawasannya.
Pengaturanebih lanjut dari Pasal 68 B d:
68 C ini dituangkan dalam PERMA N
Tahun 2014. PERMA ini mengatur le
rinci mengenai persyaratan dan prosec
layanan pembebasan biaya perkara, yi
anggarannya dibebankan pada p
anggaran Mahkamah Agung. Oleh kare
adderasat pengaturan ini sama deng
addressat pengaturan UU No. 16 Tah
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Rekomendasi



No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

2011 tentang Bantuan Hukum, maka pe
tataran pelaksanaannya harus sali
mengisi dan berkoordinasi.

Dalam pelaksanaan terdapat tumpa
tindih antara bankum yani
diselenggarakan BPHiéngan 1)bankun
berdasarkan Perma 1/2004 2)probon
Mengenai bankum berdasarkan Pert
terkadang OBH yang mendapat kontt
dari Pengadilan belum terakredita:
Sedangkan mengenai Probono, akhirt
dalam beberapa kasus uang neg:
dipakai membiayai kewajiba advokat
untuk memberikan bantuan hukun
(Asfinawati)
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Rekomendasi



9. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdeiitama
Anak

Dalam Undangndang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur
mengenai bantuan hukum bagi anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa
pengaturan terhadap bantuan hukum dalam pasedal tersebut telah merujuk
pada UndangJndang Nomor 16 Tahun 201ltentang Bantuan Hukum.
Ketentuan terkait bantuan hukum dalam Unddidan gini telah harmonis
bahkan memberikan penguatan bagi pengembangan lingkup bantuan hukum di
masa mendatang. Ketentudetentuan ini direkomendasikan untuk
dipertahankan.
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Jumlah Pasal: 108

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendas

1. |Pasal 3 Disharmoni |Hak
Setiap Anak dalam pros Pengaturan
peradilan pidana berhak:

Pengaturan Terdapat dua hal yang signifik Tetap
mengenai hak |terkait bantuan hukum dalal
yang sama pada| undangundang ini:

a. diperlakukan secara manusic (dua) atau lebih |1. UndangUndang ini membe|
dengan memperhatika peraturan jaminan yang sangat jel
kebutuhan sesuai deng: setingkat, tetapi mengenai hak anak at
umurnya; memberikan hak bantuan hukum. Hal ini namp

b. dipisahkan dari orang dewas: tersebutpada dari pengaturan yang diberike

c. memperoleh bantuan hukui subyek yang di mana jamian atas bantual
dan bantuan lain secara efeki berbeda hukum tidak hanya disebil

d. melakukan kegiata secara umum misalnya sepe
rekreasional; tertuang pada Pasal 3, tete

e. bebas dari penyiksaa juga terdapat penegasc
penghukuman atau perlakus berulang mengenai hak i
lain  yang kejam, tide dalam proses peradilan pida
manusiawi, serta merendahki (Pasal 23 ayat (1) dan Pasal
derajat dan martabatnya; Pada pasgbasal lain pul

f. tidak djatuhi pidana mati ata kehadiran pembe bantuan
pidana seumur hidup; dalam sistem peradilan pidal

g. tidak ditangkap, ditahan, ate disebutkan berkakali.
dipenjara, kecuali sebac UndangUndang ini suda
upaya terakhir dan dala secara eksplisit mencantumk
waktu yang paling singkat; UndangUndang Nomor 1

h. memperoleh keadilan di mul Tahun 2011 tentang Bantui

pengadilan Anak yang objek

hukum pada bagian menging
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No

Pengaturan

tidak memihak, dan dala
sidang yang teudtup untuk
umum;

i. tidak dipublikasika

identitasnya;

memperoleh  pendampinge
orang tua/Wali dan orang yai
dipercaya oleh Anak;

. memperoleh advokasi sosial;

. memperoleh kehidupa
pribadi;
.memperoleh aksesibilita

terutama bagi anak cacat;

. memperoleh pendidin;
. memperoleh pelayanane

kesehatan; dan

. memperoleh hak lain sest

dengan ketentuan peraturs
perundangundangan.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis Rekomendas

Demikian juga pada bagi
penjelasan Pasal 18 dan Pe
40 ayat (1) secara teg
menyatakan bahwa ketentua
ketentuan mengenai bantue
hukum dan pemberi bantue
hukum dalam UU ini menga
pada UndangJndang bantual
hukum.

Dalam pengaturan yang demiki
nampak jelas bahwa terdap
intensi untuk memasukkan an
sebagai penerima bantuan huku
sebagaimana dimaksud dal:
UndangUndang Bantuan Hukum.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara &lunaa

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap PP 83
Tahun 2008 ini, ditemukan permasalahan dimensi efektivitas pelaksanaan
peraturan perundangindangan (5 temuan) dan permasalahan disharmoni
peraturan (1 temuan). Adapun temuan permasatakersebut adalah terkait
dengan kurang maksimalnya sosialisasi, terbatasnya definisi bantuan pmakum
bonqg system mandatory pro borgang tidak diikuti dengan pengaturan jumlah
minimal jam layanapro bonoper tahun, persyaratan administrasi pengajuan
bantuan hukumpro bonoyang dianggap menyulitkan para pencari keadilan,
pengaturan terkait lembaga bantuan hukum (LBH) yang menimbulkan
disharmoni pengaturan dengan Undddgdang Nomor 16 tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, serta kelemahan pengaturan tengaitjatuhan sanksi bagi
advokat. Atas temuan permasalahan tersebut, maka PP 83 Tahun 2008 ini
direkomendasikan untuk diubah. Namun rekomendasi perubahan tersebut
masuk dalam kategori tidak mendesak.
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